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BAB 1 
PENGANTAR AKUNTAN PUBLIK 
 
Oleh Siti Aisyah 
 
1.1 Pendahuluan 

Istilah Akuntan publik bukanlah hal asing dalam dunia 
auditing. Keberadaan dan peran akuntan publik dalam sebuah 
perusahaan maupun keuangan negara sangat berkaitan erat, 
karena dengan adanya hasil laporan audit yang dilakukan dan 
disajikan oleh akuntan publik akan mempengaruhi reputasi/ 
kredibilitas perusahaan yang di audit dan akuntan publik itu 
sendiri. Jika akuntan publik melakukan kesalahan dalam proses 
pemeriksaan dan pelaporan laporan keuangan perusahaan 
maka akan memberikan efek kerugian besar bagi perusahaan, 
kredibilitas perusahaan yang diragukan, bahkan dapat 
menyebabkan pihak perusahaan/yang berkepentingan salah 
dalam pengambilan  keputusan. Bukan hanya perusahaan saja 
yang dirugikan, tetapi pihak kantor akuntan publik juga akan 
mendapatkan dampak negatif dari kesalahan dan kelalaian 
dalam proses pemeriksaan dan pelaporan laporan keuangan 
tersebut. Bisa jadi kredibi;itas kantor akuntan publik tersebut 
akan diragukan atau bahkan jika ditemukan adanya indikasi 
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan 
oleh pihak akuntan publik , maka izin operasional kantor 
akuntan publik tersebut bisa dicabut permanen atau dibekukan 
sementara.  

Hal ini pernah terjadi pada tahun 2020, dimana 
beberapa kantor akuntan publik di Indonesia milik beberapa 
perusahaan mendapatkan sanksi / hukuman dari kementerian 
keuangan Republik Indonesia karena mereka dinilai telah 
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melakukan kecurangan dan keterkaitan dengan kasus modus 
dalam permainan saham, dan mengakibatkan kerugian pada 
ekonomi nasional. Berkembangya kantor akuntan publik dari 
masa ke masa mengikuti kebutuhan perusahaan akan jasa 
pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik tersebu. 
Perusahaan yang sudah Go publik, maju dan berkembang 
sangat wajib melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang 
telah dibuat oleh pihak internal perusahaan untuk dilihat dan 
dinilai kebenarannya apakah sudah sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan riwayat kegiatan 
ekonomi yang sudah terjadi. Kemudian bagi perusahaan yang 
telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, publikasi akan hasil 
laporan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik ini 
akan mempengaruhi nilai dari perusahaan dalam menarik para 
investor dan kepercayaan masyarakat maupun stakeholder.   

Mengapa sangat penting pihak perusahaan memakai 
jasa kantor akuntan publik untuk pemeriksaan dan penilaian 
atas laporan keuangannya ? ada hal yang harus kita semua 
ketahui, bahwasannya pihak akuntan publik adalah bagian 
eksternal perusahaan yang tidak memiliki keterikatan secara 
pribadi maupun emosional pada perusahaan. Sehingga akuntan 
publik diharapkan mampu secara netral, profesional, dan 
independen melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 
laporan keuangan perusahaan yang menajdi kliennya. Itulah 
mengapa ada yang namanya kode etik akuntan publik, yang 
dimana menjadi rambu-rambu seorang auditor dalam 
melakukan kegiatan audit. Karena bisa saja laporan keuangan 
yang telah dibuat oleh pihak internal keuangan perusahaan di 
indikasikan ada kesalahan/kecurangan yang disengaja maupun 
tidak sengaja karena diakibatkan beberapa fator seperti 
nepotisme, rasa persaudaraan dengan pihak pemilik 
perusahaan, korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai 
perusahaan, dan sebagainya, sehingga banyak manipulasi data 
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keuangan yang terjadi, namum pihak manajemen perusahaan 
tidak memiliki kemampuan untuk secara detail dan mendalam 
menelusuri segala kecurangan yang terjadi pada data yang 
disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Disinilah peran 
akuntan publik diharapkan mampu membongkar segala 
kesalahan dan kecurangan yang ditemukan dalam laporan 
keuangan pihak perusahaan dengan mengikuti kode etik 
akuntan publik yang berlaku.  

Karena harus difahami juga bahwasannya, ternyata 
pernah terjadi kecurangan yang dilakukan dengan saja oleh 
kantor akuntan publik seperti KAP Purwanto, Sungkoro, dan 
Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY) yang 
diberikan sanksi oleh OJK atas kasus penggelembungan (over 
statement) pendapatan bernilai Rp 613 miliar atas laporan 
keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson 
International Tbk (MYRX).  Kemudian ada juga KAP Tanubrata, 
Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member dari BDO 
International) yang diberikan sanksi oleh OJK berupa 
pembekuan izin usaha selama 12 bulan terhadap Akuntan 
Publik (AP) Kasner Sirumpea atas LKT 2018 dari PT Garuda 
Indonesia Tbk (GIAA). Sanksi ini diberikan karena kesalahan 
penyajian LKT 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama 
penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero 
Teknologi. Serta masih banyak lagi. Kelalaian kinerja dari 
kantor akuntan publik ini tidak hanya terjadi di skala nasional 
sjaa, tetapi KAP skala Internasional juga pernah melakukan 
kelalaian dalam pemeriksaan dan pelaporan hasil auditnya. 
Terkadang kelalaian atau kesalahan audit ini terjadi karena 
murni dari pihak kantor akuntan publik sendiri, dan terkadang 
kesalahan laporan audit terjadi karena memang adanya 
kerjasama antara auditor dengan klien yang diperiksa untuk 
tujuan tertentu / menutupi beberapa kesalahan pada laporan 
keuangan atas asas persaudaraan atau ketidaknetralan auditor. 
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Sehingga sangat perlu bagi seorang auditor yang bekerja di 
sebuah KAP memahami betapa pentingnya kode etik auditor 
difahami dan diaplikasikan ketika mereka akan bekerja. Karena 
dengan menjalankan kode etik auditor seperti independensi, 
netral, dan profesionalisme maka kinerja seorang auditor dapat 
dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 
 

 
Gambar 1.1. Hubungan antara Akuntan Publik dengan 

Manajemen Perusahaan, Kreditur, Investor, dan Pihak Luar Lain 
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1.2 Pengertian Kantor Akuntan Publik 
Ada yang harus difahami bahwasannya dunia akuntan 

terbagi dua, yaitu akuntan publik dan akuntan internal. Akuntan 
publik merupakan akuntan / auditor eksternal yang memberikan 
pelayanan berupa jasa audit kepada publik yang membutuhkan. 
Hal ini tercatat dalam Undang – Undang No 5 Tahun 2022 yang 
menyatakan bahwa akuntan publik harus diberikan izin untuk 
melaksanakan praktik akuntan publik oleh Menteri Keuangan  / 
pihak yang berwenang. Menjadi seorang akuntan publik tidaklah 
mudah, mereka harus menjalani serangkaian pendidikan dan 
sertifikasi yang mengakui mereka layak menjadi seorang akuntan 
publik yang bekerja di sebuah KAP. Seorang akuntan publik harus 
memiliki  

Certified Publik Accountant (CPA) yang merupakan seuah 
bukti bahwa seseorang tersebut telah diakui memiliki kualifikasi 
tertinggi dalam profesi CPA di Indonesia. Kemudian, berdasarkan 
Peraturan dari Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011, 
menyatakan bahwa setiap akuntan yang disewa jasanya  harus 
menjadi anggota IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia). 

Ada beberapa pengertian akuntan publik yang harus kita 
ketahui, yaitu : 
1. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2011, akuntan publik 

merupakan seseorang yang telah memili izin untuk 
memberikan jasa audit sebagaimana yang telah diatur di 
dalam Undang-Undang. 

2. Menurut Alvin dan James (2022), akuntan publik ialah 
seorang auditor yang bersifat independen dalam bekerja , 
dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti dari dokumen – 
dokumen yang diperiksa, yang kemudian dilakukan 
pemeriksaan dan penilaian atas laporan keuangan 
perusahaan yang sudah  go publik  atau perusahaan besar 
lainnya. 
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3. Menurut Boyton, Jhonson, dan Kell  (2002), mengatakan 
bahwa akuntan publik adalah sebuah usaha yang dilakukan 
perorangan atau beranggota disebuah kantor akuntan 
publik dengan tujuan untuk memberikan jasa auditing pada 
klien yang membutuhkan 

4. Standar Profesional Akuntan Publik (2010), mengatakan 
bahwa seseorang dianggap sah menjadi seorang akuntan 
apabila telah menyelesaikan studi dari jurusan akuntansi 
Fakultas Ekonomi / memiliki ijazah yang bisa disamakan, 
serta telah mendapatkan gelar dan sertifikasi dari pihak ahli 
yang berwenang dan Menteri Keuangan. 

5. Arens, Elder, dan Beasley (2003) berpendapat bahwa 
seseorang yang telah menjadi akuntan publik merupakan 
seseorang yang telah memenuhi syarat akuntan publik yang 
diajukan oleh negara, sudah menyelesaikan ujian akuntan 
publik dan memperoleh sertifikat profesional akuntan 
publik.  

 
Dari semua pernyataan diatas maka dapat kita 

simpulkan bahwa untuk menjadi seorang  akuntan publik 
haruslah memiliki ijazah resmi dan sertifikasi profesional agar 
bisa bekerja menjadi seorang auditor dan membuka kantor 
akuntan publik guna memberikas jasa auditing kepada klien 
yang memerlukan. 

 

1.3 Jenjang Karir Akuntan Publik 
Adapun jenjang karir untuk menjadi seorang akuntan 

publik menurut Mulyadi (2002) adalah sebagai berikut : 
1. Auditor Junior 

Adalah seseorang yang baru terjun di dunia audit dan 
bertugas untuk menyusun dan melaksanakan prosedur audit 
secara mendetail, membuat kertas kerja audit, dan 
mendokumentasikan semua kegiatan audit. 
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2. Auditor Senior 
Adalah seseorang yang sudah expert dibidang audit dan 
bertugas untuk melaksanakan audit secara langsung, 
bertanggungjawab atas biaya dan waktu audit yang telah 
direncanakan sebelumnya. 

3. Manajer  
Adalah seseorang yang melakukan pengawasan kepada 
kegiatan audit dan membantu auditor senior untuk 
merencanakan program dan waktu audit. 

4. Partner 
Adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab untuk 
menjaga hubungan antara klien dengan auditor secara 
keseluruhan 
 

Tabel 1.1. Tabel Level Dan Tanggungjawab Staff Pada Kantor 
Akuntan Publik 

 
Level 
Staff 

Rata-Rata 
Pengalaman 

Tanggung Jawab 
yang Khas 

Auditor 
pemula 

0 – 2 tahun Auditor pemula memiliki 
tanggungjawab untuk 
melaksanakan sebagian 
audit secara detail 
 

Auditor 
Senior
 atau 
Auditor 
yang 
memimpin 
audit 

2 – 5 tahun Melakukan koordinasi 
dan bertanggungjawab 
penuh atas proses audit 
yang dilakukan 
dilapangan, termasuk 
melakukan pengawasan 
dan review atas kinerja 
auditor pemula 

Manajer 5 – 10 tahun Adalah seseorang yang 
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Level 
Staff 

Rata-Rata 
Pengalaman 

Tanggung Jawab 
yang Khas 
melakukan pengawasan 
kepada kegiatan audit 
dan membantu auditor 
senior untuk 
merencanakan program 
dan waktu audit. 
 

Rekan Lebih dari 10 
tahun 

Melakukan review atas 
seluruh pekerjaan audit, 
mengawasi pengambilan 
keputusan audit yang 
penting, dan berusah 
amenjaga hubungan baik 
dengan klien 

 

1.4 Syarat Menjadi Akuntan Publik 
 Berdasarkan UU no 5 Tahun 2011, pasal 6 tentang 
akuntan publik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika 
ingin menjadi seorang akuntan publik, yaitu: 
1. Harus memiliki sertifikat profesional yang sah sebagai 

bukti telah lulus ujian profesi akuntan 
2. Telah memiliki pengalaman praktik dalam memberikan 

jasa audit 
3. Berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
4. Memiliki NPWP 
5. Berkelakuan Baik dan tidak pernag dikenai saksi hukum / 

administratif berupa pencabutan izin usaha  
6. Tidak pernah dipidana 
7. Telah terdaftar menjadi anggota profesi akuntan publik 

yang ditetapkan oleh menteri keuangan 
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8. Tidak berada dalam masa pengampunan 
 

Adapun cara menjadi akuntan publik yang professional 
adalah : 
1. Mendapatkan gelas yang sah dalam bidang studi akuntansi 
2. Memilih spesialisasi profesi yang tepat 
3. Lulus dalam ujian sertifikasi akuntan publik 
4. Meningkatkan pengalaman kerja 
5. Berkomitmen dan Berpegang teguh pada kode etik akuntan 

publik 
6. Mengikuti perkembangan teknologi 

 

1.5 Prinsip Dasar Etika Akuntan Publik 
 Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik 
harus mematuhi dasar etika akuntan publik, yang antara lain 
terdiri dari : 
1. Prinsip Integritas 

Yaitu sebuah prinsip yang mewajibkan seorang auditor 
untuk bersifat profesional, jujur dalam hubungan kerja, dan 
lugas. Seorang auditor harus menunjukkan integritas yang 
tinggi terhadap pekerjaannya agar dapat dipercaya oleh 
klien dan pihak yang ingin memakai jasa audit akuntan 
publik. 

2. Prinsip Objektivitas 
Yaitu sebuah prinsip yang mengharuskan seorang auditor 
untuk objektiv dalam menilai, tidak bias, tidak 
mengedepankan kepentingan individu tertentu, dan tidak 
boleh terpengaruh/ mau di intimidasi oleh pihak lain, 
dalam arti auditor harus independen dan netral. 

3. Prinsip Kompetensi dan Kehati - hatian 
Yaitu prinsip yang mengharuskan seoranh auditor untuk 
kompeten dibidang audit, menjaga keahliannya, dan 
profesional dalam bekerja. 



 

10 

4. Prinsip Kerahasiaan 
Yaitu prinsip yang mewajibkan semua auditor akuntan 
publik untuk menghormati dan menjaga kerahasiaan 
informasi data klien yang telah diperoleh, tidak 
mempublikasikan informasi semena-mena, kecuali 
informasi tersebut memang diperlukan utnuk 
dipublikasikan sesuai dengan kesepakatan profesional 
antara auditor dan kliennya. 

5. Prinsip Perilaku Profesional 
Yaitu prinsip yang mengharuskan auditor untuk 
profesional dalam bekerja, netral, mematuhi hukum yang 
berlaku, dan tidak terpengaruh oleh apapun. 

 

1.6 Jasa Yang Dihasilkan Oleh Akuntan Publik 
Menurut Mulyadi (2002) Profesi Akuntan Publik dapat 

menghasilkan beberapa jenis jasa yang dibagi kedalam 3 
kelompok, yaitu : 
1. Jasa Assurance 

Adalah jasa yang bersifat independen dan profesional yang 
diberikan auditor dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas informasi supaya lebih andan dan relevan, sehingga 
dapat dijadikan acuan sebagai dasar pengambilan keputusan 
oleh pihak yang berkepentingan 

2. Jasa Atestasi 
Adalah jasa yang disediakan auditor untuk menilai apakah 
asersi / pernyataan audit atas laporan keuangan klien telah 
sesuai dan material dengan kriteria yang telah ditetapkan . 
Asersi merupakan pernyataan audit yang dibuat oleh 
auditor secara implisit dengan menanamkan prinsip 
independensi dan profesionalitas atas laporan yang diaudit 
auditor, dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam 
pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. 
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Ada 4 macam jasa atestasi yang disediakan oleh kantor 
akuntan publik, yaitu : 
a. Auditing 
b. Pemeriksaan (examination) 
c. Review 
d. Prosedur yang disepakati  (agreed-upon procedures) 

3. Jasa Nonassurance 
Adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang tidak 
bertujuan untuk memberikan pendapat, keyakina negtaif, 
dan ringkasan temuan. Contoh jasa nonassurnace  ini seperti 
jasa akuntansi pembukuan, konsultasi, seperti konsultasi 
dibidang keuangan, perpajakan, manajemen, dan lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2. Hubungan antara Jasa Assurance, Jasa atestasi, 
dan jasa Nonassurance 

JASA ASSURANCE JASA NON ASSURANCE 

JASA AaTESTASI Jasa Konsultansi 

  

  

Konsultansi 

  

 

 
Jasa Perpajakan
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1.7 Asersi / Pendapat Akuntan Publik 
Setelah melakukan pmeriksaan dan penilaian, maka 

seorang auditor akan memberikan asersi / pendapat atas laporan 
keuangan yang diauditnya, yang nantinya pendapat / asersi 
tersebut akan dipunlikasikan kepada pihak yang membutuhkan 
guna dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Berikut 
beberapa asersi / pendapatan yang akan dikeluarkan oleh seorang 
auditor : 
1. Unqualified Opinion ( Wajar Tanpa Pengecualian) 

Dari semua asersi / pendapat seorang auditor, pendapat 
wajar tanpa pengecualian adalah asersi yang terbaik dan 
sempurna atas sebuah laporan keuangan yang diaudit, 
karena artinya auditor berpendapat bahwa laporan 
keuangan yang diperiksa memang menggambarkan posisi 
keuangan yang wajar dan sebenarnya, sesuai standar 
akuntansi yang berlaku umum, dan dapat dipercaya. 

2. Qualified Opinion (Wajar dengan Pengecualian ) 
Seorang auditor akan memberikan pendapat wajar dengan 
pengecualian atas laporan keuangan yang diaudit jika 
auditor merasa dan meyakini bahwa laporan keuangan 
yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku dan sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan 
yang sebenarnya. Namun ada beberapa hal yang dianggap 
auditor tidak sesuai dan tidak dapat diterima karena 
dianggap akan mempengaruhi kewajaran laporan 
keuangan. Oleh sebab itu auditor memberikan pendapat 
wajar dengan pengecualian agar klien/ perusahaan mampu 
mengetahui apa yang menjadi ketidakwajaran atas laporan 
keuangan agar dapat diperbaiki.  

3. Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar ) 
Pendapat tidak wajar diberikan seorang auditor jika ia 
menilai ada ketidakwajaran yang signifikan pada laporan 
keuangan yang diperiksa. Seperti laporan keuangan yang 
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tidak menggambarkan posisi keuangan sebenarnya, 
banyaknya kesalahan pencatatan dan tidak sesuai dengan 
standar akuntansi yang berlaku umum.  

4. Disclaimer Opinion (Tidak Memberikan Pendapat ) 
Adapun pendapat ini terjadi ketika seorang auditor 
akuntan publik menolak untuk memberikan pendapat atas 
laporan keuangan yang diaudit karena beberapa hal. 
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BAB 2 
PENERIMAAN KLIEN 
 
Oleh Widya Sari 
 
2.1 Pendahuluan 

Dalam pemeriksaan laporan keuangan entitas, auditor 
independen bertujuan tidak hanya untuk memastikan bahwa 
laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku umum. Tetapi juga untuk membantu agar laporan 
keuangan itu mudah dipahami, konsisten, relevan, andal, dan 
dapat diperbandingkan, agar dapat bermanfaat bagi para 
pengguna laporan keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan laporan 
keuangan, atau sering disebut audit, dapat pula membantu 
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan  efektivitas 
operasi suatu entitas.  

Dalam pelaksanaan audit, auditor independen tidak 
bertanggungjawab terhadap benar atau tidaknya laporan 
keuangan entitas yang diperiksanya. Auditor independen hanya 
menyatakan apakah laporan keuangan dalam segala hal yang 
material telah disajikan secara wajar atau tidak, dan 
bertanggung jawab atas pendapat yang diberikannya, termasuk 
menyatakannya secara tertulis dalam bentuk laporan hasil audit.  

Oleh karena itu sebelum melaksanakan audit atas laporan 
keuangan suatu entitas, akuntan publik dan atau auditor harus 
mempertimbangkan apakah mereka akan menerima atau menolak 
penugasan audit tersebut. Secara umum, sebelum penugasan audit, 
klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan 
perjanjian dengan auditor. Di dalam  perjanjian tersebut, klien 
menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada 
auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit 
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tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Sehingga 
langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan, berupa 
pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan 
audit dari calon klien, atau untuk melanjutkan atau menghentikan 
penugasan audit dari klien lama. Meskipun tidaklah mudah untuk 
mendapatkan klien baru maupun mempertahankan klien yang 
telah diaudit di periode sebelumnya, tetap saja kantor akuntan 
publik  harus berhati-hati dalam memutuskan penerimaan 
penugasan audit.  (Arens, et al.., 2017).  

  

2.2 Tahapan dalam Penerimaan Penugasan Audit  
Agar dapat mengambil keputusan atau menentukan apakah 

akan menerima atau menolak suatu tawaran penugasan, maka 
kantor akuntan publik harus memiliki informasi yang cukup dan 
juga alasan yang tepat untuk mendukung keputusan tersebut. 
Berikut ini tahap-tahap yang harus ditempuh oleh akuntan publik 
dan auditor sebelum penerimaan penugasan  (Boynton, et al., 
2001) :  
1. Mengevaluasi Integritas Manajemen  

Audit terhadap laporan keuangan bertujuan utamanya 
untuk menyatakan suatu pendapat terhadap laporan 
keuangan yang disajikan manajemen. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi auditor untuk mengevaluasi integritas 
manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan memadai 
bahwa manajemen perusahaan, yang merupakan calon klien 
tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Sehingga 
laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material. 
Jika integritas manajemen jelek, maka cukup besar 
kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakberesan dalam 
proses akuntansi di perusahaan tersebut.    

Arens dan rekan (2017) menyatakan bahwa ada risiko 
profesional dan juga risiko hukum yang besar, yang diambil 
auditor, jika mereka menerima penugasan dari klien yang 
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integritasnya kurang, dan kebanyakan kantor akuntan publik 
tidak akan menerima penugasan demikian. Pernyataan 
tersebut juga dibenarkan oleh hasil penelitian Leonardo dan 
Daud (2012), bahwa di antara beberapa faktor yang diteliti, 
integritas manajemen merupakan faktor yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan auditor dalam menerima 
penugasan. 

Beberapa cara yang umum ditempuh oleh auditor 
dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah :  
a. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. 

Auditor pendahulu atau terganti, menjadi sumber 
informasi terbaik mengenai calon klien. Dalam 
berkomunikasi dan berkonsultasi dengan auditor 
pendahulu, auditor pengganti hendaknya menanyakan 
hal-hal yang relevan terhadap keputusan penerimaan 
penugasan, antara lain mengenai ; integritas manajemen, 
jika ada ketidaksesuaian antara auditor dengan 
manajemen terkait prinsip akuntansi dan prosedur audit, 
serta alasan penggantian auditor  (Munawir, 2008).  

b. Melakukan wawancara dengan pihak ketiga.  
Auditor juga dapat memperoleh informasi 

mengenai integritas manajemen melalui pihak ketiga yang 
mengetahui tentang calon klien, antara lain ; penasihat  
hukum, pihak bank tempat rekening entitas, kantor pajak, 
dan pihak-pihak lainnya yang mengetahui tentang 
keadaan entitas dan manajemennya. 

Selain itu, publikasi terkait entitas yang ada di 
media massa, media cetak maupun media online, dapat 
juga merupakan sumber informasi secara garis besar.   

c. Melakukan review terhadap pengalaman auditor 
dengan klien yang bersangkutan, dalam hubungannya 
di periode sebelumnya.  
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Selain itu, dalam audit berulang, auditor harus 
menilai apakah terdapat suatu kondisi yang memerlukan 
suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit, dan 
apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan 
tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. 
(IAPI, 2014). 

      
2. Mengidentifikasi Keadaan dan Risiko  

Beberapa hal penting perlu dipertimbangkan oleh 
auditor terkait kondisi khusus dan risiko luar biasa yang 
mungkin berdampak terhadap penerimaan penugasan audit 
dari calon klien. Menurut Munawir (2008), hal-hal tersebut 
dapat diketahui dengan cara, antara lain  :       

a. Mengidentifikasi pengguna laporan keuangan yang diaudit.  
Beberapa hal yang sering dipertanyakan misalnya ; 

apakah  entitas merupakan perusahaan perorangan atau 
perusahaan publik, adakah kewajiban pada pihak ketiga 
berdasarkan hukum yang berlaku, serta apakah laporan audit 
yang umum dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna laporan ataukah diperlukan laporan tambahan. 

b. Mendapatkan informasi tentang status hukum dan 
stabilitas keuangan calon klien di masa depan. 

Auditor sebaiknya menghindari dan menolak calon 
klien yang sedang dalam keadaan penuntutan hukum yang 
risikonya tinggi, perusahaan yang beroperasi atau membuat 
produk yang menjadi subjek pemeriksaan pemerintah. Juga 
perusahaan yang keadaan keuangannya tidak stabil, tidak 
mampu membayar utangnya, atau membutuhkan modal kerja 
yang cukup besar.  

c. Mengevaluasi kemungkinan diaudit. 
Kondisi-kondisi yang menunjukkan dapat atau 

tidaknya entitas diaudit, antara lain ; manajemen yang kurang 
bertanggung jawab dalam pemeliharaan pengendalian intern 
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yang baik, serta kemungkinan didapatkan atau tidaknya 
laporan keuangan calon klien termasuk catatan akuntansi dan 
bukti-bukti pendukungnya.  

 
3. Menentukan Kompetensi untuk Melaksanakan Audit  

Sebelum memutuskan untuk menerima suatu 
penugasan, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dan 
anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai dan 
kemampuan profesional untuk menyelesaikan penugasan 
tersebut, sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. 
Pada tahap ini, umumnya yang dilakukan adalah 
mengidentifikasi  seluruh personil tim audit terkait dan 
mempertimbangkan bantuan dari tenaga ahli ataupun 
spesialis selama pelaksanaan audit, jika dibutuhkan. 

 
4. Mengevaluasi Independensi Auditor terhadap Calon 

Klien 
Dalam segala hal yang berkaitan dengan penugasan, 

setiap auditor harus selalu mempertahankan sikap mental 
independen di dalam memberikan jasa   profesional, 
sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik. 
Oleh sebab itu, sebelum auditor memutuskan menerima suatu 
penugasan, harus dipastikan bahwa setiap profesional yang 
menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki 
kondisi yang menjadikan independensi tim audit diragukan. 
Independensi berarti cara pandang yang tidak memihak di 
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan 
penyusunan laporan audit  (Arens, et al.., 2017). 

Selain merupakan salah satu ciri auditor yang paling 
penting, sikap independen juga merupakan salah satu elemen 
pengendalian kualitas pekerjaan auditor. Terutama untuk 
klien yang laporan keuangannya dibutuhkan oleh publik, 
banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan terhadap 
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kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor, 
oleh karena harapan pihak-pihak tersebut ingin mendapatkan 
suatu pandangan yang tidak memihak. Sehingga auditor harus 
menghindarkan diri dari keadaan-keadaan yang dapat 
mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kliennya terkait 
independensinya.     

Salah satu keadaan yang dapat mempengaruhi 
independensi auditor adalah terdapatnya hubungan keuangan 
dan atau hubungan usaha antara auditor dan kliennya. 
Sehingga, semestinya auditor mengumumkan nama calon 
klien kepada seluruh anggota tim yang akan terlibat, sebelum 
keputusan menerima penugasan audit.  

 
5. Menentukan Kemampuan untuk Menggunakan 

Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Seksama 
Sebelum memutuskan untuk menerima suatu 

penugasan, auditor juga harus mempertimbangkan apakah ia 
dan timnya dapat melaksanakan audit dan menyusun 
laporannya secara cermat dan seksama. Sebagaimana yang 
tercantum dalam standar umum auditing, bahwa auditor wajib 
menggunakan kemahiran profesionalnya.  

Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran 
profesional auditor antara lain ditentukan oleh tersedianya 
waktu yang memadai untuk merencanakan audit, ini terkait 
penentuan waktu penunjukkan auditor. Jika penerimaan 
penugasan sebelum tanggal neraca, akan memungkinkan 
auditor membuat jadwal pelaksanaan audit lebih fleksibel . 
Demikian juga tersedianya waktu yang memadai untuk 
melaksanakan audit, akan mengoptimalkan luas lingkup audit. 

 
6. Membuat Surat Penugasan  

Jika seluruh tahap yang sebelumnya telah dilakukan, 
dan akuntan publik maupun tim auditor sepakat bahwa 
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perikatan kerjasama dapat dilanjutkan. Maka tahap terakhir 
dari proses penerimaan klien adalah membuat surat 
penugasan. Surat penugasan audit dibuat oleh auditor untuk 
kliennya, yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan 
menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien, 
dan akan dimintakan persetujuan calon kliennya. 

Di dalam surat penugasan tersebut juga harus secara 
jelas dicantumkan tujuan dan batasan luas audit, lingkup 
tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, 
kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, 
serta bentuk pelaporan yang akan diterbitkan oleh auditor. 
Termasuk juga mencantumkan jangka waktu pelaksanaan 
audit, maupun fee atau biaya audit.  

 

2.3 Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan 
Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan auditor 

sebelum keputusan suatu penugasan audit, antara lain yaitu ;  
gambaran umum mengenai calon  klien dan usahanya, sistem 
pengendalian intern perusahaan, lingkup pemeriksaan, serta 
penetapan audit fee dan waktu untuk proses audit. 
2.3.1 Gambaran Umum Mengenai Calon  Klien dan Usahanya 

Memahami bisnis dan industri calon klien merupakan salah 
satu aspek penting dalam perencanaan audit. Agar dapat mengerti 
tentang transaksi-transaksi dan praktik-praktik yang mungkin 
mempunyai efek signifikan dalam laporan keuangan, terlebih 
dahulu auditor semestinya memperoleh pengetahuan dan 
pemahaman  yang cukup atas bisnis dan industri calon klien. 
Apabila di pengalaman lapangan sebelumnya, auditor belum 
pernah menangani klien audit dengan industri yang sejenis dengan 
calon klien, maka auditor harus menyediakan waktu untuk 
mempelajari bisnis tersebut, sehingga minimal memiliki wawasan 
tentangnya. 
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Kelalaian dalam menyiapkan pemahaman akan lingkungan 
dan kebiasaan klien akan membawa efek yang memberatkan 
pelaksanaan audit. Seperti halnya dengan kejadian yang menimpa 
salah satu kantor akuntan publik, ketika mereka mengalami 
masalah dalam penanganan kasus perpajakan klien karena kurang 
memahami mengenai lingkungan dan kebiasaan klien. Sebagai 
akibat kasus yang dialami dengan salah satu klien kantor tersebut, 
menyebabkan klien yang lain juga memutuskan untuk tidak 
meneruskan kerjasamanya di tengah-tengah pelaksanaan kerja 
audit, sebagaimana dikutip oleh Leonardo dan Daud (2012).   

Selain itu, pemahaman terhadap bisnis klien dapat 
memperkecil risiko audit. Risiko dalam auditing berarti auditor 
menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam 
pelaksanaan audit  (Arens, et al.., 2017). Sebagai contoh, auditor 
menyadari ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, 
efektivitas struktur pengendalian intern calon klien, ataupun 
ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan 
secara wajar. Oleh Munawir (2008) dijelaskan tentang tiga unsur 
risiko audit yaitu ; risiko melekat (inherent risk), risiko 
pengendalian (control risk), dan risiko penemuan (detection risk) 
Ketiga risiko tersebut dibahas lebih detail di bab yang berbeda 
pada   buku ini.  

Leonardo dan Daud (2012) mengutip, bahwa beberapa 
akuntan senior pernah mengalami menolak klien. Alasan yang 
umum, selain karena klien tersebut tidak memenuhi syarat, juga 
dikarenakan klien memiliki risiko yang cukup besar. Sehingga 
apabila penugasan tersebut diterima, mungkin akan menyebabkan 
masalah atau kesulitan bagi akuntan itu sendiri. Hal ini pun sesuai 
dengan hasil penelitian, bahwa secara parsial faktor risiko audit, 
independensi, dan integritas manajemen memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan auditor dalam menerima penugasan  
(Leonardo dan Daud,  2012). 
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Terdapat beberapa aspek pendekatan, yang dapat 
digunakan, untuk memahami bisnis dan industri klien, antara lain ; 
industri dan lingkungan eksternal, operasi dan proses bisnis, 
manajemen dan tata kelola, strategi dan tujuan klien, ukuran 
entitas dan kinerja. 

 
2.3.2 Sistem Pengendalian Intern Perusahaan 

Pengendalian intern menjadi alat bagi auditor untuk 
menyandarkan kepercayaan mengenai bebasnya laporan 
keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Karena 
tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara 
detail ataupun menyeluruh untuk semua transaksi perusahaan, di 
dalam waktu yang ditentukan dan biaya yang terbatas (Munawir, 
2008). Sehingga, sangat penting bagi auditor untuk mengetahui 
terlebih dahulu, sejauh mana terdapat struktur pengendalian 
intern di entitas calon klien dan bagaimana pelaksanaannya. 

Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern klien 
ini, kelak dapat juga dimanfaatkan untuk menentukan luasnya atau 
lingkup audit, termasuk menentukan bukti-bukti audit yang harus 
dikumpulkan. 

Di sisi lain, salah satu tujuan memahami struktur 
pengendalian intern calon klien oleh auditor, adalah untuk 
menentukan kemungkinan dilakukannya proses audit. Apabila 
pengendalian intern ternyata buruk atau bahkan tidak dimiliki, 
maka otomatis auditor tidak akan dapat meyakinkan diri tentang 
kewajaran laporan keuangan yang akan diperiksa. 

  
2.3.3 Lingkup Pemeriksaan 

Selain luas atau lingkup pemeriksaan yang akan 
dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan atas waktu 
audit dan audit fee, maka sebelum memutuskan menerima 
perikatan, auditor hendaknya mampu mengidentifikasi apakah 
terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen. 

https://kumparan.com/topic/bisnis
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Kantor akuntan publik cenderung akan menerima klien 
atau calon klien yang tidak terdapat pembatasan ruang lingkup 
audit oleh manajemen.  Hasil penelitian yang dilakukan Go dan 
Ardiarti (2015) membenarkan kenyataan tersebut. Dan ini juga 
sesuai dengan yang dikehendaki dalam standar auditing yang 
berlaku umum, yaitu tidak terdapat pembatasan ruang lingkup 
audit sejak sebelum penerimaan perikatan audit (IAPI, 2014). 

Karena pembatasan ruang lingkup pemeriksaan dan 
kurangnya kerjasama dari personil entitas yang diaudit dalam 
menyediakan data-data yang diperlukan, akan menyebabkan 
auditor tidak bisa mendapatkan bukti- bukti yang cukup untuk 
mendukung opini audit dalam laporannya.  

 
2.3.4 Penetapan Audit Fee  

Persaingan antara kantor akuntan publik memang tidak 
hanya dari segi pelayanan kepada entitas yang diaudit laporan 
keuangannya. Melainkan juga terkait  besaran jumlah biaya 
pemeriksaan (audit fee) yang diminta kantor akuntan publik pada 
kliennya. Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian jasa audit 
tidak ada standar biaya ataupun tarif dasarnya. Perhitungan fee 
hanya didasarkan atas negosiasi. Namun, jika mengandung banyak 
risiko, penugasan klien harus ditolak meskipun fee yang 
ditawarkan cukup menggiurkan.   

Pemahaman terhadap bisnis dan kondisi perusahaan klien, 
sebelum keputusan penerimaan penugasan, juga dapat menjadi 
dasar bagi kantor akuntan untuk menetapkan fee atas jasa yang 
akan diberikan. Apabila auditor keliru dalam menentukan 
besarnya fee, dapat menyebabkan kerugian waktu dan biaya bagi 
kantor akuntan publik ataupun auditor itu sendiri  (Leonardo dan 
Daud, 2012). 

Berdasarkan hal-hal di atas, salah satu yang juga dapat 
mempengaruhi keputusan auditor dalam menerima suatu 
penugasan audit adalah fee yang memadai dan sesuai antara 
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sumber daya yang dimiliki kantor akuntan publik atau  auditor 
tersebut. 

 
2.3.5 Penetapan Waktu Audit 

Demikian juga dengan waktu untuk pelaksanaan audit yang 
ditentukan oleh calon klien. Jika waktu yang tersedia cukup longgar 
dan calon klien tidak terburu-buru atau memberikan waktu yang 
mepet dengan kebutuhan akan laporan audit, maka auditor akan 
lebih leluasa mengatur jadwal audit dan mengoptimalkan proses 
audit.  

Waktu pelaksanaan audit juga dipertimbangkan bersamaan 
dengan evaluasi kapasitas personil yang tersedia di kantor akuntan 
publik. Apalagi umumnya kantor akuntan publik tidak hanya 
menangani satu klien di sepanjang satu periode audit. Adalah bijak, 
jika akuntan publik sebagai pimpinan juga memiliki pertimbangan 
kemanusiaan dalam mempekerjakan sumber daya manusia yang 
menjadi tim mereka, tidak memberikan tekanan yang berlebihan, 
dan tidak hanya mengejar bisnis semata. Sehingga penentuan 
waktu audit oleh calon klien, otomatis juga menjadi pertimbangan 
bagi auditor dalam menerima suatu penugasan audit. 

 

2.4 Keputusan Penerimaan Klien 
Sebagaimana telah diuraikan dalam tahapan penerimaan 

penugasan audit di atas, apabila seluruh tahap yang sebelumnya 
telah dilakukan, maka tahap terakhir dari proses penerimaan klien 
adalah membuat surat penugasan. Jika akuntan publik sebagai 
penanggung jawab seluruh tim audit, dan calon klien telah 
menyetujui dan menandatangani surat penugasan, maka surat 
penugasan tersebut berfungsi pula sebagai Surat Perjanjian Kerja. 
Pembuatan surat penugasan atau surat perjanjian kerja bertujuan 
untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan 
juga untuk melindungi auditor terhadap tanggung jawab hukum 
atas pelaksanaan pekerjaan yang dijanjikan. 



 

26 

Walaupun tidak ada format baku atau standar mengenai isi 
dan bentuknya, surat penugasan atau surat perjanjian kerja 
umumnya memuat hal-hal sebagai berikut  (Munawir , 2008) : 
1. Rincian mengenai pekerjaan atau jasa auditor yang harus 

dilakukan pada penugasan tersebut. 
2. Luas audit atau batasan-batasan yang diberikan oleh klien. 

Jika batasan tersebut ada, maka perlu pula disampaikan 
pengaruh batasan-batasan tersebut terhadap pelaksanaan 
audit dan juga terhadap laporan auditor 

3. Besarnya fee auditor yang harus ditanggung oleh klien, 
atau dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya 
fee audit. 

4. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh staf klien untuk 
kepentingan auditor, dalam rangka membantu kelancaran 
pelaksanaan audit. 

5. Perkiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan audit 
dan tanggal penyerahan laporan auditor. 
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BAB 3 
PERENCANAAN AUDIT 
 
Oleh Riyadatul Muthmainnah 
 
3.1 Pendahuluan 

Perencanaan audit merupakan suatu metode pengujian 
yang berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh 
auditor sebagai bukti audit (evidence) yang cukup dan kompeten 
sebagai pendukung isi laporan audit. (Bastian, 2007) 

Perencanaan audit adalah tahapan yang sifatnya 
berkelanjutan dan berulang yang dimulai setelah audit pada 
periode sebelumnya diselesaikan dan berlanjut hingga 
penyelesaian audit pada periode ini. (Hasanah, 2013) 

Informasi keuangan yang relevan dan handal yang 
dibutuhkan oleh stakeholders memanifestasikan permintaan atas 
jasa audit yang direncanakan dengan maksimal untuk mengurangi 
risiko audit  baik hukum, penurunan atau kehilangan reputasi. 
Sehingga audit dirancang untuk meyakinkan secara akseptabel atas 
pemeriksaan salah saji dalam laporan keuangan. Subjek audit 
laporan keuangan berupa data akuntansi yang ada dalam buku, 
catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Biasanya, 
bukti-bukti yang dikumpukan dan dievaluasi oleh auditor 
berdasarkan data yang dihasilkan dari sistem akuntansi. (Jusup, 
2001) 

Pada audit kinerja keuangan atau disebut dengan audit 
laporan keuangan, pengguna informasinya tidak hanya dari pihak 
internal tetapi juga dari pihak eksternal. Audit kinerja keuangan 
(financial audit) berpedoman pada budaya akuntan dalam menguji 
bukti transaksi (voucher)  dan mengkoneksikannya dengan jurnal 
akuntansi, lalu mengidentifikasi bukti transaksi yang telah 
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diperiksa lalu menguji bukti transaksi selanjutnya. Kegiatan ini 
disebut dengan penelusuran. Penelusuran dilakukan untuk 
memberikan jaminan bukti dokumentasi, informasi, dan 
penjelasan yang mampu menguatkan transaksi pada organisasi 
atau perusahaan tersebut. Selain itu, penelusuran juga mampu 
memberikan jaminan bukti transaksi yang terjadi pada periode 
audit tersebut dan telah dimasukkan ke dalam rekening. 
Pendekatan lain diistilahkan dengan verifikasi, yaitu metode yang 
diambil sebagai jaminan keberadaan aset atau kewajiban suatu 
otorisasi dan penilaian pada waktu tertentu. (Bastian, 2007). 
Dengan kata lain, audit laporan keuangan adalah komparasi antara 
keadaan yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. 

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
salahsatunya adalah melihat Kantor Akuntan Publik menyusun 
perencanaan auditnya (Awalanti & Nasution, 2020). Mengukur 
kesuksesan penugasan audit oleh auditor dapat dilihat dari 
perencanaan audit yang dipersiapkan oleh auditor sebagai langkah 
awal dalam proses pelaksanaan auditing. Perencanaan audit perlu 
dilakukan oleh seorang auditor sebelum melakukan pekerjaan 
audit laporan keuangan agar dapat memperoleh bukti yang 
memadai sesuai dengan kondisi pada saat audit dilaksanakan. 
Selain itu, perencanaan audit perlu dilakukan untuk menjaga agar 
biaya yang digunakan selama pelaksanaan audit tetap terjangkau, 
perencanaan audit yang berkualitas juga dapat menjadi alat 
komunikasi antara auditor dan klien agar tidak terjadi 
kesalahpahaman. 

Perencanaan audit bertujuan untuk menjamin hasil akhir 
dari audit berkualitas, ekonomis, efektif dan efisien. Dengan kata 
lain, kualitas perencanaan audit menentukan keberhasilan 
penyelesaian perikatan audit yang dilakukan oleh auditor. Jika 
memiliki perencanaan audit yang baik maka akan memberikan 
manfaat atas pelaksanaan audit yaitu dapat menentukan 
pembagian tugas sesuai dengan kompetensi dan tingkat 
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kemampuan masing-masing anggota tim, dapat mengelompokkan 
bagian yang kemungkinan dapat terjadi risiko audit, dan tepat 
waktu dalam menyelesaikan masalah. Perencanaan audit yang 
benar juga mampu mengarahkan pelaksanaan audit secara 
sistematis.  
  

3.2 Tujuan Audit Laporan Keuangan  
Tujuan audit laporan keuangan dibagi dalam dua bagian, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  
3.2.1 Tujuan Umum 

Audit laporan keuangan secara umum bertujuan untuk 
menyatakan bahwa laporan keuangan klien telah dinyatakan wajar 
dalam semua hal yang sifatnya material dan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku secara umum. Agar tujuan tersebut 
tercapai, yang dilakukan oleh auditor adalah mengidentifikasi 
beberapa tujuan khusus audit pada setiap akun dalam laporan 
keuangan. 
 
3.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan audit secara khusus diambil dari pernyataan 
manajemen yang dimuat dalam laporan keuangan yang 
digolongkan berdasarkan : 
1. Keberadaan atau Keterjadian 

Pernyataan tentang keberadaan atau keterjadian yang 
berkaitan dengan aktiva atau utang entitas ada pada 
tanggal tertentu dan transaksi yang dibukukan atau dicatat 
telah terjadi selama periode tertentu. Misalnya, manajemen 
membuat suatu pernyataan bahwa produk yang 
dicantumkan dalam neraca adalah produk yang tersedia 
untuk dijual. Kemudian, manajemen membuat pernyataan 
bahwa penjualan yang dilaporkan dalam laba-rugi 
menerangkan pertukaran barang atau jasa dengan aktiva 
dalam bentuk lain pengguna. 
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2. Asersi Kelengkapan 
Pernyataan ini berkaitan dengan seluruh transaksi dan 
akun yang semestinya telah dilaporkan dalam laporan 
keuangan. Misalnya, pernyataan yang dibuat oleh 
manajemen tentang semua pembelian barang dan jasa 
dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian, 
pernyataan manajemen bahwa utang usaha dalam neraca 
sudah melingkup semua kewajiban entitas.  

3. Asersi Hak dan Kewajiban 
Pernyataan ini berkaitan dengan apakah aktiva adalah hak 
perusahaan dan hutang berupa kewajiban perusahaan 
pada tanggal tertentu. Misalnya, manajemen membuat 
suatu pernyataan bahwa ketika jumlah sewa guna usaha 
dikapitalisasi dalam neraca maka mempresentasikan nilai 
perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna 
usahakan dan utang sewa usaha tersebut 
mempresentasikan suatu kewajiban oleh entitas. 

4. Asersi tentang Penilaian atau alokasi 
Pernyataan yang berhubungan dengan elemen-elemen 
aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban telah dicatat 
dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sebenarnya. 
Misalnya, asersi manajemen bahwa aktiva tetap dicatat 
sesuai dengan harga perolehannya dan dialokasikan dalam 
periode akuntansi yang semestinya. 

5. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan 
Asersi yang berkaitan dengan pernyataan 
pengklasifikasian, penjelasan dan pengungkapan 
komponen-komponen tertentu pada laporan keuangan. 
Misalnya, pernyataan manajemen yang menyatakan bahwa 
kewajiban yang dikelompokkan sebagai utang jangka 
panjang pada neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 
satu tahun. Demikian pula pernyataan jumlah yang 
disajikan sebagai kelompok luar biasa dalam laporan laba 



 

33 

rugi dikelompokkan dan diungkapkan dengan 
sebagaimana mestinya. 

 
Pernyataan-pernyataan menyangkut perilaku dan 

kejadian ekonomi yang menjadi pusat perhatian auditor 
biasanya berupa pernyataan tentang transaksi akuntansi dan 
riwayat akuntansi lainnya, serta hasil dari transaksi atau 
riwayat akuntansi tersebut yang berupa saldo rekening. Selain 
itu, syarat yang ditentukan untuk pernyataan akuntansi 
umumnya adalah koherensi dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku secara umum. Dengan demikian, akuntan pada suatu 
perusahan tidak dituntut untuk memahami tentang auditing, 
namun auditor harus mampu menguasai tentang akuntansi. 
Akuntansi memanifestasikan laporan keuangan dan informasi 
penting lainnya, sedangkan auditing tidak sepenuhnya 
menghasilkan informasi akuntansi namun meningkatkan nilai 
informasi yang dimanifestasikan dari proses akuntansi dengan 
metode melakukan penilaian secara krusial dan kemudian 
mengkomunikasikannya kepada stakeholders. 

Selain tujuan khusus dan tujuan umum yang dipaparkan 
diatas, beberapa tujuan lain pentingnya proses audit keuangan 
dilakukan adalah 
1. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

Seperti yang diketahui, kondisi keuangan adalah 
salahsatu parameter keberhasilan suatu perusahaan sehingga 
untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi suatu perusahaan 
dilakukan dengan cara mengaudit laporan keuangan. 

2. Memenuhi Kewajiban 
Berdasarkan Undang-Undang Perseoran No. 40 Tahun 2007 
Pasal 68, beberapa perusahaan tertentu wajib melakukan 
pengauditan seperti perusahaan yang menghimpun dan 
mengelola dana masyakat, perusahaan yang menerbitkan surat 
pengakuan hutang pada masyarakat, perusahaan tersebut 
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merupakan persero dan  Perseroan Terbuka dimana jumlah 
peredaran usahanya dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 
50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan seluruh 
perusahaan yang telah diwajibkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

3. Untuk mengetahui informasi perusahaan 
Hasil akhir dari pelaksanaan audit adalah opini audit yang 
diberikan auditor terkait perusahaan tersebut. Opini audit 
membantu para stakeholders  mengetahui informasi secara 
umum dan mudah dipahami. 

 
3.3.2 Tahap-tahap Audit Laporan Keuangan 

Menurut Mulyadi (2002), ada empat tahapan yang harus 
dilakukan oleh auditor sebagai prosedur pelaksanaan audit laporan 
keuangan, yaitu : 
1. Penerimaan perikatan Audit  

Berdasarkan kemampuan kompetensi profesional yang 
dimiliki oleh auditor maka auditor akan menerima 
pekerjaan audit atas laporan keuanganan dari klien.  Tahap 
pertama pekerjaan audit laporan keuangan adalah 
mengambil keputusan untuk menerima atau menolak 
perikatan audit dari calon klien atau keputusan untuk 
melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien 
berulang. Beberapa tahapan dalam penerimaan perikatan 
audit yaitu  

a. Evaluasi integritas manajemen,  
b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa,  
c. Penentuan kompetensi yang akan digunakan dalam 

melaksanakan audit 
d. Menilai independensi 
e. Menentukan kemampuan untuk mengunakan 

kemahiran profesionalnya dengan teliti  
f. Membuat surat perikatan audit 
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2. Perencanaan Audit 
Dalam perencanaan audit, auditor harus mampu mengenal 
lebih dalam dan menguasai informasi tentang perusahaan 
milik klien, mulai dari informasi tentang bisnis dan industri 
klien hingga pemahaman tentang pengendalian internal 
dari perusahaan klien itu sendiri karena perencanaaan 
audit yang berkualitas oleh auditor sangat mempengaruhi 
keberhasilan dari perikatan audit yang dilakukan kedua 
belah pihak.  

3. Pelaksanaan Pengujian Audit 
4. Pelaporan Audit 

Terdapat dua tahap penting dalam pelaporan audit sebagai 
tahap akhir dari pekerjaan audit laporan keuangan, antara 
lain : 
a. Meringkas seluruh hasil pengujian dan menyimpulkan 
b. Menerbitkan laporan audit 
Dari beberapa tahapan pelaksanaan pengujian audit yang 
berupa kertas tersebut. Auditor lalu menyimpulkan secara 
keseluruhan dan memberikan opini atas kewajaran laporan 
keuangan auditan. Proses ini sangat bergantung pada 
pertimbangan profesional auditor yang sifatnya subjektif. 
 

3.3.3 Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan 
Standar Profesional Akuntan Publik 

1. Supervisi Perencanaa Audit 
Perencanaan audit adalah suatu bagian yang terperinci 

yang berkaitan denga prosedur dan rencana yang akan 
digunakan auditor dalam melaksanakan suatu audit. Penting 
bagi seorang auditor untuk melakukan perencanaan dengan 
sangat matang sebelum melaksanakan pekerjaan audit 
laporan keuangan agar audit tersebut berlangsung dengan 
efektif dan efisien. Perencanaan audit yang akseptabel 
termaktub dalam standar pekerjaan lapangan pertama pada 
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standar auditing seksi 311 tentang perencanaan dan supervisi 
yang menetapkan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan 
dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus 
disupervisi dengan semestinya” 

Menurut Jusup (2001), Supervisi meliputi pengarahan 
kepada asisten yang termasuk dalam tim audit yang 
berhubungan dengan pencapaian tujuan audit dan penentuan 
apakah tujuan tersebut telah tercapai. Menurut SA Seksi 311 
Paragraf 3, dalam perencanaan audit, auditor harus 
mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut : 
a. Masalah yang berkenaan dengan bisnis entitas dan 

industri yang menjadi ladang usaha entitas tersebut. 
b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut 
c. Teknik yang digunakan oleh entitas tersebut dalam 

mengolah informasi akuntansi yang relevan, termasuk 
penggunaan pihak luar untuk jasa mengelola informasi 
akuntansi pokok perusahaan. 

d. Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. 
e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk 

tujuan audit 
f. Pos laporan keuangan yang berpotensi memerlukan 

penyesuaian 
g. Keadaan yang berpotensi memerlukan perluasan atau 

pengubahan pengujian audit, seperti risiko kesalahan 
atau kecurangan yang material atau terdapat transaksi 
antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

 
2. Manfaat Perencanaan Audit Laporan Keuangan  

Standar Audit (“SA”) mengatur tanggungjawab auditor 
dalam merencanakan audit laporan keuangan. Perencanaan 
audit secara keseluruhan menyertakan penetapan strategi 
untuk perjanjian dan pengembangan rencana audit. Beberapa 
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manfaat atas perencanaan matang atas audit laporan 
keuangan adalah  
a. Membantu auditor untuk fokus pada komponen 

penting dalam audit. 
b. Membantu auditor untuk mengenali dan menentukan 

serta menyelesaikan masalah dengan sesuai dengan 
waktu yang ditetapkan. 

c. Membantu auditor dalam pengaturan dan pengelolaan 
perjanjian sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif 
dan efisien. 

d. Membantu auditor memilih anggota tim sesuai dengan 
tingkat kemampuan dan kapabilitas untuk 
mengantisipasi risiko dan menugaskan tanggungjawab 
yang tepat kepada anggota tim 

e. Melakukan pengawasan serta menelaah pekerjaan 
anggota tim 

f. Jika saling berhubungan, auditor dapat membantu 
mengkoordinasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 
auditor komponen dan pakar. 

 
3. Aktivitas Perencanaan 

Beberapa aktivitas perencanaan yang perlu disiapkan 
oleh auditor, antara lain : 
a. Menentukan strategi audit secara menyeluruh seperti 

ruang lingkup, waktu, dan arah audit serta panduan 
untuk pengembangan rencana audit dengan cara : 
1) Mengidentifikasi karakteristik  perjanjian yang 

menjelaskan tentang ruang lingkupnya 
2) Menetapkan tujuan laporan perjanjian untuk 

merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi 
yang disyaratkan. 
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3) Mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan 
pertimbangan profesional auditor untuk 
memusatkan usaha tim 

4) Meninjau hasil kegiatan tahap awal perikatan 
untuk melihat kesesuaian informasi yang dapat 
digunakan kembali untuk entitas yang akan 
diaudit. 

5) Memastikan kualitas, waktu, dan banyaknya 
sumber daya yang diperlukan dalam 
melaksanakan perjanjian. 

b. Auditor wajib mengembangkan rencana audit dalam 
hal kualitas, waktu, format prosedur penilaian risiko 
yang direncanakan, format prosedur audit lanjutan 
yang direncakan pada tingkat asersi. Selain itu 
memastikan prosedur audit lainnya yang direncanakan 
untuk dilaksanakan agar sesuai dengan yang 
ditentukan oleh standar audit. 

c. Mengaktualisasi dan melakukan perubahan pada 
strategi audit dan rencana audit secara menyeluruh 
selama pelaksanaan audit. 

d. Auditor harus membuat perencanaan atas kualitas, 
waktu dan luas arah serta pengawasan terhadap 
anggota tim perikatan atas pekerjaan mereka. (“SA” 
300) 

 
4. Tahap-tahap Audit atas Laporan Keuangan 

Menurut Tuanakotta (2013), sistematika pelaksanaan 
audit laporan keuangan berbasis risiko dibagi menjadi tiga 
tahapan yaitu penilaian risiko (risk assesment), menanggapi 
risiko (risk response) dan pelaporan (reporting). 
a. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Dalam SPAP SA 315  Alinea 3 (2013) tentang 
tujuan auditor dalam proses audit tahap satu : “Tujuan 
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auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salahsaji 
material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat 
laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman 
terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk 
pengendalian internal entitas yang memberikan dasar 
untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan 
terhadap risiko salahsaji material yang dinilai” 

Menurut Tuanakotta (2013), dalam penilaian 
risiko, beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah  
1) Mengikutsertakan auditor senior dalam membuat 

perencanaan audit dan berperan serta dalam 
diskusi antar anggota tim audit 

2) Menegaskan skeptisme profesional (sikap kehati-
hatian) auditor. Pengalaman kerja untuk menilai 
kejujuran integritas manajemen klien oleh seorang 
auditor sangat ditekankan.  

3) Membuat perencanaan audit.  
Yang perlu dilakukan adalah memutuskan waktu 
yang akan digunakan untuk mengkolaborasikan 
strategi audit secara keseluruhan dan rencana 
audit, memastikan tujuan pelaksanaan audit 
terpenuhi, serta memusatkan pengumpulan bukti 
pada objek yang paling kritikal jika terjadi 
salahsaji dilakukan oleh staf auditor. 

4) Melakukan diskusi antar tim dan komunikasi 
lainnya secara berkelanjutan. Komunikasi ini 
penting dilakukan secara intens untuk 
memberikan informasi kepada para staf tentang 
klien secara umum dan membahas point-point 
atau hal-hal yang berpotensi memunculkan resiko. 
Selain itu, komunikasi juga dilakukan untuk 
membahas efektivitas strategi audit secara 
keseluruhan serta rencana audit dan jika 
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diperlukan akan dibuat suatu perubahan. Diskusi 
tim dilakukan sebagai media tukar pikiran 
membahas tentang kecurangan yang berpotensi 
terjadi lalu membuat suatu rancangan tanggapan 
yang tepat. Komunikasi berkelanjutan juga 
bermanfaat untuk membahas permasalahan audit 
serta potensi-potensi munculnya kecurangan. 
Sehingga komunikasi yang efektif dengan 
manajemen dapat mengurangi risiko-risiko yang 
tidak diinginkan dan jika perlu, mengubah strategi 
dan prosedur audit.  

5) Mengidentifikasi risiko yang relevan. 
Salahsatu penilaian suksesnya suatu pekerjaan 
audit adalah dilihat dari penilaian risiko audit yang 
dilakukan. Penilaian risiko audit yang dirancang 
dengan baik akan menentukan keberhasilan suatu 
pekerjaan audit. Apabila faktor risiko bisnis dan 
kecurangan tidak terrekognisi oleh auditor, maka 
risiko tersebut tidak akan dinilai atau dilaporkan, 
dan tanggapan audit tidak akan dirancang.  

6) Memahami respon manajemen terkait risiko.  
Manajemen dan/atau auditor telah merekognisi 
rancangan atau pengendalian sebagai upaya untuk 
mengenali risiko, sadar akan risiko serta 
perencanaan menanggulangi risiko salah saji 
material dalam laporan keuangan.  

7) Menggunakan auditor judgement 
Standar audit menetapkan penggunaan dan 
pendokumenstasian kearifan profesional yang 
penting selama audit dilakukan. Kearifan 
profesional dalam proses penilaian risiko menurut 
Tuanakotta (2013) antara lain : 
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a) Penetapan untuk menerima atau melanjutkan 
hubungan dengan klien 

b) Mengembangkan strategi audit secara 
keseluruhan 

c) Menentukan materialitas 
d) Memberikan penilaian risiko salahsaji material, 

mengidentifikasi risiko yang relevan serta pos 
lain yang memungkinkan pertimbangan tertentu 
perlu dilakukan. 

e) Melakukan pengembangan ekspektasi untuk 
pelaksanaan prosedur analitis. 

b. Menanggapi Risiko (Risk Response) 
“Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang 
cukup dan tepat tentang risiko salahsaji material yang 
dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan 
tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut” (SA 
330 Alinea 3 : 2013) 
Menurut Tuanakotta (2013), dalam tahap ini auditor 
melakukan beberapa hal seperti : 
1) Melakukan penilaian risiko bawaan dan risiko 

pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan 
pada tingkat asersi pada setiap jenis transaksi, 
saldo akun serta pengungkapan. 

2) Melakukan pengembangan prosedur audit 
responsif.  
Pada tahap ini tanggapan auditor pada risiko yang 
dinilai untuk risiko salahsaji material diuraikan 
dalam suatu rencana audit yang isinya berupa 
tanggapan secara keseluruhan atas risiko yang 
direkognisi pada tingkat laporan keuangan. Selain 
itu, auditor melakukan penanganan pada pos 
laporan keuangan yang material. Terakhir, 
tanggapan auditor berisi tentang sifat, luas, dan 
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schedule prosedur audit spesifik untuk memberi 
tanggapan atas risiko salahsaji material pada 
tingkatan asersi. 

 
Menurutnya, tanggapan secara keseluruhan pada 
risiko yang dinilai untuk risiko salahsaji material pada 
tingkat laporan keuangan. Tanggapan tersebut juga 
termasuk penugasan dan superivisi staf yang benar. 
Diperlukannya skeptisme profesional, memperluas 
bukti-bukti tambahan sebagai penguat pada penjelasan 
dan gambaran manajemen, memberikan penilaian atau 
pandangan tentang jenis prosedur audit yang dipilih 
dan bentuk laporan apa yang akan dikontrol. 
Selain itu, prosedur audit selanjutnya biasanya terdiri 
dari prosedur  audit substantif seperti uji rincian, 
prosedur analitis, dan uji pengendalian. Uji 
pengendalian umumnya digunakan apabila terdapat 
ekspektasi terhadap pengendalian yang berfungsi 
dengan efektif selama periode berjalan. 
 

c. Pelaporan (Reporting) 
“Tujuan auditor adalah merumuskan opini mengenai 
laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas 
kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang 
diperoleh dan memberikan opini dengan jelas melalui 
laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dalam 
memberikan opini tersebut” (SA 700 Alinea Enam : 
2013) 
Tahap akhir audit adalah memberikan opini atas bukti 
audit yang dibutuhkan dan menetapkan kecukupan 
dan ketepatan atas bukti audit yang dinilai untuk 
menekan risiko audit hingga pada tingkat rendah yang 
dapat diterima. 
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Dalam tahap ini, penting untuk menentukan beberapa 
hal seperti : 
1) Segala perubahan dalam tingkat risiko yang 

diberikan penilaian. 
2) Mengukur ketepatan kesimpulan yang ditarik dari 

pekerjaan audit. 
3) Menganalisa jika terdapat kondisi yang 

mencurigakan yang dialami. 
4) Telah menilai dengan tepat atas risiko tambahan 

yang sebelumnya tidak teridentifikasi dan menilai 
prosedur audit selanjutnya telah dilakukan sesuai 
dengan pedoman yang ditentukan dalam Standar 
Audit. 

 
Pertemuan yang dilaksanakan sebelum berakhirnya 

masa penugasan pekerjaan audit tidak menjadi sesuatu yang 
diwajibkan dalam Standar Audit oleh auditor dan anggota tim, 
namun team briefing berfungsi untuk membahas kembali 
temuan audit, melakukan pemeriksaan pada hal-hal yang 
berpotensi terjadi kecurangan, dan menentukan pentingnya 
prosedur audit selanjutnya. Apabila seluruh tahapan telah 
dilaksanakan dan simpulan telah dicapai, maka temuan audit 
dilaporkan pada pihak manajemen dan Those Charged With 
Governance (TCWG) dan penilaian audit diinterpretasikan 
serta memutuskan tentang penggunaan redaksi yang tepat 
untuk pelaporan auditor (Tuanakotta : 2013) 

 
5. Tahap-tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan 

Menurut SPAP SA 300, perencanaan suatu audit 
melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk 
perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Menurut 
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Boynton et al. (2006), tahapan penting dalam merencanakan 
audit yaitu 
a. Mendapatkan informasi bisnis dan industri klien. 
b. Melaksanakan prosedur analitis. 
c. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat 

materialitas. 
d. Mempertimbangkan risiko audit. 
e. Mengembangkan strategi awal untuk asersi signifikan. 
f. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern 

klien. 
 

Sedangkan menurut Arens (2015), terdapat 8 langkah 
dalam perencanaan audit, antara lain : 
a. Menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit 

tahap awal. 
b. Memahami bisnis dan industri klien. 
c. Melakukan penilaian pada risiko bisnis klien. 
d. Melakukan prosedur analitis pendahuluan. 
e. Menentukan materialitas dan melakukan penilaian 

terhadap risiko audit dan risiko bawaan yang 
kemungkinan didapatkan. 

f. Memiliki pemahaman yang baik terhadap 
pengendalian internal dan penilaian terhadap risiko 
pengendalian. 

g. Menghimpun informasi yang relevan untuk menilai 
risiko adanya kecurangan. 

h. Melakukan pengembangan pada strategi audit dan 
rancangan audit secara menyeluruh 

 
Tuanakotta (2013) menjelaskan, terdapat empat 

langkah dalam melakukan perencanaan audit, antara lain : 
a. Mengambil keputusan untuk menerima, melanjutkan 

atau menolak penugasa atau perikatan audit. 
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b. Merencanakan audit dengan : 
1) Melakukan penentuan materialitas; 
2) Melaksanakan diskusi dengan tim untuk 

membahas perencanaan; 
3) Menentukan strategi audit secara keseluruhan; 

c. Melakukan prosedur penilaian risiko dengan : 
1) Memutuskan dan melakukan penilaian risiko  

bawaan dan risiko pengendalian; 
2) Melakukan diskusi atas kekurangan yang 

ditemukan oleh auditor; 
d. Mengumpulkan temuan dan seluruh perubahan atas 

rencana audit awal 
 

Tahapan perencanaan audit laporan keuangan menurut 
Standar audniting 300 Alinea 9 bahwa auditor wajib melakukan 
pengembangan rencana audit yang didalamnya terdapat hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko yang 

direncanakan yaitu melakukan identifikasi dan menilai 
risiko salahsaji material dari pemahaman atas entitas dan 
lingkungannya (SA 315) 

2. Sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan yang 
direncanakan pada tingkat asersi yaitu tanggapan auditor 
risiko yang telah dilakukan penilaian. 

3. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus 
dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi prosedur 
yang ditentukan oleh Standar Audit. 

 
Berikut langkah penyusunan rencana audit menurut 

Standar Audit 300 terdiri atas : 
1. Menetapkan strategi audit menyeluruh 

Penting bagi auditor untuk menetapkan strategi audit 
menyeluruh dengan melakukan penetapan pada ruang 
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lingkup, waktu dan arah pelaksanaan audit serta 
memberikan pedoman untuk pengembangan rencana audit 
(SPAP SA 300). 
Hal-hal yang harus dilakukan auditor dalam menetapkan 
strategi audit, antar lain : 
1) Melakukan identifikasi pada karakteristik perikatan 

yang menjelaskan ruang lingkupnya (SPAP 300 : 2013) 
a) Kerangka pelaporan keuangan yang merupakan 

dasar penyusun laporan keuangan yang diaudit 
termasuk kepentingan untuk melaksanakan 
rekonsiliasi dengan kerangka pelaporan keuangan 
lainnya. 

b) Prosedur pelaporan suatu industri tertentu seperti 
pelaporan yang diwajibkan oleh Badan Pengatur 
Industri. 

c) Lingkup audit yang diharapkan termasuk jumlah 
dan lokasi bagian-bagian yang termasuk dalam 
lingkup. 

d) Sifat korelasi pengendalian antara entitas induk 
dengan komponen yang menjadi penentu 
konsolidasi dari kelompok tersebut. 

e) Luas elemen yang diaudit oleh auditor lain. 
f) Sifat unit bisnis yang dilakukan pengauditan, 

termasuk kepentingan analisis mata uang untuk 
kebutuhan informasi keuangan yang diaudit. 

g) Kepentingan untuk pelaksanaan audit laporan 
keuangan tersendiri yang bila ditentukan oleh 
pedoman yang berlaku sebagai tambahan atas 
audit dengan tujuan konsolidasi. 

h) Kesiapan hasil kerja auditor internal untuk 
kemudian dapat mengandalkan hasil kerja 
tersebut. 
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i) Pemanfaatan jasa oleh entitas dan mengukur 
perolehan bukti tentang rancangan pengendalian 
yang dilakukan oleh organisasi jasa tersebut 

j) Pemakaian dari bukti audit yang didapatkan dari 
hasil audit sebelumnya. 

k) Pengaruh teknologi informasi pada prosedur audit, 
termasuk kesiapan data dan pemakaian teknik 
audit menggunakan komputer yang diharapkan. 

l) Pengaturan atas cakupan dan pada saat 
pelaksanaan audit yang diinginkan dengan 
pengkajian informasi keuangan intern serta 
dampaknya terhadap audit informasi yang 
didapatkan selama pengkajian tersebut.  

m) Kesiapan data dan anggota klien. 
2) Menetapkan tujuan dari pelaporan perikatan untuk 

melakukan perencanaan waktu audit dan sifat 
komunikasi sesuai syarat yang ditetapkan (SPAP SA 
300 : 2013) 
a) Schedule pelaporan entitas yaitu pelaporan interim 

dan final; 
b) Koordinasi rapat dengan pihak manajemen serta 

pihak yang bertanggungjawab dengan tata kelola 
utuk membahas sifat, saat dan luas pekerjaan audit 
serta model dan waktu penerbitan laporan, 
komunikasi lainnya dengan tertulis maupun lisan 
termasuk laporan auditor, surat rekomendasi 
untuk manajemen dan komunikasi dengan pihak 
yang bertanggungjawab atas tata kelola. 

c) Diskusi dengan pihak manajemen tentang 
komunikasi yang diinginkan atas status pekerjaan 
audit selama proses perikatan dilaksanakan. 
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d) Pembahasan dengan auditor tentang tipe dan 
waktu penerbitan laoran, serta pembahasan 
lainnya yang relevan dengan audit komponen. 

e) Sifat dan waktu komunikasi yang diinginkan 
antara anggota tim perikatan termasuk sifat dan 
waktu pertemuan dan saat pengkajian hasil kerja 
tim 

f) Menganalisis komunikasi lain dengan pihak lain 
(pihak ketiga) yang diinginkan, termasuk 
tanggungjawab pelaporan yang sesuai dengan 
pedoman yang berlaku dan sesuai dengan kontrak. 

3) Memperhitungkan aspek-aspek sesuai pendapat 
profesional auditor, substansial dalam memfokuskan 
usaha tim perikatan (SPAP SA 300 : 2013) 

4) Memperhitungkan hasil pekerjaan tahap pertama 
perikatan dan menganalisis relevansi antara informasi 
yang diperoleh dengan entitas yang akan diaudit. 

5) Menegaskan sifat, saat dan luas sumber daya yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan perikatan (SPAP SA 
300, 2013) 
 

2. Mengembangkan Rencana Audit 
Dalam SPAP SA 300 disebutkan bahwa auditor harus 
mengembangkan suatu rencana audit yang cakupannya 
memenuhi hal-hal sebagai berikut : 
1) Sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko yang 

direncanakan (SA 315) 
a) Prosedur penilaian risiko adalah prosedur audit 

yang berfungsi untuk mendapatkan suatu 
informasi tentang entitas dan sekitarnya, termasuk 
didalamnya pengendalian internal entitas untuk 
melihat dan menilai risiko salahsaji material 
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berasal dari kecurangan atau kesalahn pada tahap 
laporan keuangan dan asersi (SPAP SA 315). 

b) Prosedur penilaian risiko dilaksanakan untuk 
menyiapkan dasar pengetahuan dan penilaian 
risiko salahsaji material di tahap laporan keuangan 
dan asersi. Prosedur ini meliputi permintaan 
keterangan dari manajemen, prosedur analitis, 
obervasi dan inspeksi, tidak hanya sekedar 
menyediakan bukti audit yang memenuhi dan 
benar sebagai dasar penilaian audit, 

c) Auditor harus memperhitungkan relevansi antara 
informasi yang ditemukan atau dikumpulkan 
dengan pengidentifikasian risiko salahsaji material 

2) Sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan yang 
direncanakan pada tahap asersi (SPAP SA 330) 
a) Auditor dituntut untuk membuat rancangan dan 

penjabaran prosedur audit lebih lanjut yang sifat, 
saat dan luasnya berdasarkan tanggapan atas 
risiko salahsaji material yang telah dilakukan 
penilaian pada tahap asersi. Sehingga auditor 
harus memperhitungkan rancangan penilaian yang 
dilakukan terhadap risiko salahsaji material pada 
tahap asersi untuk semua kelompok transaksi, 
saldo akun, dan pengungkapan termasuk 
didalamnya peluang kesalahan salahsaji material 
yang ditimbulkan akibat elemen tertentu yang 
sesuai dengan kelompok transaksi, saldo akun, 
atau pengungkapan. Selain itu, auditor perlu 
mempertimbangkan pengendalian yang sesuai 
sehingga auditor dituntut untuk mendapatkan 
bukti audit sebagai bahan penentu penilaian atas 
pengendalian yang efektif. 
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b) Mendapatkan bukti audit yang lebih kredibel 
ketika terdapat penilaian risiko yang lebih tinggi 
oleh auditor. 

3) Prosedur audit lainnya yang telah direncanakan harus 
dilaksanakan agar perjanjian atau perikatan yang telah 
dilakukan memenuhi ketentuan yang telah menjadi 
syarat oleh standar audit. 

3. Memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara 
menyeluruh dan rencana audit yang diperlukan selama 
pelaksanaan audit. 

4. Supervisi anggota tim perikatan dan pengkajian atas 
pekerjaan anggota tim. 

5. Dokumentasi  
Dokumentasi strategi audit adalah suatu coretan 

atas putusan-putusan penting untuk membuat rencana 
audit dengan benar dan untuk membahas perihal yang 
sesuai dengan tim perikatan. Auditor dapat membuat suatu 
memorandum yang berisi ringkasan strategi audit secara 
keseluruhan mulai dari keputusan penting tentang ruang 
lingkup, waktu dan pelaksanaan audit secara menyeluruh. 

Dokumentasi rencana audit adalah catatan yang 
berisi sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko yang 
telah direncanakan dan prosedur audit lanjutan pada tahap 
asersi sebagai simpulan atas risiko yang dinilai. Fungsinya 
sebagai catatan perencanaan prosedur audit yang benar 
yang telah dikaji dan disepakati sebelum prosedur audit 
dilaksanakan. 

 
Berdasarkan penjabaran perencanaan audit menurut SPAP 

dan Tuanakotta (2013) di atas, maka kemukakan point-point 
perencanaan audit sebagai berikut (Alfiah, 2018) : 
1. Menentukan audit menyeluruh 
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Standar Audit yang berkenaan dengan menentukan 
audit menyeluruh yaitu Standar Audit 300 yang terdapat 
pada beberapa Alinea. SA 300 Alinea 4 menyatakan bahwa 
tujuan auditor adalah untuk melakukan perencanaan audit 
sehingga audit tersebut bisa dilaksanakan secara efektif. SA 
300 Alinea 7 menyatakan bahwa auditor harus 
merumuskan strategi audit secara keseluruhan yang isinya 
berupa lingkup, pengaturan waktu dan pedoman audit 
yang menjadi panduan pengembangan rencana audit. 

Strategi audit secara menyeluruh mengumpulkan 
keputusan utama yang dipandang penting dalam rencana 
audit dan membahas hal-hal yang bersifat penting kepada 
anggota tim (Tuanakotta, 2013). Setelah itu dilanjutkan 
dengan menentukan audit keseluruhan dan 
mengembangkan rencana audit serta mengubah strategi 
dan rencana audit jika diperlukan (SPAP 300 Alinea 10, 
2013) 

2. Menentukan dan menggunakan materialitas 
Istilah materialitas secara menyeluruh mengacu pada 

materialitas yang digunakan pada laporan keuangan 
menyeluruh. Jika kesalahan penyajian pada laporan keuangan 
melampaui jumlah pada umumnya, maka diperhitungkan 
wajar dan dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna 
laporan keuangan, maka jumlah tersebut secara keseluruhan 
disebut sebagai material (Tuanakotta, 2013) 

3. Komunikasi antar Tim Audit 
Tahap ini mendiskusikan tujuan dan sifat komunikasi antar 
anggota tim audit, tentang sensitivitas laporan keuangan 
suatu entitas atas kesalahan penyajian material. Menurut 
SA 240 Alinea 15 mengharuskan diskusi antar anggota tim 
penugasan dan keputusan rekan yang memimpin 
penugasan tentang segala sesuatu yang semestinya dibahas 
kepada anggota tim yang tidak terlibat dalam diskusi. 
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Diskusi ini memberikan penegasan tentang situasi (dimana 
dan bagaimana) laporan keuangan entitas rentan atas 
kesalahan penyajian yang material karena faktor 
kecurangan dan penyebab kecurangan dapat terjadi. 
Diskusi ini mesti intens untuk dilakukan dengan 
mengecualikan saran anggota tim tentang kejujuran dan 
integritas manajemen dan TCWG (SPAP SA 240, 2013), 

4. Mengidentifikasi Risiko Bawaan 
Identifikasi Risiko merupakan dasar dari pelaksanaan 
audit. Identifikasi risiko berdasarkan pada prosedur yang 
dilakukan auditor untuk mengenali lebih dalam tentang 
entitas dan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk 
merekognisi sumber risiko lalu menilai peluang risiko 
tersebut menjadi sebab kesalahan penyajian material pada 
laporan keuangan. Mengidentifikasi akan membantu 
auditor mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 
memfokuskan usaha audit langsung pada pos dengan 
peluang risiko yang tinggi dan menjauhi pos yang peluang 
risikonya rendah (Tuanakotta, 2013). 

5. Menilai Risiko Bawaan 
Berdasarkan SA 240 Alinea 25 disebutkan bahwa auditor 
harus mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko 
kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh 
kecurangan pada tahap laporan keuangan dan asersi untuk 
jenis transaksi, sado akun dan pengungkapan. 

6. Risiko Signifikan 
Standar Audit yang berkaitan dengan tahap ini adalah 

SA 240, 315, 330. 
a. SA 240 Alinea 26 : Jika auditor melakukan identifikasi 

terhadap risiko kesalahan penyajian material yang 
terjadi karena disebabkan kecurangan, maka auditor 
harus berlandaskan penilaian bahwa terdapat 
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petunjuk terjadi kecurangan dalam aktivitas dan 
menilai asersi yang muncul sebab risiko yang terjadi.  

b. SA 315 : Istilah yang disebutkan dalam SA 240 Alinea 
26 disebut dengan risiko signifikan (significant risk) 
yaitu risiko kesalahan penyajian yang ditemukan dan 
dinilai, yang menurut opini auditor membutuhkan 
perhatian khusus. 

Salah satu tahap untuk menentukan risiko signifikan 
menurut SA 315 adalah mengidentifikasi risiko tersebut 
termasuk risiko kecurangan atau bukan. Dalam proses 
perencanaan audit, auditor merancang penilaian atas overall 
fraud risk assessment yang didasarkan elemen-elemen risiko 
kecurangan yang telah teridentifikasi. Setelah melakukan 
evaluasi bukti berdasarkan hasil pengujian, maka penilaian 
risiko tersebut dapat diperbarui. Yang terpenting adalah 
auditor mampu melakukan identifikasi terhadap faktor risiko 
kecurangan sesuai kearifan profesional auditor dalam 
melakukan penilaian peningkatan risiko kecurangan serta 
tanda yang terlihat dalam penilaian risiko kecurangan 
(Hammershley, 2011) 

7. Memahami Pengendalian Internal 
Pedoman dalam memahami pengendalian internal terdapat 
dalam SA 315 Alinea 4c. Dijelaskan bahwa makna 
pengendalian internal adalah proses yang dibentuk, 
diterapkan dan dijaga oleh pihak yang bertanggungjawab 
pada tata kelola, manajemen dan anggota lain agar 
mempersiapkan suatu ketentuan yang akseptabel tentang 
capaian tujuan suatu entitas yang berhubungan dengan 
kecakapan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas 
kerja, dan kepatuhan pada peraturan perundang-
undangan. 

8. Mengevaluasi Pengendalian Internal 
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Menurut SPAP SA 315, dalam mendapatkan informasi 
tentang pengendalian yang relevan dengan audit, auditor 
harus melakukan evaluasi rancangan dari pengendalian 
tersebut dan menetapkan bahwasanya pengendalian 
tersebut telah diterapkan dengan melakukan prosedur 
tambahan selain prosedur inquiry. Setelah itu barulah hasil 
dari penilaian tersebut didokumentasikan. 

9. Mengkomunikasikan Kelemahan Pengendalian Internal 
Komunikasi kelemahan atas pengendalian internal 
disebutkan dalam SA 260 dan SA 265. Komunikasi 
dilakukan kepada pihak manajemen dan Those Charge With 
Governance (TCWG). Setelah melakukan identifikasi atas 
kelemahan pengendalian internal, auditor 
mengkomunasikan temuan secara tertulis yang berisi 
uraian kelemahan serta dampak potensial yang mungkin 
ditimbulkan akibat kelemahan yang diidentifikasi. 
Informasi harus dikomunikasikan dengan tepat sehingga 
pihak manajemen dan TCWG dapat memahami isi dari 
komunkasi tersebut.  

10. Menyelesaikan Tahap Penilaian Risiko 
Tahap akhir dari perencanaan audit adalah penilaian risiko 
pada tahap laporan keuangan dan tahap asersi, Hal-hal 
yang harus didokumentasikan dalam tahap akhir 
perencanaan audit ini adalah  
a. Komunikasi antar anggota tim audit dan keputusan 

yang akan dicapai. 
b. Elemen-elemen penting dalam memahami entitas dan 

lingkungan sekitarnya, seluruh aspek pengendalian 
internal, asal sumber informasi, dan prosedur 
penilaian risiko yang dilakukan. 

c. Risiko kesalahan penyajian material tahap laporan 
keuangan dan tahap asersi yang ditemukan dan 
dilakukan penilaian. 
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d. Risiko yang ditemukan dan pengendalian yang sesuai 
untuk mencegah risiko yang ditemukan sesuai dengan 
informasi dan pemahaman auditor yang 
didapatkannya sebagai hasil ketetapan. 
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BAB 4 
ASERSI MANAJEMEN 
 
Oleh Mohamad Husni 
 
4.1 Auditing 

Audit adalah sebuah layanan yang diberikan oleh auditor 
untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan 
(Sukrisno, 2012)Meskipun ada kemungkinan kesalahan atau 
penyimpangan yang terjadi selama proses pemeriksaan, auditor 
tidak berusaha menemukannya. Tujuan pemeriksaan laporan 
keuangan adalah untuk menilai konsistensi laporan keuangan atas 
peraturan akuntansi yang berlaku umum disebuah negara. 

Auditor akan menggunakan semua informasi yang 
dikumpulkan sebagai sebuah alat bukti dalam audit untuk 
memastikan terkait informasi yang diaudit memenuhi syarat. 
Bersamaan informasi ini diharapkan, auditor dapat 
membandingkannya dengan standar yang ditetapkan oleh 
manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, auditor 
biasanya menggunakan bukti audit untuk menentukan apakah 
informais yang diaudit memenuhi syarat. Penemuan ini 
menunjukkan betapa pentingnya bukti audit. Bukti audit harus diisi 
dengan informasi yang dapat diandalkan dan relevan sehingga 
auditor dapat memberikan pendapat yang tepat saat melakukan 
audit. 

Saat memberikan tanggapan mereka tentang hasil 
pemeriksaan, auditor harus memiliki keyakinan yang kuat. Salah 
satu komponen respons adalah bukti yang cukup, yang merupakan 
pertimbangan yang kuat bagi auditor saat memberikan respons. 
Auditor harus mencari bukti tambahan jika temuan audit tidak 
cukup untuk mendukung kesimpulan. Namun, jika temuan audit 
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dianggap tidak cukup, audit harus mencari bukti tambahan. Ketika 
mencari bukti tambahan, beberapa hal harus diperhatikan, seperti 
biaya. Selain itu, harus diperhatikan bahwa bukti audit yang 
berlebihan dianggap tidak efektif karena mungkin ada beberapa 
bukti yang tidak terpakai ketika kesimpulan audit dibuat. 
Akibatnya, auditor harus dapat menemukan bukti yang cukup. 

 

4.2 Asersi Manajemen 
Asersi adalah penjelasan manajemen yang tersaji sebuah 

laporan keuangan. Peringkat asersi (SA 315 par A111): 
1. Pernyataan yang berkaitan dengan kelompok peristiwa dan 

transaksi selama waktu yang diaudit: 
a) Keterjadian (occurence): persitiwa semua transaksi yang 

berhubungan dengan entitas sudah dibukukan oleh 
entitas. 

b) Kelengkapan (completeness): segala yang terkait dengan 
transaksi dan peristiwa seharusnya sudah dibukukan.  

c) Keakurasian (accuracy): semua penambhaan terkait 
transaksi dan peristiwa telah dicatat dengan benar dan 
benar. 

d) Pisah batas: peristiwa semua transaksi telah dicatat dan 
dibukukan dalm periode akuntansi dengan benar dan 
tepat. 

e) Klasifikasi: pembukuan segala transkasi seudah sesuai 
dan dibukukan di akun peruntukannya. 
 

2. Asersi atas saldo akun pada akhir periode: 
a)  Eksistensi (existence): semua kepemilikan entitas 

diantaranya asset, modal dan kewajiban ada dan 
nyata.  

b)  Hak dan kewajiban (rights and obligations): Hak terkait 
kepemilikan aset dan kewajiban menjadi 
tanggungjawab entitas.  
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c)  Kelengkapan (completeness): semua yang terkait aset, 
kewajiban, dan modal entitas telah dibukukan dengan 
baik dan benar. 

d)  Penilaian dan pengalokasian (valuation and allocation): 
semua kepemilikan tentang asset, kewajiab dan modal 
entitas sudah tersaji didalam laporan keuangan entitas 

Asersi atas penyajian dan pengungkapan: 
a)  Keterjadian serta hak dan kewajiban (occurrence and 

rights and obligations): semua kejadian yang terkait 
dengan semua transaksi entitas, serta peristiwa lainnya 
yang dikemukakan, semua telah terjadi dan sudah 
dibukukan oleh entitas.  

b)  Kelengkapan (completeness): segala sesuatu sudah 
diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan dan 
sudah tersaji semua didalamnya. 

c)  Klasifikasi dan keterpahaman (classification and 
comprehensibility): infromasi terkait semua perietiwa dan 
transaksi keuangan telah dijelaskan dan disajikan secara 
tepat juga jelas 

d)  Keakurasian dan penilaian: semua informasi, termasuk 
informasi keuangan, diberikan secara normal dan dalam 
besaran yang akurat. 

 
Audit umum serta khusus adalah dua jenis audit yang 

berkaitan dengan pernyataan manajemen. Berikut ini adalah 
ringkasan tugas yang perlu diperhatikan auditor sebagai bahan 
dari kecukupan pengumpulan bukti audit. 
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Tabel 4.1. Signifikasi asersi manajemen dengan tujuan audit 
ASERSI MANAJEMEN TUJUAN UMUM AUDIT 
Keberadaan atau 
keterjadian  

Pada tanggal tertentu, semua aset dan 
tanggung jawab organisasi terpenuhi, dan 
pendapatan serta pengeluaran yang terjadi 
pada jangka waktu tertentu. 

Kelengkapan  Laporan keuangan harus mencakup semua 
rekening dan transaksi yang harus disajkan 
dan dilaporkan. 

Hak dan kewajiban  Semua utang serta aset entitas menjadi 
tanggungjawab entitas  

Penilaian atau alokasi  Semua perhitungan terkait asset, pendpaatan, 
utang entitas telah disajikan secara sesuai 
pada laporan keuangan. 

Penyajian dan 
pengungkapan  

Semua komponen tertentu telah 
dikategorikan, diuraikan serta dipaparkan 
secara menyeluruh. 

 
Tabel 4.2. Signifikasi Asersi Manajemen dengan Audit Khusus 

ASERSI MANAJEMEN TUJUAN AUDIT KHUSUS BERKAITAN DENGAN 
TRANSAKSI PENJUALAN 

Keberadaan atau 
keterjadian  

Pengiriman dari penjualan telah dilakukan kepada 
konsumen telah dicatat dengan tepat dan benar dan 
benar-benar ada. 

Kelengkapan  Seluruh transaksi terkait penjualan telah ducatat dan 
benar adanya. 

Hak dan Kewajiabn Pengklasifikasian penjualan sudah dicatat dengan 
tepat dan lengkap serta benar.  
Tanggal penjualan telah dicatat dengan benar pada 
tanggal yang sama 

Penilaian atau alokasi  Penagihan telah dilakukan dengan baik dan benar 
oleh entitas sesuai dengan jumlah barang yang 
dikirim secara akurat dan dianggap sebagai 
transakasi penjualan entitas. 

Penyajian dan 
pengungkapan  

Buku tambahan mencatat dan menggambarkan 
transaksi penjualan dengan tepat. 
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4.3 Tanggung Jawab Auditor 
Pernyataan standar audit No. 320 Seksi 110 menyatakan 

bahwa perencanaan dan pelaksanaan merupakan sebuah 
tanggungjawab auditor semua itu dilakukan dalam rangka 
mendapatkan sebuah keyakinan yang memadai (resanable 
accurance) tentang sebuah laporan keuangan entitas terperiksa 
supaya laporan tersebut terhindar dari salah saji material yang 
diakibatkan dari sebuah kelalaian atau kekeliruan(‘SA 320 (Revisi 
2021) - Naskah Final Satuan.pdf - Google Drive’, no date) terlebih 
bila salah saji tersebut akibat dari sebuah kecurangan yang 
memang disengaja oleh manajemen, dan auditor juga harus 
memiliki tingkat keyakinan yang akseptabel dalam hal mendeteksi 
salah saji material dalam penyajian di laporan keuangan entitas, 
pendekteksian tersebut bisa auditor dapatkan  melalui sifat dan 
bukti audit serta karakteristik kecurangan yang memang telah 
dilakukan oleh manajemen, setelah melalui serangkaian 
pemeriksaan auditor harus bisa memberikan komentar tentang 
laporan keuangan entitas yang terperiksa dan manajemen berhak 
merekam atau mencatat semua komentar yang telah diberikan 
oleh auditor, karena komentar dari auditor merupakan wujud dari 
hasil pemeriksaan yang harus manajemen jadikan sebuah masukan 
untuk perbaikan di kemudian hari, selain itu menajemen juga 
harus memiliki rasa tanggungjawab untuk menciptakan serta 
menegakan sistem pengendalian intern yang kuat. Manajemen 
memahami dan mengawasi transaksi langsung yang terjadi terkait, 
aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Sistem pengendalian intern yang 
dibangun hanya berkaitan dengan terkumpulnya data dari hasil 
audit namun auditor itu sendiri memahami permasalahan tentang 
pengendalian internal entitas terperiksa, sebagai tanggungjawab 
manajemen semua laporan disajikan dengan menggunakan sebuah 
sistem akuntansi yang sesuai dan berlaku umum di Indonesia.  

Sebagai bentuk dari tanggungjawab audito dengan 
memberikanya sebuah pendapat mengenai laporan keuangan 
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terperikas, auditor juga dalam pelaporannya membuat suatu draft 
laporan keuangan baik secara keseluruhan ataupun sebagaian 
sesaui dengan sebarapa banyak informasi yang mereka peroleh 
dari manajemen. 

Terdapat banyak istilah yang dikategorikan dan menjadi 
tanggungjawab audito:  
1. Salah saji material dan tidak material 

Laporan keuangan bisa dinyatakan berbahaya dan bisa 
terpengaruhnya para pengambil keputusan dinataranya 
dalah pengguna laporan keuangan jika kekeliruan atau 
kecurangan yang mengakibatkan salah saji material yang 
terungkap belum dikoreksi. 

2. Keyakinan yang memadai 
Laporan keuangan yang disajikan manahemen hendaknya 
memiliki kepercayaan kuat, karena hasil dari pemeriksaan 
yang dilakukan auditor harus memiliki sebuah keyakinan 
dan dengan keyakinan tersebut auditor bisa mengeluarkan 
pendapatnya dengan benar sebab pendapat auditor dalam 
laporan audit mencakup pernyataan yang tersaji di laporan 
keuangan sehingga tujuan dari sebuah pemeriksanan  
untuk mendapatkan kepercayaan atau keyakinan yang 
memadai bisa dicapai. 
Tanggungjawab auditor mengenai keyakinan memadai 
namun tidak mutlak disebabkan oleh: 
a) Bukti audit yang didapatkan bersumber dari pengujian 

sampel dari populasi. 
b) Banyak asumsi yang begitu rumit perihal penyajian 

data akuntansi dan berdampak pada peristiwa 
selanjutnya secara berkesinambungan. 

c) Jika laporan keuangan disusun berdasarkan sebuah 
kecurangan yang dilakukan dan terstruktur dengan 
manajemen terkadang sangat sulit untuk dibuktikan. 
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3. Kekeliruan dan Kecurangan 
Kesalahan yang tidak disengaja yang tersaji di laporan 
keuangan termasuk sebuah kesalahan dari sebuah 
pengumpulan data ataupun sebuah pengolahan data 
akuntansi dan menyebabkan terjadinya sebuah kekeliruan, 
tetapi jika sebuah perhitungan akuntansi dibuat dengan 
kecerobohn dan tidak masukl akal serta salah tafsir dengan 
fakta dan juga salah penerapan prinsip akuntansi tentang 
pengaktegorian jumlah penyajian, ataupun pengungkapan. 
Kecurangan adalah sebuah tindakan kesalahan yang 
disengaja (intentionally) dan dalam audit keucarang bisa 
terjadi dalam hal penyajian yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang mengandung salah saji baik secara material 
atupun tidak secara maetrial, yaitu: 
a) Penggelapan aset (misappropriation of assets). 
b) Kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial 

reporting). 
4. Skeptisme Profesional 

Asumsi bahwa manajemen bertindak tidak jujur harus ada 
di diri seorang auditor tapi jika manajemen memang 
berbuat salah mungkin hal terbut bisa menjadi sebuah 
pertimbangan bagi auditor. 
Auditor harus bertanggung jawab dalam pendeteksian awal 
jika terjadi sebuah pelanggaran hukum: 
a) Auditor tidak bisa menyatakan bahwa tindakan klien 

sebagai pelanggaran hukum karena untuk 
menenteukan hal tersebut merupakan diluar 
kemampuan professional auditor. 

b) Ketika ditemukan sebuah pelanggaran auditor yang dari 
pelanggaran tersebut berdampak langsung dan material 
maka hal tersebut harus segera dilaporkan. 
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4.4 Bukti Audit 
Bukti audit merupakan informasi yang akan digunakan oleh 

auditor untuk menentukan kesesuaian antara yang diaudit dengan 
kriteria(Hery, 2019).  Media informasi bisa menjadi alat dukung 
bagi auditor dalam rangka penyampaian sebuah argument, 
pendapat dan mungkin sebuah rekomendasi kepada manajemen 
untuk meyakinkan tentang kesesuaian antara kondisi dengan 
kriteria yang ada, mengingat tidak semua informasi yang disajikan 
manajemen bisa di pakai atau digunakan sebagai bukti audit maka 
auditor harus bisal memilah informasi mana yang dirasakan cukup 
mewakili dan bisa memberi sebuah keyakinan pada pihak lain 
bahwa informasi tersebut betul adanya. Auditor sudah seharusnya 
mendapatkan bukti yang cukup dan valid dengan cara 
melangsungkan kegiatan dari serangkaian audit karena hasil dari 
kegiatan serangkaian audit tersebut dapat dijaidkan dasar oleh 
auditor dalam memberikan rekomendasi atau pendapat mengenai 
laporan keuangan yang telah diaudit 

Terkait berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh 
auditor, terdapat empat keputusan yang perlu dilaksanakan 
auditor dalm pengumpulan bukti tersebut, diantarnya adalah: 
1.  Metode apa yang digunakan auditor dalam pelaksanaan 

auditnya 
2.  Seberapa banyak prosedur yang dipergunakan dalam 

pemilihan sampel  
3.  Dasar pengelompokan apa ketika mendaji dasar untuk 

pemilihan populasi 
4.  Bagaimana dan kapan dilaksanakannya prosedur yang 

sudah didapatkan 
 

Tedapat dua faktor yang dirasa sangat menentukan untuk 
mencapai tingkat akurasi dan kecukupan bukti audit, diantaranya 
adalah(Sukrisno, 2012): 
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1. Ketepatan Bukti 
Hal yang dapat membantu auditor dalam memastika 
sebuah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar 
adalah bukti yang tepat dan valid, untuk mencapai derajat 
tepat dan valid tersebut auditor harus bisa meyakinkan 
terkait kualitas bukti yang berhubungan dengan 
relavansinya dan secara relibilitas memenuhi tujuan audit 
seperti transaki, saldo akun, dan sebuah pengungkapan 
yang relevan. 
a) Relevansi Bukti 

Bukti audit bisa dikategorikan tidak ataupun belum tepat 
jika bukti tersebut tidak sesuai dengan tujuan audit yang 
akan diujikan oleh auditor 
 Sebagai contoh, Jika auditor menyadari bahwa pelanggan 
belum melakukan penagihan barang yang dikirim, sampel 
salinan faktur penjualan yang dipilih dan diperiksa untuk 
semua informasi pengiriman dapat dikategorikan sebagai 
tidak relevan untuk tujuan kelengkapan dan oleh karena 
itu tidak tepat sebagai bukti. Sangat disarankan untuk 
meperoleh sampel yang relevan aduitor disarankan 
untuk memeriksa salinan faktur untuk memastikan bahwa 
semua barang telah ditagihkan. 

b) Reliabilitas Bukti 
Untuk menentukan kredibilitas bukti audit, ada enam 
kriteria yang dapat diandalkan: 
1) Independensi Penyedia Bukti 

Sumber bukti dari pihak eksternal entitas seperti 
wawancara dengan bank, pengacara atau sejumlah 
pelanggan diangap lebih bisa diandalkan dari pada 
sumber bukti dari klein terperiksa/entitas yang 
diperiksa. 
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2) Efektivitas Pengendalian Internal  
Bukti audit bisa didapatkan bisa lebih diandalkan 
apabila sistem pengendalian internal entitas 
berjalan dengan baik dan akan berbanding terbalik 
jika sistem pengendlaian internal tidak 
dilaksankaan dengan baik. 

3) Pengetahuan Langung Auditor 
Auditor bisa melakukan kegiatan secara langsung 
melalu pemeriksaan fisik, observasi ataupun 
penghitungan ulang untuk mendapatkan bukti 
audit yang bisa diandalkan, dibandingkan 
melakukan interview dengan klien. 

4) Kualifikasi Individu Yang Menyediakan Informasi 
Melakukan konfirmasi ke bank dan interview 
langsung dengan pengacara dirasakan lebih dapat 
diandalkan dalan mendapat kan informasi, 
daripada kita melakukan atau meminta sebuah 
konfirmasi kepada orng yang jsutru tidak 
mengetahui tentang dunia bisnis apalagi 
konfirmasi terkait piutang usaha, auditor harus 
menyadari akan hal itu maka dari itu auditor harus 
bisa menetapkan berbagai syarat jika auditor ingin 
mendapatkan sebuah informasi. 

5) Tingkat Objektivitas 
Keobjektifan sebuah data bagi auditor merupakan 
sebuah bukti yang sangat diandalkan 
dibandingkan auditor mendapatkan bukti yang 
harus melakukan pertimbangan lagi sebagai cara 
auditor meyakinkan kebenaran bukti tersebut. 
Contoh objektifitas bukti diantaranya adalah 
perhitungan fisik sekuritas dan kas, konfirmasi 
saldo bank dan piutang usaha, dan perhitungan 
saldo utang usaha untuk memastikan apakah 
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informasi yang disajikan telah sesuai dengan saldo 
yang ada pada buku besar. 

6) Ketepatan Waktu 
Bukti yang dikumpulkan merupakan sebuah 
perwujudan ketetapan waktu bagi auditor dalam 
mengumpulkan bukti audit, sebagai ilustrasi 
berapa lama audit itu berlangsung dan seberapa 
banyak bukti itu dikumpulkan. Untuk akun neraca, 
bukti ini biasanya lebih dapat diandalkan jika data 
yang diperoleh sesuai dengan periode akuntansi 
yang diaudit. Sedangkan bukti yang terkandung 
dalam laporan laba rugi lebih dapat diandalkan 
jika perolehan bukti tersebut dar semua periode 
akuntansi yang diaudit bukan hanya dari 
sebagaian periode saja, seperti sampel acak 
transaski penjualan untuk satu tahun penuh.  

 
2. Kecukupan Bukti Audit 

Cukupnya bukti audit beriringan dengan berapa banyak 
bukti audit bisa dikumpulkan ketika melakukan kegiatan 
audit, karena banyak faktor terkait jumlah bukti yang 
harus dipertimbangkan untuk disajikan auditor, dan 
diantara faktor tersebut adalah: 
a) Materialitas 

Auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas 
laporan keuangan dalam mengemukanan pendapat 
pendahuluan. karena hubungan antara taraf 
materialitas dan kuantitas bukti audit bersifat terbalik, 
jika tingkat materialitas lebih rendah berarti bukti 
yang disajikan harus lebih banyak, tapi sebaliknya jika 
tingkat materialitas yang lebih tinggi berarti bukti yang 
disajikan akan lebih sedikit. 

b) Resiko  
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Resiko audit dengan jumlah bukti audit yang 
diperlukan memilki hubungan yang terbalik. 
Rendahnya resiko audit berarti tingkat kepastian yang 
diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya 
adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut 
menuntut auditor untuk menghimpun bukti audit yang 
lebih banyak. 

c) Faktor Ekonomi 
Kendala waktu dan biaya terkadang menjadi 
permasalahan bagi auditor dalam mengumpulkan 
bukti audit, selain persoalan diatas ditambah juga 
dengan terbatasnya sumber daya yang akan 
dipergunakan dalam mendapatkan bukti yang 
diperlukan dan sebagai rujukan auditor untuk 
memberikan pendapatnya terkait laporan keuangan 
entitas. Pertimbangan auditor juga harus 
diperhitungkan karena tambahan waktu serta biaya 
yang dipergunakan dalam mendapatkan bukti audit 
bisa memberikan manfaat terhadap jumlah serta bobot 
bukti yang didapatkan. 

d) Ukuran dan karakteristik populasi 
Hubungan yang searah terlihat antara ukuran populasi 
dan jumlah sampling bukti audit. Jumlah sampel bukti 
audit yang harus diambil dari populasi lebih besar 
ketika populasi lebih besar, tetapi lebih baik jika 
populasi lebih kecil. Dibandingkan dengan populasi 
yang seragam, karakteristik populasi berkaitan dengan 
homogenitas atau variabilitas elemen individu yang 
termasuk dalam populasi. Auditor memerlukan lebih 
banyak sampel bukti audit dan informasi yang lebih 
kuat atau mendukung tentang populasi yang bervariasi 
anggotanya. 
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Auditor dapat memilih dari ketujuh kategori umum bukti 
audit untuk menggunakan prosedur audit: 
1. Pengujian Fisik (Physical Examination) 

Selain perhitungan dan inspeksi kegiatan tersebut 
merupakan wujud dari pengujian fisik yang dilakukan oleh 
auditor pada aktiva berwujud milik entitas terperiksa. Kas 
dan persediaan merupakan jenis bukti yang bisa dilakukan 
pemeriksaan secara fisik selain itu kegiatan fisik tersebut 
juga bisa dipergunakan untuk memverivikasi berbagai 
macam surat berharga milik entitas terperiksa seperti: 
surat piutang, ataupun surat berharga lainnya. Hasil 
pengujian tersebut langsung didekumentasikan oleh audit 
sebagai dari kegiatan pengujian fisik dalam audit disebuah 
entitas 

2. Konfirmasi (Confirmation) 
Konfirmasi merupakan sebagian cara yang sering dipakai 
auditor dalam mendapatkan bukti audit, karena dengan 
melakukan konfirmasi bukti audit yang didapatkan 
memiliki tingkat independensi sangat baik, Konfirmasi 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan bukti audit sebagai 
dasar untuk menyatakan pendapat. Jika proses konfirmasi 
tidak cukup untuk mengurangi risiko audit, auditor harus 
melakukan langkah-langkah tambahan. Sebagai contoh, 
jika auditor merasa tidak cukup bukti untuk memverifikasi 
laporan keuangan selama proses konfirmasi akun piutang. 
Tindakan tamahan bisa dilakukan oleha auditor dengan 
mengikuti kebijakan pelunasan piutang. Dengan demikian, 
auditor akan memverifikasi jumlah piutang pada tanggal 
laporan keuangan dengan memeriksa pelunasan piutang 
setelah tanggal pelaporan. 

3. Dokumentasi (Documentation) 
Dokumentasi audit adalah catatan penting yang mencakup 
semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor 
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untuk melakukan audit secara efektif dan sebagai daya dukung 
dalam laporan audit. Sementara itu, tujuan dokumentasi audit 
adalah untuk membantu auditor dalam memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan audit telah 
memenuhi standar audit yang berlaku umum, serta membantu 
mereka dalam menerapkan dan mengawasi audit. Meskipun 
mencatat sifat, jangkauan, waktu, dan hasil prosedur audit 
mungkin membengkakkan anggaran audit, banyak praktisi 
telah menemukan bahwa ini tidak selalu menjadi masalah. 
Sebuah penelitian AICPA menemukan bahwa kurangnya 
dokumentasi adalah masalah audit yang paling umum. 
Dokumentasi mencakup catatan prosedur audit, bukti audit 
yang relevan, dan kesimpulan auditor umum tentang 
kurangnya dokumentasi., Dokumentasi yang kuat akan 
memungkinkan auditor untuk mematuhi International 
Standard on Auditing 230, Audit, selain itu hal tersebut bisa 
membuat penugasan audit lebih efisien. Waktu yang 
digunakan untuk mendokumentasikan pekerjaan sesuai 
dengan standar adalah investasi yang akan menguntungkan 
auditor di kemudian hari. Disamping itu mematuhi standar 
dokumentasi Audit akan membantu perusahaan melakukan 
pekerjaan yang berkualitas tinggi danakan meningkatkan 
efisiensi kerja 

4. Prosedur Analitis (Analitical Procedure) 
Dengan menggunakan berbagai perbandingan dan 
hubungan, proses analitis menentukan apakah saldo akun 
dan data lainnya nampak wajar. Salah satu contoh atas hal 
ini adalah perbandingan persentase antara laba kotor yang 
diperoleh selama tahun berjalan dan laba kotor yang 
diperoleh pada tahun sebelumnya. Aplikasi proses analitis 
telah meningkat sebagai hasil dari ketersediaan komputer 
untuk perhitungan. Dewan Standar Audit menyatakan 
bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga 
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dibutuhkan selama tahap perencanaan dan penyelesaian 
audit. 

5. Wawancara Dengan Klien (Inquiris of The Client) 
Wawancara merupakan serangkaian cara dalam 
memperoleh informasi dari klien yang bisa dilakukan 
secara lisan ataupun secara tulisan terkait pertanyaan yang 
dilontarkan oleh auditor. kecukupan bukti yang didapatkan 
dari klien yang berasal dari wawancara secara implisit 
belum bisa dianggap sebagai bukti yang meyakinkan 
karena tidak berasal dari sumber independen dan mungkin 
mendukung pihak klien. Akibatnya, auditor biasanya perlu 
mendapatkan bukti audit lainnya yang lebih meyakinkan 
melalui berbagai prosedur 

6. Hitung Uji (Reperformance) 
Hitung uji menguji berbagai perhitungan dan transfer 
informasi yang dibuat oleh klien selama periode audit pada 
sejumlah sampel yang diambil oleh auditor. Ini juga 
menguji keakuratan aritmatis klien. Ini termasuk menguji 
perkalian dalam faktur penjualan dan persediaan, 
menghitung dalam jurnal dan catatan pendukung, dan 
memeriksa perhitungan depresiasi dan pembayaran di 
muka. Pengujian kembali berbaga transfer informasi 
termasuk penelusuran nilai untuk mendapatkan keyakinan 
bahwa saat informasi dicantumkan pada lebih dari satu 
tempat, informasi tersebut selalu dicatat dalam nilai yang 
sama, dan informasi tersebut selalu dicantumkan pada 
lebih dari satu tempat. 

7. Obserbasi (observation) 
Observasi melibatkan penggunaan indra perasa untuk 
menilai aktivitas tertentu. Terdapat banyak kesempatan 
bagi auditor untuk menggunakan indera penglihatan, 
pendengaran, perasa, dan penciuman mereka untuk 
menilai berbagai item yang sangat bervariasi selama 
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proses audit. Sebagai contoh, auditor dapat melakukan tur 
ke seluruh ruang pabrik untuk mengetahui tentang 
berbagai fasilitas yang dimiliki klien; mereka dapat melihat 
apakah peralatan yang ada sudah banyak berkarat 
sehingga mereka dapat mengevaluasi apakah peralatan 
tersebut sudah usang; dan mereka dapat melihat orang 
yang mengerjakan tugas akuntansi untuk memastikan 
apakah orang yang diberi tugas itu benar-benar 
melakukannya. 

 
Dokumentasi audit adalah catatan penting 

terakait prosedur audit yang digunakan, bukti yang didapatkan, 
serta kesimpulan yang diambil auditor selama pelaksanaan tugas, 
menurut standar auditing. Namun, sebagian besar dokumentasi 
disimpan dalam file terkomputerisasi, tetapi harus mencakup 
semua informasi yang diperlukan auditor untuk melakukan audit 
dengan baik dan mendukung laporan audit. Secara umum, tujuan 
dokumentasi audit adalah untuk memberi auditor keyakinan yang 
layak bahwa audit telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 
standar audit, terutama untuk audit tahun berjalan, dokumen audit 
menyediakan: 
1. Dasar perencanaan audit  
2. Pencatatan bukti serta hasil proses uji yang dikumpulkan  
3. penentuan data yang tepat dalam menentukan jenis 

laporan audit 
4. Dasar evaluasi baik oleh supervisor ataupun partner 
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BAB 5 
AUDIT PROGRAM 
 
Oleh Nilda Tartilla 
 
5.1 Pendahuluan 

Audit harus dilaksanakan secara konsisten. Untuk 
melaksanakan audit yang konsisten, maka auditor perlu membuat 
program audit. Kata “program audit” merujuk kepada satu paket 
prosedur audit. Program audit adalah suatu alat untuk 
merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan audit. 
Audit Program merupakan rangkaian kebijkan dan prosedur 
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh auditor, dengan tujuan 
untuk memudahkan koordinasi dan integrasi semua bagian 
pemeriksaan. Pada umumya audit program melibatkan petunjuk 
khusus bagaimana memperoleh gambaran secara menyeluruh 
terkait dengan audit proses yang akan dilakukan. Program audit 
disusun oleh tim audit. Dengan dibuatnya program audit, 
diharapkan auditor memperoleh bukti-bukti audit yang cukup 
melalui pengamatan, tanya jawab dan teknik lainnya sebagai dasar 
yang layak untuk pemberian pendapat atas ikhtisar laporan 
keuangan yang diperiksa. 

 

5.2 Program Kerja Audit 
5.2.1 Definisi Program Kerja Audit 

Program kerja audit merupakan kumpulan dari prosedur 
audit. Tujuan dibuatnya program kerja audit dimaksudkan untuk 
“mengatur secara sistematis prosedur audit atau langkah-langkah 
audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung”. Prosedur 
audit ini perlu diatur agar pelaksanaan audit tetap terjaga dan tidak 
menyimpang dari tujuan audit yang telah ditentukan. Program 
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kerja audit juga merupakan sarana informasi dan komunikasi baik 
antara ketua tim, anggota tim dan penanggung jawab audit.  

Menurut Sawyer et al (2005:205), program audit dirancang 
untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai : 
1. Apa yang akan dilakukan 
2. Kapan akan dilakukan  
3. Siapa yang akan melakukannya 
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 

 
5.2.2 Unsur-unsur Program Kerja Audit 

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam program 
audit. Unsur-unsur yang dimaksud adalah prosedur audit dan 
rencanan pelaksanaan pengujian. Program merupakan petunjuk 
atau pedoman dan prosedur atau langkah-langkah yang harus 
diikuti bagi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, sehingga 
bisa mencapai tujuan audit. Dengan adanya program audit yang 
baik, auditor akan dapat melaksanakan pemeriksaan dengan 
terarah dan sebaliknya jika tanpa program audit, pelaksanaan audit 
mungkin akan mengambang tanpa arah & tujuan. 

Program audit dapat dikatakan baik jika memenuhi lima 
unsur, yaitu:  
1. Jadwal audit, harus mencantumkan tanggal pelaksanaan 

audit, nama auditor yang melaksanakan serta jenis bukti 
yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 

2. Rencana audit, meliputi ruang lingkup audit, tujuan audit 
dan agenda audit mulai dari awal pelaksanaan sampai 
pelaporan atas tiap prosesnya secara spesifik. 

3. Pengelolaan, program audit dapat dijadikan sebagai alat 
untuk mengelola dan memastikan audit telah berjalan 
sesuai dengan jadwal dan tujuan. 

4. Laporan audit, sebagai laporan kepada pemegang saham 
mengenai proses audit dan hasil audit berupa temuan-
temuan. 
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5. Verifikasi, sebagai alat untuk menkonfirmasi temuan-
temuan kepada rekanan atas kegiatan audit yang telah 
dilakukan. Rekanan dapat menyetujui atau menolak atas 
hasil temuan dari kegiatan audit yang telah dilakukan. 
 

5.2.3 Tujuam Program Kerja Audit 
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan 

BPK (Juklak Pemeriksaan Keuangan), tujuan utama dari program 
kerja audit ada tiga, yaitu: 
1) Menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan audit, 

metodologi audit, dan kemungkinan peekerjaan lapangan 
yang harus dikerjakan. 

2) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan prosedur-
prosedur audit yang harus dilaksanakan. 

3) Memudahkan pengawasan dan reviu. 
 
Berdasarkan ketiga tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

suatu program kerja audit dituntut untuk mampu menunjukkan 
hubungan antara tujuan audit dan metodologi audit, yang 
digunakan untuk mencapai tujuan audit. Dalam program audit, 
metodologi audit yang akan digunakan harus efektif, serta 
pemilihan prosedur yang akan digunakan dalam program kerja 
audit juga harus efisien. Prosedur audit tersebut haruslah 
direncanakan dengan memadai, mengidentifikasi risiko audit, 
dicatat secara tertulis, dan disupervisi dengan tepat. Alasan yang 
mendukung program audit harus dibuat dengan baik adalah untuk 
memastikan auditor dapat memperoleh bukti audit yang layak dan 
cukup, agar mencegah kesalahpahaman dengan auditan. 

Di dalam program kerja audit, tercantum langkah-langkah 
audit yang digunakan oleh auditor dalam menjalankan 
pemeriksaan, yaitu: 
1) Auditor harus mengumpulkan bahan bukti audit; 
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2) Auditor dimungkinkan untuk mengemukakan pendapat 
terkait efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari suatu 
aktivitas yang akan diperiksa. 

 
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

tujuan dan arti penting program kerja audit adalah bagaimana agar 
tujuan audit yang telah ditetapkan oleh pemberi tugas dapat 
dicapai melalui beberapa langkah prosedural. Namun tidak hanya 
prosedur audit saja, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan audit 
harus diungkapkan dalam program kerja audit. Hal ini 
dimaksudkan agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan baik 
dan terarah. Agoes Sukrisno (2001:104) menyatakan “Audit 
program yang baik harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, 
audit prosedur yang akan dijalankan dan kesimpulan 
pemeriksaan”.  

 
5.2.4 Manfaat Program Kerja Audit 

Program kerja audit juga memiliki manfaat penting 
lainnya, diantaranya adalah : 
1. memberikan rencana sistematis untuk setiap 

tahapan pekerjaan audit; 
2. merupakan dasar penugasan auditor; 
3. menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan 

pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang 
sudah direncanakan; 

4. memungkinkan supervisor dan manajer 
membandingkan pelaksanaan pekerjaan audit 
dengan rencana yang sudah disepakati, dan dengan 
kebijakan serta standar yang telah ditetapkan;  

5. dapat mengurangi waktu pengawasan atau supervisi 
langsung yang dibutuhkan, 

6. menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit untuk 
mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. 
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5.3 Program Audit Laporan Keuangan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 

Berikut ini adalah contoh master program audit Kantor 
Akuntan Publik (KAP). KAP Chris Martin & Rekan menyusun 
program audit atas laporan keuangan kliennya, yaitu PT Adventure 
Nusantara. Program audit yang dibuat sesuai dengan akun-akun 
yang tersaji dalam laporan keuangan PT Adventure Nusantara. 
 

KANTOR AKUNTAN CHRIS MARTIN & REKAN   

Formulir No. : 
Edaran No.    : 
KKP No.          : 

   

       

       

PROGRAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN    

Periode Audit 2021    

       

 KLIEN  :    

     PT Adventure Nusantara    

       

    Dilaksa-
nakan 

No. 
KKP 

Tanggal 
& 

A. AUDIT KAS oleh :   Paraf 

 1. Adakan kas opname. Martin F-1   

 2. Buat daftar bon sementara dan bukti-
bukti yang belum dibukukan. 

      

 3. Buat berita acara kas opname. Martin F-1   

 4. Lakukan penarikan saldo kas opname ke 
saldo kas pada tanggal neraca (bila 
perlu). 

Martin F-1   

 5. Periksa bukti-bukti yang jumlahnya 
material untuk A.4 diatas. 

Martin F-1   

 6. Periksa kebenaran pisah batas sebelum 
dan sesudah tanggal neraca. 

Martin     F-1   
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B. AUDIT BANK      

 1. Dapatkan daftar bank beserta 
alamatnya. 

Martin F-2   

 2. Siapkan dan kirim surat konfirmasi. Martin F-2   

 3. Periksa rekonsiliasi yang dibuat 
perusahaan. 

Martin F-2   

 4. Periksa transaksi yang material dalam 
rekonsiliasi ke rekening koran periode 
berikutnya. 

Martin F-2   

 5. Test nilai saldo bank dalam valuta asing 
per tanggal neraca dengan 
menggunakan kurs yang berlaku. 

Martin F-2   

 6. Cocokkan jawaban konfirmasi. Martin F-2   

          

C. AUDIT DEPOSITO BERJANGKA / SURAT 
BERHARGA 

      

 1. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       

 2. Bandingkan sertifikatnya bila ada atau 
lakukan konfirmasi (bila banknya sama 
dengan ad B, cukup satu form 
konfirmasi). 

      

 3. Analisis pendapatan bunganya dan 
pisah batas bunga per tanggal neraca. 

      

 4. Cocokkan jawaban konfirmasi.       

 5. Test nilai saldo deposito dalam valuta 
asing per tanggal neraca dengan 
menggunakan kurs yang berlaku. 

      

 6. Bila sertifikat tidak ada, minta 
penjelasan, apakah sertifikat tersebut 
digunakan untuk jaminan. 

      

 7. Bila kegiatan transaksi surat berharga 
dilakukan oleh fund manager (pihak III), 
dapatkan laporan periodik fund 
manager dan lakukan konfirmasi. 

      

 8. Bila surat berharga disimpan pada 
penyimpanan (custodian), lakukan 
konfirmasi. 

      

 9. Pelajari penilaian surat berharga.       

  
 
 

        



 

81 

D. AUDIT PIUTANG USAHA        

  1. Dapatkan daftar piutang (atau buat 
yang bersaldo material) disertai 
alamatnya dengan memperhatikan 
kelengkapan dan kebenaran nama 
debitur. 

   

 2. Cocokkan saldo debitur dengan 
kartu piutang dan buku besarnya. 
Lakukan reklasifikasi untuk yang 
bersaldo kredit dan bersifat non 
usaha. 

   

 3. Kirim permintaan konfirmasi positif , 
catat alasannya bila pimpinan 
berkeberatan. 

   

 4. Konfirmasi yang tidak diterima 
jawabannya periksa bukti-bukti 
pendukungnya atau pelunasan 
setelah tanggal neraca. 

   

 5. Penerimaan jawaban konfirmasi :    

 a. Cocokkan jawabannya dengan 
daftar piutang, untuk yang 
selisih agar direkonsiliasi. 

b. Bahas dengan klien bila 
alamatnya tidak dikenal. 

c. Buatlah Ikhtisar Jawaban 
Konfirmasi. 

   

 6. Periksa dan bahas dengan klien 
untuk piutang yang telah lama tidak 
ditagih. 

   

 7. Lakukan prosedur pisah batas 
selama 7 hari atas penjualan, retur 
penjualan dan penerimaan kas 
dengan memperhatikan 
kemungkinan penggeseran periode. 

   

 8. Apabila terdapat piutang dalam mata 
uang asing, yakinkan penggunaan 
kurs pada tanggal neraca yang 
dilakukan konsisten. 

   

 9. Periksa perjanjian kredit, risalah 
rapat dan jawaban konfirmasi untuk 
menentukan bila terdapat piutang 
usaha yang dijaminkan pada pihak 
ketiga. 

   



 

82 

 10. Lakukan penilaian atas kewajaran / 
kecukupan penyisihan piutang ragu-
ragu , bila telah layak dan konsisten 
dengan tahun lalu. 

   

 11. Khusus untuk cadangan piutang 
ragu-ragu, periksa bila telah sesuai 
dengan Keputusan Menteri 
Keuangan  R.I. No.959 / KMK.04 / 
1983. 

   

 12. Periksa kemungkinan adanya 
transaksi fiktif ; 
a. Test kelengkapan bukti 

penjualan dan PPN 
b. Kelayakan jurnal atau memo 

kredit. 

   

 13. Untuk piutang hubungan istimewa : 
a. Teliti kewajaran harga, jumlah 

barang yang dijual, syarat 
pembayaran dan lainnya. 

b. Pertimbangkan untuk 
menyajikan tersendiri dalam 
kelompok " Piutang dalam 
hubungan istimewa ". 

   

          

E. AUDIT PIUTANG LAIN - LAIN       

 1. Dapatkan daftar piutang (atau buat yang 
bersaldo material) disertai alamatnya 
dengan memperhatikan kelengkapan 
dan kebenaran nama debitur. 

      

 2. Cocokkan daftar debitur dengan buku 
tambahan dan buku besarnya. Lakukan 
reklasifikasi untuk yang bersaldo kredit. 

      

 3. Siapkan dan kirim surat konfirmasi 
positif dan cocokkan jawabannya. 

      

 4. Periksa perjanjian bila ada; mengenai 
bunga, jaminan dan jatuh waktu. 

      

 5. Periksa subsequent collections.       

 6. Test dokumen pendukungnya dan 
catatlah materinya. 

      

 7. Bila ada penghapusan piutang, teliti 
alasan penghapusannya dan 
kelengkapan otorisasinya 
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F. AUDIT UANG MUKA       

 1. Dapatkan daftar uang muka beserta 
alamatnya. 

      

 2. Cocokkan  daftar uang muka dengan 
buku tambahan uang muka dan buku 
besarnya. 

      

 3. Periksa kontrak dan dokumen 
pendukungnya serta penyelesaiannya 
diperiode mendatang. 

      

          

G. AUDIT PERSEDIAAN        

 1. Buatlah denah penyimpanan barang, 
jelaskan pelaksanaan 
administrasinya, catat 
kelemahannya. 

      

 2. Adakan observasi penghitungan 
persediaan : 
a. Mengamati prosedur dan 

pelaksanaan penghitungan 
persediaan perusahaan yang 
berjumlah material. 

b. Lakukan test penghitungan dan 
bandingkan dengan catatan 
perusahaan. 

c. Pastikan bahwa barang-barang 
konsinyasi, rusak, usang telah 
dipisahkan dan diberi catatan. 

d. Periksa cut-off atas 
penerimaan, pengeluaran 
ataupun perpindahan barang. 

e. Periksa kelayakan dan 
kecukupan jurnal koreksi 
sehubungan dengan observasi 
penghitungan persediaan. 

f. Periksa transaksi antara 
tanggal penghitungan dengan 
tanggal neraca. 

   

 3. Periksa ketelitian pembelian dengan 
: 
a. Test footing dan cross footing 

dibuku pembelian. 
b. Test ke Permohonan Pembelian, 

Surat Pesanan, Surat Jalan, 
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Tanda Terima Barang dan 
Faktur untuk harga, jenis, 
kwantitas dan nama supplier. 

c. Periksa kebenaran 
penghitungan matematis dari 
dokumen pada butir b. di atas. 

d. Lakukan scanning atas 
pembelian barang yang besar 
serta returnya. 

e. Bandingkan harga beli dengan 
daftar harga atau patokan harga 
yang ada di perusahaan. 

 4. Periksa kelayakan perlakukan biaya-
biaya sehubungan dengan pembelian 
(angkut, komisi pajak, dan 
sebagainya) dan syarat pembelian 
maupun potongan harga. 

   

 5. Adakan analisis arus barang dan 
catat volume pembelian dari 
perusahaan yang mempunyai 
hubungan istimewa serta pembelian 
barang yang dibebani dengan PPN 
Masukan. 

   

 6. Lakukan penelahaan analitis 
mengenai hubungan antara PPN 
masukan dengan jumlah pembelian. 

   

 7. Apabila pembelian telah dicatat 
untuk barang-barang yang masih 
berada pada gudang penjual, periksa 
kontrak pembeliannya. 

   

 8. Lakukan cut-off prosedur dengan 
meneliti transaksi selama ………hari 
sebelum dan sesudah tanggal neraca. 

   

          

H. AUDIT BIAYA DIBAYAR DI MUKA        

 1. Dapatkan / buat daftar biaya dibayar di 
muka. 

      

 2. Cocokkan daftar biaya dibayar di muka 
dengan buku tambahan dan buku 
besarnya. 

      

 3. Periksa perjanjian dan dokumen 
pendukungnya. 

      

 4. Khusus untuk asuransi :       
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  a.  Lihat polis asuransi, jumlah premi, 
syarat bayar premi, yang 
dipertanggungkan dan jumlahnya. 

      

  b. Jika nama tertanggung bukan 
perusahaan, catat dalam kertas 
kerja. 

      

  c. Periksa pembukuan atas potongan 
premi. 

      

 5. Test perhitungan amortisasinya untuk 
akuntansi dan Pajak Penghasilan, 
khususnya untuk sewa dibayar di muka. 

      

          

I. AUDIT PIUTANG AFILIASI / HUBUNGAN 
REKENING KORAN 

      

 1. Dapatkan daftar piutang afiliasi dan 
cocokkan dengan buku tambahan dan 
buku besarnya. 

      

 2. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       

 3. Test dokumen pendukungnya dan catat 
materi dari transaksi serta jelaskan 
hubungan dan sifatnya maupun tingkat 
bunga, jaminan serta jatuh waktunya. 

      

 4. Cocokkan jawaban konfirmasi.       

 5. Adakan analisis atas kewajaran 
transaksinya. 

      

          

J. AUDIT INVESTASI       

 1. Dapatkan laporan audit atau intern dari 
anak perusahaan. Catat jumlah dividen 
(bila ada), persentase pemilikan saham 
serta kegiatannya. 

      

 2. Dapatkan akte notaris dan bandingkan 
dengan J.1 dan buku besarnya. 

      

 3. Pelajari metode investasi.       

 4. Bila perlu, kirim surat konfirmasi dan 
periksa jawabannya. 

      

          

K. AUDIT AKTIVA TETAP       

 1. Buat ikhtisar harga beli aktiva tetap 
dengan judul : Saldo awal, Mutasi 
(tambah, kurang), Saldo klien, 
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Koreksi (debet, kredit ), Saldo akhir, 
Nilai buku, Nilai pertanggungan 
asuransi. 

 2. Tanah 
a. Dapatkan daftar lokasi tanah 

dan harganya serta bandingkan 
dengan saldo buku besar. 

b. Lihat sertifikat asli setiap tahun 
bila tidak dijaminkan. 

c. Cantumkan dalam KKP, atas 
nama sertifikat. 

d. Dapatkan fotocopy akte dari 
tanah yang dibeli selama 
periode pemeriksaan. 

e. Periksa pertambahan dan 
pengurangan tanah dengan 
dokumen pendukungnya. 

   

 3. Bangunan 
a. Dapatkan daftar bangunan, 

luasnya dan harganya serta 
bandingkan dengan saldo buku 
besar. 

b. Cek ijin bangunan untuk 
luasnya. 

c. Periksa kontrak pembangunan 
pada tahun pembangunan. 

d. Amati fisik bangunan dan 
bandingkan dengan daftar 3.a. 

e. Periksa pertambahan dan 
pengurangan bangunan dengan 
dokumen pendukungnya. 

   

 4. Prasarana 
a. Dapatkan daftar lokasi 

prasarana dan harganya serta 
bandingkan dengan saldo buku 
besar. 

b. Periksa kontrak pembangunan 
pada tahun pembangunan. 

c. Amati fisik prasarana yang 
material dan bandingkan 
dengan daftar 4.a. 

d. Periksa pertambahan dan 
pengurangan prasarana dengan 
dokumen pendukungnya. 
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 5. Mesin - mesin dan Alat Lapangan 
a. Dapatkan daftar mesin-mesin 

dan alat lapangan dan harganya, 
bandingkan dengan saldo buku 
besar. 

b. Periksa kontrak pembelian, 
BPKB. 

c. Jika hargaanya material, lihat 
fisiknya. 

d. Periksa pertambahan dan 
pengurangan mesin-mesin dan 
alat lapangan dengan dokumen 
pendukungnya. 

   

 6. Kendaraan 
a. Dapatkan daftar kendaraan 

(darat, air, udara ) dan harganya 
serta bandingkan dengan saldo 
buku besar. 

b. Lihat BPKB maupun 
sertifikatnya, bila tidak 
dijaminkan. 

c. Periksa pertambahan dan 
pengurangan kendaraan dengan 
dokumen pendukungnya. 

d. Tandai kendaraan yang 
disimpan di kantor setelah jam 
kerja. 

   

 7. Inventaris 
a. Dapatkan daftar inventaris, 

lokasinya dan harganya serta 
bandingkan dengan saldo buku 
besar. 

b. Dapatkan keterangan tentang 
batas minimum yang 
dikapitalisasi. 

c. Periksa pertambahan dan 
pengurangan inventaris dengan 
dokumen pendukungnya 
dengan memperhatikan 7.b. 

   

 8. Buat ikhtisar akumulasi penyusutan 
aktiva tetap dengan judul ; Saldo 
awal, Mutasi (tambah, kurang), Saldo 
klien, Koreksi (debet, kredit ), Saldo 
akhir, Alokasi penyusutan harga 
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pokok, biaya umum, biaya penjualan. 

 9. Cantumkan metode dan persentase 
penyusutan serta konsistensi dengan 
tahun sebelumnya serta adakan 
analisa global. 

   

 10. Adakan analisa rugi / laba penjualan 
aktiva tetap ataupun yang 
dihapuskan. 

   

 11. Hitunglah penyusutan aktiva tetap 
berdasarkan Undang - Undang Pajak 
Penghasilan dengan mengisi 
formulir No.24A / CE5z 

   

          

L. AUDIT AKTIVA LAIN - LAIN.       

 1. Biaya Pra-Operasi.       

  a. Dapatkan daftar biaya pra-operasi, 
biaya yang tidak mempunyai 
manfaat di masa depan dikoreksi  
ke laba rugi.  

      

  b. Cocokkan daftar biaya pra-operasi 
dengan buku tambahan dan buku 
besar. 

      

  c. Test dokumen pendukungnya dan 
catat materinya. 

      

  d. Teliti pisah batas periode pra-
operasi, cocokkan dengan 
dokumen ekstern (bila ada). 

      

  e. Test perhitungan amortisasinya 
untuk akuntansi. Untuk Pajak 
Penghasilan biaya amortisasi 
tersebut dikoreksi karena biaya 
pra-operasi dianggap initial loss. 

      

 2. Selisih Kurs Ditangguhkan.       

  a. Buatkan rincian saldo awal, beban 
ke rugi laba dan saldo akhir. 

      

  b. Test perhitungan amortisasinya, 
apakah sebanding dengan 
pembayaran dan nilai bukunya. 

      

          

M. AUDIT HUTANG BANK.       

 1. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       
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 2. Periksa atas rekonsiliasi yang dibuat 
perusahaan. 

      

 3. Periksa transaksi yang material dalam 
rekonsiliasi ke rekening koran periode 
berikutnya, termasuk beban bunga 
untuk periode berjalan. 

      

 4. Periksa perjanjian hutang dan minta 
copynya serta catat materi yang penting. 
Bila ada perpanjangan, minta juga 
copynya. 

      

 5. Cocokkan jawaban konfirmasi.       

          

N. AUDIT HUTANG USAHA       

 1. Dapatkan daftar hutang usaha (atau 
buat yang bersaldo material) disertai 
alamatnya dengan kelengkapan nama 
kreditur. 

      

 2. Cocokkan daftar hutang usaha dengan 
buku tambahan dan buku besar. 

      

 3. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       

 4. Cocokkan jawaban konfirmasi.       

 5. Periksa dan bahas dengan klien untuk 
hutang yang telah lama tidak dibayar. 

      

 6. Test hutang usaha dalam valuta asing 
per tanggal neraca dengan 
menggunakan kurs yang berlaku. 

      

 7. Untuk konfirmasi yang tidak diterima 
jawabannya, test dokumen 
pendukungnya dan subsequent 
payment untuk jumlah yang material. 

      

 8. Untuk hutang hubungan istimewa, 
periksa kewajaran harga jual dan syarat 
pembayarannya serta pertimbangkan 
untuk disajikan dalam "Hutang dalam 
hubungan istimewa". 

      

 9. Catat materi untuk setiap rekanan.       

          

O. AUDIT HUTANG PAJAK       

 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 
Pasal 21 ) 
a. Dapatkan daftar utang pph 

pasal 21 
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b. Dapatkan bukti Surat Tagihan 
Pajak asli, pisahkan pokok pajak 
dengan bunga dan denda pajak. 
Klasifikasi pokok pajak sebagai 
setoran pajak tahun berjalan 
serta bunga dan denda sebagai 
tahun berjalan. 

c. Dapatkan bukti Surat Ketetapan 
Pajak asli, pisahkan pokok pajak 
dengan bunga dan denda pajak. 
Koreksi pokok pajak serta 
bunga dan denda pajak sebagai 
beban tahun berjalan sesuai 
akunnya masing-masing. 

d. Yakinkan pemotongan PPh 
pasal 21 atas imbalan jasa 
kepada tenaga ahli, komisi 
honorer hadiah undian telah 
sesuai dengan UU No.10. 

e. Periksa pembayaran PPh pasal 
21 selama tahun berjalan ke 
Surat Setoran Pajak, Bukti 
Pemotongan PPh pasal 21 dan 
surat Pemberitahuan Masa PPh 
Karyawan pasal 21. 

f. Dapatkan SPT tahunan PPh 
pasal 21 ( Formulir 1721 ). 

g. Yakinkan bahwa biaya obyek 
PPh pasal 21 telah dilaporkan 
sesuai dengan formulir 1721. 

h. Rekonsiliasi hutang PPh pasal 
21 menurut daftar dengan 
formulir 1721. 

i. Yakinkan biaya obyek PPh Pasal 
23 yang tidak dikenakan pajak 
memang bebas dari 
pemotongan PPh karena ada 
surat keterangan bebas 
pemungutan Pajak Penghasilan 
dari Kantor Pelayanan Pajak. 

 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 
pasal 23 ) 
a. Dapatkan daftar hutang PPh 

pasal 23. 
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b. Dapatkan bukti Surat Tagihan 
Pajak asli, pisahkan pokok pajak 
dengan bunga dan denda pajak. 
Klasifikasi pokok pajak sebagai 
setoran pajak tahun berjalan 
serta bunga dan denda sebagai 
beban tahun berjalan. 

c. Dapatkan bukti Surat Ketetapan 
Pajak asli, pisahkan pokok pajak 
dengan bunga dan denda pajak. 
Koreksi pokok pajak serta 
bunga dan denda pajak sebagai 
beban tahun berjalan sesuai 
akunnya masing-masing. 

d. Dapatkan pembayaran / 
kewajiban kepada Wajib Pajak 
dalam negeri yang merupakan 
obyek PPh pasal 23, yang 
dipisahkan dari amortisasi yang 
PPh pasal 23nya dibayar tahun 
berjalan ( seperti sewa, dividen 
kepada pribadi, jasa teknik dan 
manajemen kepada badan 
hukum, royalty, bunga dalam 
negeri ). 

e. Yakinkan pemotongan PPh 
pasal 23 atas pembayaran / 
kewajiban seperti pada 6.d telah 
sesuai dengan UU no.10. 

f. Periksa pembayaran PPh pasal 
23 selama tahun berjalan ke 
Surat Setoran Pajak, Bukti 
Pemotongan PPh pasal 23, dan 
Surat Pemberithuan Masa PPh 
pasal 23. 

g. Yakinkan seluruh biaya obyek 
PPh pasal 23 telah dipungut / 
dipotong PPh pasal 23nya. 

h. Yakinkan biaya obyek PPh Pasal 
23 yang tidak dikenakan pajak 
memang bebas dari 
pemotongan PPh karena ada 
surat keterangan bebas 
pemungutan Pajak Penghasilan 
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dari Kantor Pelayanan Pajak, 
pembayaran bunga kepada bank 
atau lembaga keuangan dalam 
negeri, sewa dari perusahaan 
leasing yang merupakan 
transaksi sewa guna usaha 
dengan hak opsi. 

3. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 
a. Buatlah daftar PPN Masukan 

dan Keluaran bulanan. 
b. Cocokkan jumlah yang 

tercantum pada daftar tersebut 
dengan bukti asli PPN / Faktur 
Pajak. 

c. Lakukan penelaahan analitis 
untuk PPN Masukan. 

d. Lakukan penelaahan analitis 
untuk PPN Keluaran. 

e. Yakinkan bahwa jumlah PPN 
Masukan yang dikreditkan 
terhadap PPN Keluaran 
mempunyai masa tahun yang 
sama. 

    
 

      

P. AUDIT HUTANG LAIN - LAIN       

 1. Dapatkan daftar hutang lain-lain (atau 
cukup buat yang memiliki saldo 
material) disertai alamatnya dengan 
memperhatikan kelengkapan nama 
kreditur. 

      

 2. Cocokkan daftar kreditur dengan buku 
tambahan dan buku besarnya. 

      

 3. Siapkan dan kirim surat konfirmasi serta 
cocokkan jawabannya. 

      

 4. Periksa perjanjian (bila ada); mengenai 
bunga, jaminan dan jatuh waktu. 

      

 5. Periksa subsequent payment.       

 6. Test dokumen pendukungnya dan catat 
materinya. 

      

          

Q. AUDIT BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR       

 1. Dapatkan daftar biaya masih harus       
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dibayar. 

 2. Cocokkan daftar biaya masih harus 
dibayar dengan buku tambahan dan 
buku besarnya. 

      

 3. Test dokumen pendukungnya atau 
lakukan penelaahan analitis. 

      

 4. Periksa subsequent payment untuk 
dasar koreksi pencadangan biaya. 

      

 5. Lakukan prosedur pisah batas 
selama……..bulan. 

      

          

R. AUDIT HUTANG AFILIASI / HUBUNGAN 
REKENING KORAN 

      

 1. Dapatkan daftar hutang afiliasi dan 
cocokkan dengan buku tambahan dan 
buku besarnya. 

      

 2. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       

 3. Test dokumen pendukungnya dan catat 
materi dari transaksi serta jelaskan 
hubungan dan sifatnya maupun tingkat 
bunga, jaminan serta jatuh waktunya. 

      

 4. Cocokkan jawaban  konfirmasi.       

 5. Adakan analisis atas kewajaran 
transaksinya. 

      

          

S. AUDIT HUTANG JANGKA PANJANG       

 1. Dapatkan daftar hutang jangka panjang.       

 2. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       

 3.  Bandingkan perjanjian pinjaman dengan 
daftar S.1 dan catat jaminannya dan 
angsurannya. 

      

 4. Adakan penelaahan analitis atas 
bungannya. 

      

 5. Cocokkan jawaban konfirmasi.       

 6. Test penghitungan Bagian Lancar 
Hutang Jangka Panjang. 

      

          

T. AUDIT HUTANG SUBORDINASI       

 1. Dapatkan daftar hutang subordinasi.       

 2. Siapkan dan kirim surat konfirmasi.       
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 3. Bandingkan perjanjian hutang 
subordinasi dengan daftar T.1 dan catat 
jaminannya, bunga maupun syarat 
lainnya. 

      

 4. Cocokkan jawaban konfirmasinya.       

          

U. AUDIT MODAL SAHAM       

 1. Dapatkan daftar pemegang saham, 
alamat dan jumlah modal yang disetor. 

      

 2. Bandingkan daftar di atas dengan buku 
besarnya. 

      

 3. Bandingkan akte notaris terakhir 
dengan daftar pada U.1 

      

 4. Perhatikan, apakah akte pendirian atau 
akte-akte perubahan anggaran dasar 
telah disahkan Menteri Kehakiman. 

      

 5. Jika kerugian suatu PT yang telah 
didaftarkan pada Lembaran Negara 
melebihi 75% dari modal, cantumkan 
rencana perusahaan dimasa mendatang. 

      

 6. Untuk CV, cantumkan : pesero aktif, 
pesero diam, persentase pemilikan 
modal atau persentase pembagian laba. 

      

 7. Catat susunan pimpinan perusahaan 
pada tanggal neraca dan bandingkan 
dengan akte yang terakhir. 

      

 8. Catat kegiatan utama perusahaan.       

          

V. AUDIT PENJUALAN       

 1. Buatlah kertas kerja utama dengan 
kolom : Saldo klien, Koreksi (debet dan 
kredit), Saldo Audit, Saldo tahun lalu, 
Selisih ( Rp dan % ) dan keterangan, 
serta kertas kerja pendukung yang 
dipandang informatif untuk disajikan 
dalam Keterangan Tambahan. 

      

 2. Cocokkan kertas kerja tersebut dengan 
saldo buku besar, buku tambahan dan 
catat prosedur tersebut pada kertas 
kerja utama serta lakukan footing dan 
cross footing. 

   

 3. Lakukan scanning atas buku besar    
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masing-masing pos dengan 
memperhatikan ; materi, jumlah Rp, 
fluktuasinya, serta cut - offnya untuk 7 
hari sebelum dan sesudah tanggal 
neraca dan bandingkan dengan 
laporan dari perusahaan. 

 4. Cantumkan dalam kertas kerja tentang 
pokok-pokok perjanjian dengan agen 
tunggal, distributor utama serta 
perjanjian lainnya termasuk royalty. 

   

 5. Perhatikan kelayakan perlakuan 
akuntansinya dan sistim internal 
control untuk hasil penjualan 
sampingan, barang sisa dan bahan 
baku dan tentukan kecukupan 
pelaporan biaya yang berkaitan 
dengan penjualan seperti komisi, 
hadiah, potongan, royalty, PPN 
Keluaran dan lainnya. 

   

 6. Pastikan bahwa penjualan ( 
pendapatan ) telah disajikan dengan 
tepat, pengungkapan yang perlu 
dimuat dan kesesuaian dengan SAK 
yang diterapkan konsisiten. 

   

          

W. AUDIT HARGA POKOK PENJUALAN       

 1. Buatlah kertas kerja utama dengan 
kolom : Saldo klien, Koreksi (debet dan 
kredit), Saldo Audit, Saldo tahun lalu, 
Selisih (Rp dan % ) dan keterangan, 
serta kertas kerja pendukung yang 
dipandang informatif (dirinci 
berdasarkan klasifikasi barang sesuai 
dengan buku besar / buku tambahan). 

      

 2. Cocokkan kertas kerja tersebut dengan 
saldo buku besar, buku tambahan dan 
catat prosedur tersebut pada kertas 
kerja utama serta lakukan footing dan 
cross footing. 

   

 3. Lakukan scanning atas buku besar 
masing-masing barang dengan 
memperhatikan ; materi, jumlah Rp, 
fluktuasinya, serta cut - offnya pada 
akhir dan awal tahun. 
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 4. Adakan analisis arus barang untuk 
barang - barang utama yang 
diperdagangkan dan hitung harga 
pokok penjualan dengan 
menggunakan rata - rata harga beli 
serta bandingkan dengan laporan dari 
perusahaan. 

   

 5. Adakan vouching dengan 
memperhatikan konsistensi atas 
klasifikasi barang. 

   

 6. Adakan analisis untuk harga pokok 
penjualan berdasarkan klasifikasi 
barang yang berfluktuasi besar 
dibandingkan tahun lalu. 

7. Cross index pos persediaan awal 
dengan kertas kerja pemeriksaan 
tahun lalu. 

   

          

X. AUDIT BEBAN USAHA       

 1. Dapatkan rincian beban usaha, 
kelompokkan menjadi 2: 
- Beban Pemasaran 
- Beban Administrasi & Umum 

      

 2. Lakukan Vouching atas beban- beban 
tersebut dan copy bukti pengeluaran 
yang material 

   

 3. Analisa kewajaran dari biaya- biaya 
tersebut 

   

          

Y. AUDIT HASIL DAN BEBAN LAIN - LAIN       

 1. Dapatkan rincian pendapatan dan 
beban lain- lain 

      

 2. Lakukan Vouching atas pendapatan 
dan  beban tersebut dan copy bukti 
penerimaan dan pengeluaran yang 
material 

3. Analisa kewajaran dari pendapatan 
dan biaya- biaya tersebut 

   

          

Z. AUDIT PAJAK PENGHASILAN ATAS LABA        

 1. Periksa pengelompokan aktiva tetap 
dan metode penyusutan dari penyajian 
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untuk Akuntansi ke penyajian untuk 
Pajak Penghasilan ( Form No. : 24 / 
CE5 ). 

 2. Periksa pengelompokkan aktiva tak 
berwujud dari penyajian untuk 
akuntansi ke penyajian untuk Pajak 
Penghasilan ( Form No.: 25A / CE5 ). 

   

 3. Periksa kebenaran pencadangan / 
pembayaran PPh 23 / PPh 21 
berdasarkan pencadangan beban atau 
pembayarannya mana yang lebih dulu. 

   

 4. Periksa kelayakan pengurangan laba 
untuk penghsilan yang bebas PPh atau 
telah dipotong PPh final : misalnya 
dividen, bunga deposito, jasa giro dan 
lain - lain. 

   

 5. Lakukan koreksi positif dan negatif 
atas laba untuk akuntansi atas beban - 
beban yang tidak diakui oleh fiskus 
dan hasil yang bebas pajak / telah 
telah dipotong PPh final. 

   

 6. Bila terdapat kerugian pada tahun - 
tahun lalu (maks. 5 tahun) dapat 
dikompensasi dengan laba untuk Pajak 
Penghasilan tahun berjalan. 

   

 7. Bila perlu, fotocopy SPT, PPh dan 
cocokkan dengan penghitungan audit. 

   

 8. Pastikan bahwa : 
a. Pajak bulanan dan kekurangan 

pajak telah disetor menurut 
ketentuan. 

b. Kelebihan bayar telah diminta 
restitusi. 

   

          

ZA. AUDIT KEJADIAN SETELAH TANGGAL 
NERACA. 

      

 1. Bacalah risalah rapat pemegang saham 
dan direksi dari akhir tahun sampai 
tanggal……………………buatlah resume. 

      

 2. Lihat sepintas (scan) catatan 
pembukuan untuk transaksi tidak 
biasa yang jumlahnya material dari 
akhir tahun sampai 
tanggal………………..untuk buku besar, 
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jurnal memo, transaksi kas dan bank, 
buatlah resume. 

 3. Telaah dan periksa peristiwa yang 
dipandang penting, antara lain ; 
a. Kebangkrutan langganan utama 

atau anak perusahaan. 
b. Kebakaran / bencana yang 

menimpa perusahaan. 
c. Perubahan kontrak dan harga jual 

produk secara drastis. 
d. Perubahan kontrak dan harga beli 

barang secara drastis. 
e. Rencana perluasan, penutupan 

sebagian atau seluruh usaha. 

   

 4. Dapatkan konfirmasi secara tertulis 
dari penasehat hukum seperti perkara 
pengadilan yang belum selesai, 
kewajiban bersyarat, dan lain-lain. 

   

 5. Cantumkan dalam surat pernyataan 
klien, bila ada kejadian sesudah 
tanggal neraca yang berpengaruh 
material terhadap laporan keuangan 
yang perlu diungkapkan dalam catatan 
atas laporan keuangan. 

   

       

       

Catatan:     

 a. Tick mark :       

  o  : Tidak berlaku     

  x : Tidak dikerjakan      

 b. Kesimpulan dicantumkan pada kertas 
kerja. 

   

 
Ditelaah oleh 
Nama  : 
Tanggal : 
Paraf  : 
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BAB 6 
SAMPLING AUDIT 
 
Oleh Ari Utomo Saputra 
 
6.1 Pengertian Sampling Audit Laporan Keuangan 

Sampel adalah Ketika auditor tidak perlu memeriksa semua 
bukti transaksi yang ada untuk mendapatkan bukti yang cukup 
dalam setiap pemeriksaan, auditor juga harus memikirkan 
seberapa besar manfaat dan biaya yang dibutuhkan dalam 
pemeriksaan (Raharja S, 2008). Sampling Audit adalah penerapan 
prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dari suatu 
populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit 
sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih serta 
memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik 
kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. (Institut Akuntan 
Publik Indonesia, 2013).  

 

6.2 Tujuan Sampling Audit 
Oktaviani & Rustam, (2018) dalam artikelnya 

menjelaskan bahwa tujuan Sampling audit laporan keuangan 
dilakukan untuk mengurangi risiko audit dan meningkatkan 
kepercayaan terhadap laporan keuangan yang diaudit. 
Sedangkan menurut Menurut Kieso & Warfield, (2016) dalam 
bukunya menjelaskan bahwa tujuan sampling audit laporan 
keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan 
yang diaudit memberikan gambaran yang tepat dan dapat 
diandalkan tentang keadaan keuangan suatu perusahaan. 
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6.3 Manfaat Sampling Audit 
Auditor juga harus mempertimbangkan kondisi 

keuangan dan lama pekerjaan yang diperlukan untuk 
mengaudit Sebagian data maupun secara keseluruhan data 
dalam pekerjaan profesionalnya. Terdapat pertimbangan 
auditor dalam memilih sampling jika kondisi keuangan dan 
lama pekejaan yang diperlukan untuk memeriksa seluruh data 
lebih besar daripada dampak negatif yang dapat disebabkan 
oleh peluang kesalahan auditor dalam membemberikan 
pendapat dalam memeriksa sampel. (Halim, 2001). Mulyadi 
(2018) mengatakan bahwa manfaat sampling audit adalah 
dapat menyesuaikan lama pekerjaan dan biaya yang 
dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan dan dapat 
memeroleh bukti audit yang cukup tentang kebenaran dan 
kelengkapan informasi laporan keuangan yang diperiksa. 
 

6.4 Metode Sampling Audit Laporan Keuangan 
1.  Metode Sampling Atribut (Pengujian Pengendalian)  

 Metode sampling atribut digunakan untuk 
mengevaluasi seberapa patuh suatu populasi terhadap 
peraturan perusahaan atau pemerintah. Setelah 
menentukan ukuran sampel yang cukup besar dan 
mewakili populasi yang akan diuji, auditor harus menguji 
setiap item dalam sampel untuk memastikan apakah 
mereka memenuhi atau tidak kriteria yang ditetapkan. 
(Agoes, 2012). 

Auditor dapat menggunakan metode sampling atribut 
untuk mengukur tingkat kepatuhan suatu populasi 
terhadap kebijakan perusahaan atau peraturan 
pemerintah. Auditor menentukan ukuran sampel yang 
representatif dan mengambil sampel secara acak dari 
populasi yang akan diuji. Setelah mengevaluasi hasil 
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sampel, auditor membuat kesimpulan tentang tingkat 
kepatuhan atau ketidakpatuhan populasi. (Mulyadi, 2011). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
metode Dalam audit laporan keuangan, pengambilan 
sampel atribut digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan 
atau ketidakpatuhan populasi terhadap kriteria yang 
ditetapkan. Untuk melakukan ini, auditor harus 
menentukan ukuran sampel yang cukup besar, mewakili 
populasi yang akan diuji, dan menguji setiap item dalam 
sampel untuk menentukan apakah mereka memenuhi atau 
tidak kriteria yang ditetapkan. 

Untuk mengevaluasi pengendalian internal 
perusahaan, auditor akan menggunakan sampling. Tidak 
selalu pemeriksaan melibatkan pengujian pengendalian. 
Dengan menggunakan strategi pemeriksaan berikut, 
auditor bisa memperhitungkan hubungan antara risiko 
pengendalian pada saat pertama yang sudah disusun: 

 
Tabel 6.1. Strategi Pemeriksaan Risiko Pengendalian 

Risiko Pengendalian Pendekatan Pemeriksaan 
High (Maximum) Tidak bergantung pada 

pengendalian. Pengujian 
substantif langsung (substantive 
approach) dapat dilakukan oleh 
pemeriksa tanpa menguji 
pengendalian. 

Medium Sebagian bergantung pada 
pengendalian. Pemeriksa dapat 
melakukan pemeriksaan 
pengendalian sebelum melakukan 
pemeriksaan substantif.  

Low sangat bergantung pada 
pengendalian. Untuk memastikan 
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Risiko Pengendalian Pendekatan Pemeriksaan 
bahwa desain pengendalian 
internal diterapkan dengan baik, 
pemeriksa harus melakukan tes 
pengendalian. Hasil uji 
pengendalian digunakan untuk 
menentukan kedalaman ujian 
substantive. 

 
2. Metode Sampling Monetary Unit Sampling (Pengujian 

Substantif) 
Pengujian substantif secara statistik adalah teknik 

pemeriksaan keuangan yang digunakan untuk entitas 
dengan berbagai tingkat risiko. Metode sampling substantif 
digunakan jika entitas memiliki risiko sedang atau 
bervariasi, dan metode sampling yang tidak melibatkan 
analisis statistik digunakan jika entitas memiliki risiko 
rendah atau tinggi. Ada perbedaan metode yang akan 
digunakan berdasarkan tingkat keterjadian salah saji, yaitu 
sebagai berikut. Jika estimasi salah saji tersebut cukup 
besar, maka metode sampling variable yang dapat dipakai. 
Sebaliknya Jika estimasi terjadinya salah saji itu sedikit, 
yaitu tidak lebih dari 20 kejadian, maka metode sampling 
moneter dipakai. 

 
3. Menentukan tingkat reliability factor untuk risk of 

incorrect acceptance. 
Risiko yang dapat tidak dikoreksi (β risk) adalah 

kejadian yang masih dalam batas kewajaran menurut 
auditor karena mereka memperkenankan hasil sampling 
membantu dalam membuat kesimpulan, meskipun 
sebenarnya terdapat salah saji material, saldo yang tertera 
masih dalam batas kewajaran sehingga tidak material. 
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Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan dan 
judgment untuk memilih nilai risiko. Namun, mengingat 
kondisi perusahaan kecil maupun besar yang pada waktu 
ini dominan tidak memiliki sistem pengendalian yang 
bagus dalam setiap kegiatan dan transaksi, tingkat risiko 
yang lebih baik untuk dipilih adalah 1-10%. Akan tetapi, 
jika pemeriksa mempunyai pertimbangan lain yang 
memadai, pemeriksa bisa memilih jenjang risiko yang 
berbeda. 

 
4. Menentukan tolerable misstatement, expected 

misstatement, dan expansion factor. 
Tolerable error per akun pada saat penentuan 

tolerable error sama dengan tolerable misstatement (TM). 
Nilai kesalahan yang diharapkan (EM) adalah nilai yang 
dapat terjadi. Hasil pemeriksaan interim atau temuan 
tahun sebelumnya harus dipertimbangkan oleh pemeriksa 
untuk menentukan EM. 
 

6.5 Jenis Sampling Audit 
1. Sampling Statistik 

Guy (1981) menerangkan bahwa sampling statistik 
berarti menggunakan rancangan sampling sehingga prinsip 
probabilitas dipakai dalam mengeluarkan pernyataan tentang 
populasi. Suatu prosedur audit dapat dikategorikan sebagai 
sampling statistik jika dua syarat dipenuhi. Pertama, sampel 
mesti dipilih secara acak. Kedua, hasilnya dapat dinilai secara 
angka terstruktur. Tidak mungkin disebut sebagai sampling 
statistik jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. 
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Dalam menentukan sampel secara acak terdapat sekitar 4 
metode yang baik dipakai yaitu: 
a. Simple Random Sampling 

Memakai pemilihan acak dalam menjamin bahwa 
semua anggota populasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk dipilih. Kerandoman dapat dicapai dengan 
menggunakan tabel bilangan acak. 

b. Stratified Random Sampling 
Memecah populasi kedalam blok-blok setelah itu kita 
akan menjalankan pemilahan secara acak untuk setiap 
blok. 

c. Systematic Sampling 
Memilih tiap populasi ke n memakai start point acak. 

d. Sampling Probability Proportional to Size (Dollar 
Unit Sampling) 
Menunjuk sampel secara acak sehingga kemungkinan 
pilihan langsung terkait dengan nilai (ukuran). 
 

2. Sampling Non Statistik 
Sampling yang tidak menggunakan statistik adalah 

pemilihan sampel yang digunakan menurut judgment 
pribadi. Besar sampel dan cara menilainya dipilih secara 
subyektif berdasarkan pengalaman auditor. 
a. Haphazard sampling.  

Tanpa menggunakan perandom probabilistik, 
pemeriksa menunjuk sampel yang dianggap dapat 
mewakili dari populasi yang lebih sesuai dengan 
penilaian individu. (contohnya seperti tabel bilangan 
acak). 

b. Block sampling 
Dengan memilih satu atau lebih blok bagian dari 

populasi secara runut, kelompok yang dipilih otomatis 
memilih bagian-bagian berikutnya secara berurut. 



 

107 

c. Systematic sampling 
Memilih tiap bagian populasi ke n memakai start 

point yang ditetapkan berdasarkan penilaian pribadi. 
Interval sampel dihitung dengan membagi total item 
populasi dengan total sampel. 

d. Directed sampling 
Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria yang 

disusun oleh auditor dan didasarkan pada penilaian 
bagian yang bernilai tinggi atau bagian yang dianggap 
memiliki nilai error. 

 
Biaya, keuntungan, dan kondisi, khususnya tingkat 

risiko entitas, adalah semua faktor yang memengaruhi 
keputusan pemeriksa untuk menggunakan metode statistik 
atau nonstatistik. Perlu diingat bahwa tidak mungkin 
mengekstrapolasi atau memproyeksikan hasil pengujian yang 
dilakukan dengan metode nonstatistik ke populasi. 

 

6.6 Prosedur Sampling Audit 
1. Persiapan Sampling Audit 

Menurut Arens, Elder, & Beasley (2014) dalam 
bukunya "Auditing and Assurance Services", persiapan 
dalam melakukan Sampling Audit Laporan Keuangan 
meliputi beberapa langkah yaitu: 
a. Mengidentifikasi populasi dan sampel yang akan 

diambil 
b. Menentukan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan 
c. Menentukan ukuran sampel yang akan diambil 
d. Melakukan pengambilan sampel 
e. Mengevaluasi hasil sampel yang telah diambil. 

Karim (2013) dalam bukunya "Audit Berbasis ISA: 
Penekanan pada Penerapan Teknik Sampling", persiapan 
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dalam melakukan Sampling Audit Laporan Keuangan meliputi 
beberapa tahapan yaitu: 
a. Mengidentifikasi tujuan pengambilan sampel. 
b. Menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan. 
c. Menentukan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan. 
d. Menentukan populasi dan sampel yang akan diambil 
e. Mengambil sampel dari populasi yang telah ditentukan. 

 
2. Penentuan Ukuran Sampel 

Untuk sampling audit laporan keuangan, penentuan 
ukuran sampel sangat penting karena dapat memengaruhi 
hasil audit yang diperoleh. Ukuran sampel harus dihitung 
berdasarkan tingkat keyakinan, tingkat ketidakpastian, dan 
toleransi kesalahan. Ukuran populasi yang akan diambil untuk 
pemeriksaan juga harus dipertimbangkan. Jumlah sampel 
dapat dihitung dengan rumus statistik tertentu atau model 
matematis yang kompleks, tetapi ukuran harus disesuaikan 
dengan sumber daya yang tersedia, kebutuhan klien, dan 
kompleksitas laporan keuangan. Ukuran sampel untuk 
pengujian pengendalian dipengaruhi oleh faktor-faktor 
berikut. 
a. Jika penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian 

material dalam tingkat asersi mencakup suatu 
ekspektasi tentang efektivitas operasi pengendalian, 
auditor diharuskan untuk menjalankan pengujian 
pengendalian, dan ukuran sampel yang diperlukan 
akan meningkat jika tingkat asurans yang diingankan 
auditor atas efektivitas operasi pengendalian semakin 
tinggi. 

b. Ukuran sampel yang diperlukan lebih besar jika tingkat 
penyimpangan yang dapat diterima lebih rendah. 
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c. Ukuran sampel yang diperlukan sebanding dengan 
tingkat penyimpangan yang diperkirakan terjadi 
sehingga auditor dapat membuat perkiraan yang wajar 
tentang tingkat penyimpangan yang sebenarnya. 

d. Ukuran sampel yang diperlukan sebanding dengan 
tingkat asurans yang diharapkan auditor bahwa hasil 
sampel benar-benar mencerminkan penyimpangan 
yang terjadi dalam populasi. 

 
Dalam menentukan ukuran sampel untuk pengujian 

rinci, auditor dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini 
secara bersamaan, mengingat bahwa auditor tidak akan 
mengubah metode pengujian pengendalian atau mengubah 
sifat atau waktu prosedur subtantif untuk merespon risiko 
yang telah dinilai. 
a. Ukuran sampel yang diperlukan berkorelasi positif 

dengan kemungkinan kekeliruan dalam hal kesalahan 
material yang ditaksi oleh auditor. 

b. Semakin dominan pemeriksa bergantung terhadap 
metode substantif lain, seperti pengujian rinci atau 
analisis substantif, semakin minim tingkat risiko 
deteksi yang dapat diterima untuk populasi tertentu. 
Akibatnya, ukuran sampel yang diperlukan semakin 
kecil.  

c. Jika auditor menetapkan persyaratan asurans yang 
lebih tinggi terkait dengan hasil sampel yang 
menunjukkan jumlah kekeliruan dalam hal 
pengungkapan yang sebenarnya terhadap populasi, 
maka skala sampel yang dibutuhkan akan menjadi 
lebih banyak. Dengan kata lain, semakin besar tingkat 
akurasi yang diinginkan oleh auditor, semakin besar 
sampel yang perlu diperiksa. 
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d. Skala sampel yang dibutuhkan lebih besar jika auditor 
tidak dapat menerima kekeliruan dalam hal penyajian 
laporan keuangan. 

e. Jika auditor mengharapkan jumlah kesalahan 
penyajian yang lebih besar dalam populasi, maka 
ukuran sampel yang dibutuhkan akan menjadi lebih 
besar untuk dapat membuat estimasi yang dapat 
diandalkan tentang jumlah kesalahan penyajian 
sebenarnya dalam populasi tersebut. Dengan kata lain, 
jika auditor mengantisipasi adanya lebih banyak 
kesalahan dalam populasi, mereka perlu memeriksa 
sampel yang lebih besar agar dapat membuat 
perkiraan yang lebih akurat tentang jumlah kesalahan 
yang sebenarnya terjadi dalam populasi tersebut. 

f. Ukuran sampel yang diperlukan untuk memperoleh 
tingkat risiko sampling tertentu umumnya akan lebih 
kecil jika populasi dapat secara layak didistract. 

 
a. Penentuan Ukuran Sampel Statistik 

Rumus dalam menentukan besarnya sampel adalah: 
 
 
 

 
Ket : 
N  : Ukuran Sampel 

NB : Nilai Buku (Nilai yang tercatat untuk 
setiap unsur) 

RF :Faktor keandalan adalah faktor yang menunjukkan 
risiko penerimaan yang salah, dengan asumsi 
tidak ada kekeliruan. RF (jika kekeliruan yang 
diantisipasi = nol atau U). 

N = 
𝑁𝐵 𝑋 𝑅𝐹0

𝑆𝑆𝑇−(𝐷𝑆𝑆 𝑋 𝐸𝐹)
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SST : Salah saji yang tertoleransi, atau salah saji yang 
dapat ditoleransi, adalah salah saji tertinggi yang 
dapat terjadi dalam populasi tanpa membuat 
laporan keuangan dianggap memberikan 
pandangan atau instruksi yang salah. 

DSS : Dugaan Salah Saji (DSS), yaitu perkiraan auditor 
atas kesalahan penyajian moneter dalam 
populasi. Biasanya hal ini diestimasikan 
berdasarkan pengalaman masa lalu dan 
pengetahuan mengenai entitas yang diperiksa. 

EF : Sebuah faktor atas salah saji yang diharapkan, faktor 
ekspansi juga menunjukkan penerimaan yang 
salah.  

 
b. Penentuan Ukuran Sampel Non Statistik 

Penentuan persentase ukuran sampel pemeriksaan 
berdasarkan rating risiko deteksi sebagai berikut:  

 
Tabel 6.2. Rating Risiko Deteksi 

Risiko Deteksi Ukuran Sampel Pemeriksaan 
Low >50% - 100% 
Medium >30% - 50% 
High >20% - 30% 
 
Dalam menentukan dasar nilai yang ingin digunakan 
dalam memutuskan ukuran sampel auditan selaiknya 
memakai dasar angka berbentuk saldo individual account 
atau kelompok transaksi pada perusahaan yang akan 
dilakukan sampling dengan contoh sebagai berikut: 
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Akun Saldo Unaudit % Ukuran Sampel* 

pemeriksaan 
(Rp) 

Kas Rp5.000.000.000,- 60% ** 
Piutang Rp2.500.000.000,- 40% Rp100.000.000,- 
Aset Tetap Rp600.000.000,- 50% *** 
Aset Lain Rp20.000.000,- 25% Rp5.000.000.,- 
Pendapatan Rp300.000.000,- 50% Rp150.000.000,- 
Beban Rp400.000.000.,- 60% Rp240.000.000,- 

 
 Jika pemeriksa menemukan salah saji dalam proses 

pemeriksaan lapangan terhadap akun tertentu yang 
akan mengubah saldo akun secara signifikan, pemeriksa 
dapat mengubah ukuran sampel pemeriksaan. 

** Dalam memeriksa kas, dihitung dari angka transaksi tahun 
yang berjalan (pemindahan debet dan kredit), tidak diambil 
pada saldo akhir dalam laporan keuangan. 

*** Nilai mutasi aset tetap tahun berjalan bisa digunakan untuk 
menentukan ukuran sampel pemeriksaan untuk 
pemeriksaan aset tetap. Ini berlaku jika perusahaan sudah 
menjalankan penataan ulang dan melakukan peninjauan 
Kembali terhadap aset tetap berdasarkan hasil 
pemeriksaan sebelumnya, dan sudah dilampirkan, dicatat, 
dan dilaporkan secara laik. 
Selain dari pada penilaian tersebut, auditor juga dapat 

menilai kepatutan total sampel yang dipertimbangkan sesuai 
dengan situasi dilapangan serta mempertimbangkan biaya dan 
keuntungan, lama pemeriksaan, banyaknya tenaga kerja, dan 
signifikansi akun yang akan diuji terhadap laporan keuangan. 
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3. Evaluasi Hasil Sampling  
Untuk mengevaluasi hasil sampel statistik, dan 

setelah pemeriksa melakukan audit terhadap item fisik 
yang menyangkut dengan item moneter yang diinginkan 
selesai, pemeriksa dapat menilai kesalahan yang terjadi. Ini 
dilakukan dengan menilai angka yang terdapat kesalahan 
penyajian moneter maksimum (Max) dan setelah itu 
disandingkan terhdapa angka yang terdapat kesalahan 
dalam penyajian yang diterima (TM). Jika nilai maksimum 
sampel sama atau lebih kecil dari nilai TM, hasil 
pemeriksaan sampel akan mendukung kesimpulan 
investigator bahwa populasi yang diwakili sampel tidak 
mengandung salah saji. 

Setelah mengevaluasi hasil sampel non statistik, 
auditor tidak serta merta dapat melakukan generalisasi 
terhadap kesalahan tersebut ke populasi. Auditor mestinya 
membuat keputusan berdasarkan beberapa pandangan 
berikut:  
a. Frekuensi kesalahan: Jika kesalahan hanya terjadi satu 

kali dalam satu tahun, konklusi bisa berlainan dengan 
kekeliruan yang sudah biasa dan sering terjadi. 
Contohnya, kekeliruan yang berlangsung 3 kali dalam 
satu tahun dan diketahui banyak orang, seperti 
kekeliruan dalam belanja barang ke belanja modal, 
akan menghasilkan kesimpulan dari auditor berupa 
kesalahan yang banyak terjadi sehingga dapat 
kewajaran akun dipertanyak, sementara kekeliruan 
yang khusus dan hanya berlangsung satu kali satu 
tahun bisa membuahkan auditor dalam membuat 
kesimpulan bahwa kekeliruan sama yang terjadi 
sedikit sehingga akun tidak pertanyakan 
kewajarannya. 
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b. Unsur Tindak Pidana: Jika temuan mengandung unsur 
tindak pidana, auditor mestinya berhati-hati dan 
berusaha memperbanyak dalam menguji sehingga 
mendapatkan kepastian didepan bahwa gejala tindak 
pidana terjadi atau tidak. Auditor juga harus dapat 
menilai dampak tindak pidana terhadap akun apakah 
wajar atau tidak. 

c. Alasan kekeliruan, dapat dilihat dari sumber awal 
struktur aplikasi atau kekeliruan individu. Apabila itu 
berasal dari sistem aplikasi, kesalahan tersebut 
mungkin mempengaruhi kewajaran akun. 
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BAB 7 
TEMUAN AUDIT 
 

Oleh Stefani Lily Indarto 
 

7.1 Pendahuluan 
Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan, manajemen perusahaan memerlukan 
auditor yang independen untuk melakukan audit terhadap 
laporan keuangan tersebut. Hal tersebut diperlukan agar 
pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak 
luar perusahaan dapat dipercaya. Klien dan para pemakai 
laporan keuangan auditan mengharapkan auditor mampu 
memberikan penilaian dan memberikan informasi mengenai 
kondisi laporan keuangan yang telah disajikan manajemen 
perusahaan. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan 
industri klien dan pengetahuan atas operasional perusahaan 
merupakan hal yang penting untuk melakukan audit dengan 
memadai. Untuk itu auditor harus selalu merencanakan 
auditnya sedemikian rupa, sehingga risiko tersebut dapat 
dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut 
pertimbangan profesionalnya, memadai untuk menyatakan 
pendapat atas laporan keuangan.  

Menurut Boynton, et al (2015), ada perubahan dalam 
lingkup perencanaan audit, risiko proses penilaian dan 
prosedur pengumpulan bukti terkait yang meliputi berbagai 
hal mulai dari mengobservasi fakta yang berkaitan dengan 
masalah, menetapkan bukti yang bisa diterima yang berkaitan 
pada setiap masalah, memilih tehnik audit yang bisa diaplikasi 
dan pengembangan prosedur yang tepat, melaksanakan 
prosedur untuk memperoleh bukti, serta mengevaluasi bukti 
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dengan cermat dan seksama. Dalam Standar Audit (SA) 315 
dan SA 500 dijelaskan bahwa auditor juga harus memperoleh 
bahan bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar 
yang memadai untuk mengidentifikasi kecurangan dan 
membuat keputusan audit. Pilihan bukti audit tersebut 
dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas bisnis dan industri 
klien, perbandingan antara harapan auditor atas laporan 
keuangan dengan buku dan catatan klien, keputusan tentang 
asersi yang material bagi laporan keuangan, serta keputusan 
tentang pengelolaan risiko.  

Auditor memainkan peran penting untuk memberikan 
pendapat yang handal melalui penyusunan kerangka audit yang 
efektif.  Untuk melakukan hal ini, persiapan rinci yang harus 
dilakukan oleh auditor meliputi pengumpulan bukti yang lengkap, 
prosedur audit yang komprehensif dan penilaian risiko 
menyeluruh memungkinkan auditor mengidentifikasi temuan 
audit.  

Dalam mendeteksi kecurangan auditor harus mempunyai 
kemampuan yang untuk mengetahui aspek-aspek kecurangan yang 
dapat terjadi dalam auditnya. Penggunaan kemahiran profesional 
dengan cermat dan seksama, memungkinkan auditor untuk 
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 
dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 
maupun kecurangan (Arens, 2016). Auditor akan melakukan 
penyesuaian dalam judgment setiap kali memperoleh setiap bukti 
baru. Hal ini didasari dari kejadian-kejadian yang dialami oleh klien 
di dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Hasil evaluasi 
dari bukti audit yang terkumpul itulah yang dinamakan temuan 
audit.  Lalu, bagaimana  peran auditor dalam memeriksa atau 
memberikan penilaian lebih lanjut terhadap temuan audit 
tersebut? 
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7.2 Pentingnya Temuan Audit 
Temuan merupakan kesimpulan atau hasil dari proses 

audit yang mengungkapkan kelemahan, ketidakpatuhan, atau 
potensi risiko dalam sistem keuangan atau operasional suatu 
entitas (Hayes, et al., 2015). Dalam konteks audit, temuan audit 
merujuk pada kesimpulan atau hasil dari proses audit yang 
menunjukkan kelemahan, ketidakpatuhan, atau potensi risiko 
dalam sistem keuangan atau operasional suatu entitas. Temuan 
audit sering kali mencakup pelanggaran terhadap kebijakan 
internal, ketidakakuratan dalam pencatatan keuangan, atau 
kelemahan dalam pengendalian internal. Temuan audit 
merupakan komponen penting dari laporan audit yang 
digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen 
dan pihak-pihak terkait mengenai kondisi keuangan dan 
operasional perusahaan, serta memberikan rekomendasi 
perbaikan yang diperlukan (McKinnon, 2017). Temuan audit 
yang baik harus didukung dengan bukti yang cukup dan 
memadai, agar auditor yakin tentang kebenaran isi temuan 
audit. Pengembangan temuan audit dengan dukungan bukti 
yang kuat akan mempermudah penyusunan laporan sekaligus 
mempermudah penyiapan rekomendasi untuk mengatasi 
permasalahan perusahaan yang diaudit. Temuan audit yang 
efektif dapat membantu meningkatkan pengendalian internal, 
mengidentifikasi potensi efisiensi operasional, memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan proses, serta meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam suatu entitas. Dari 
temuan audit tersebut dapat digambarkan tentang: 
1. Tindakan apa saja seharusnya diambil, tetapi tidak 

dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak 
segera ditagih, tidak melakukan setoran ke bank setiap hari 
atau hanya menyetorkan sebagian dari uang yang 
seharusnya disetor, melakukan pembulatan setoran untuk 
menutupi kekurangan yang mungkin terjadi pada akhir 
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bulan, ataupun mencatat adanya kerja lembur yang 
sebenarnya tidak ada, menaikkan tarif kerja per jamnya 
atau menambah jumlah jam kerja yang dilakukan. 

2. Tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang 
mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke 
perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingan pribadi, 
Memperbesar jumlah bukti pengeluaran kas kecil, ataupun 
memperbesar total pengeluaran melalui kas kecil pada saat 
pengisian kembali kas kecil tersebut. 

3. Sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak 
lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima 
padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan 
signifikansinya. 

4. Ketidakakuratan laporan keuangan yang dapat berupa 
kesalahan menghitung, penyajian yang tidak tepat, atau 
pengungkapan yang salah.  

 
Menurut Joseph & Byaruhanga (2015), temuan audit 

membantu dalam memastikan bahwa laporan keuangan 
mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat 
diandalkan. Dari temuan audit berupa defisiensi nantinya bisa 
diketahui apa penyebab utama serta dampak maupun akibat yang 
akan terjadi pada perusahaan jika defisiensi tidak segera 
diperbaiki. Selanjutnya dari dampak maupun akibat tersebut, 
manajemen kemudian akan mengetahui berapa besar pengaruh 
defisiensi yang dialami perusahaan terhadap kinerja perusahaan 
secara keseluruhan Dengan demikian, auditor bisa menyusun 
rekomendasi untuk memperbaiki defisiensi yang bisa dilaksanakan 
oleh manajemen dalam kurun waktu tertentu.  

Temuan yang dilaporkan dengan transparan dan obyektif 
dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan 
keuangan. Tentunya temuan audit tidak hanya mengidentifikasi 
ksesalahan, tetapi juga memberikan saran perbaikan dan 
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rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam 
sistem pengendalian internal dan meningkatkan proses bisnis 
perusahaan. Melalui temuan audit, auditor bertanggung jawab 
dalam memberikan pendapat independen tentang kelayakan dan 
keandalan laporan keuangan.  
 

7.3 Jenis-Jenis Temuan Audit 
Temuan audit dapat bervariasi tergantung pada jenis audit 

yang dilakukan (Moroney, et al., 2018). Dalam audit keuangan, 
temuan umum meliputi kesalahan penghitungan, ketidaksesuaian 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku, pengungkapan yang salah, 
penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, 
kesalahan dalam perhitungan pengakuan pendapatan,  kesalahan 
dalam penilaian asset pelanggaran kebijakan keamanan data, 
ketidakpastian material dalam penilaian nilai wajar aset, 
keberlanjutan bisnis, atau ketidakpastian terkait entitas yang 
bergantung pada kejadian di masa depan atau kelemahan dalam 
pengendalian internal yang dapat mempengaruhi keandalan 
laporan keuangan.  Dalam audit internal, temuan bisa berupa 
kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan 
terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, 
penyalahgunaan asset perusahaan, atau risiko operasional yang 
tidak dikelola dengan baik.  

Lain halnya dalam audit pajak, temuan audit dapat berupa 
pelanggaran peraturan perpajakan, ketidaksesuaian antara 
pelaporan pajak dengan dokumen pendukung, atau penghindaran 
pajak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam audit 
kepatuhan, temuan audit berkaitan dengan ketidakpatuhan 
terhadap aturan keamanan kerja, ataupun kegagalan dalam 
mematuhi peraturan lingkungan. Dalam audit operasional, temuan 
audit dapat berupa inefisiensi dalam proses operasional, kegagalan 
dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, serta upaya 
meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengedalian bisnis, 
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pengabaian prosedur pengadaan, kekurangan dalam manajemen 
risiko, kerentanan terhadap kecurangan, atau kelemahan dalam 
kebijakan keamanan fisik atau teknologi informasi. 
 

7.4 Proses Temuan Audit 
Proses temuan audit melibatkan langkah-langkah 

seperti pengumpulan bukti, analisis data, evaluasi kebijakan 
dan prosedur, serta identifikasi temuan yang relevan. Auditor 
juga harus menyusun laporan temuan audit yang 
menggambarkan secara rinci temuan-temuan yang ditemukan 
selama proses audit (Hayes, et al., 2015). Berikut adalah 
tahapan-tahapan umum dalam proses temuan audit: 
1. Pengumpulan bukti: Auditor mengumpulkan bukti-bukti 

yang relevan terkait dengan sistem keuangan dan 
operasional entitas yang sedang diaudit. Hal ini melibatkan 
pemeriksaan dokumen, catatan keuangan, transaksi, dan 
informasi lainnya yang diperlukan untuk menguji 
kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal. 

2. Analisis data: Auditor menganalisis data dan informasi 
yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau 
anomali yang dapat mengindikasikan adanya temuan atau 
masalah potensial. Analisis data ini membantu auditor 
dalam mengarahkan perhatian pada area-area yang 
memerlukan pemeriksaan lebih lanjut 

3. Evaluasi kebijakan dan prosedur: Auditor mengevaluasi 
kebijakan dan prosedur yang ada dalam entitas untuk 
memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan dan 
standar yang berlaku. Evaluasi ini dapat melibatkan 
perbandingan kebijakan dan prosedur dengan praktik atau 
pedoman yang relevan. 

4. Identifikasi temuan: Auditor mengidentifikasi temuan atau 
masalah yang signifikan yang muncul selama proses audit. 
Temuan ini dapat berupa pelanggaran kebijakan, 
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ketidakakuratan pencatatan keuangan, kelemahan dalam 
pengendalian internal, atau risiko operasional yang 
berpotensi merugikan entitas. 

5. Dokumentasi temuan: Auditor mendokumentasikan 
temuan dengan jelas dan rinci dalam laporan temuan audit. 
Dokumentasi ini mencakup deskripsi temuan, dampak 
yang mungkin timbul, faktor penyebab, bukti yang 
mendukung, serta rekomendasi tindakan perbaikan yang 
diperlukan. 

6. Komunikasi temuan: Auditor berkomunikasi dengan 
manajemen entitas mengenai temuannya selama proses 
audit. Komunikasi ini melibatkan pembahasan mengenai 
temuan, kesalahan potensial yang terjadi, implikasi yang 
mungkin timbul, serta saran untuk tindakan perbaikan 
yang dapat diambil oleh manajemen. 

7. Tindak lanjut: Setelah temuan audit dikomunikasikan, 
entitas harus mengambil tindakan lanjutan untuk 
menangani temuan tersebut. Ini termasuk menetapkan 
tanggung jawab, merencanakan dan melaksanakan 
tindakan perbaikan yang diperlukan, serta memantau dan 
mengevaluasi hasilnya. 

8. Pelaporan akhir: Auditor menyusun laporan audit yang 
mencakup hasil keseluruhan dari proses audit, termasuk 
temuan audit yang diungkapkan. Laporan audit ini 
memberikan ringkasan temuan, rekomendasi, dan 
kesimpulan auditor, serta memberikan informasi yang 
relevan kepada pihak yang berwenang. 

 

7.5 Tindak Lanjut Temuan Audit 
Setelah temuan audit diungkapkan, perusahaan harus 

mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan 
yang ditemukan. Langkah-langkah tindak lanjut yang harus  
segera diambil mencakup identifikasi penyebab akar dari 
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temuan tersebut, menetapkan tanggung jawab untuk 
perbaikan, mengimplementasikan tindakan perbaikan, 
mengoreksi ketidakpatuhan, meningkatkan sistem 
pengendalian internal, serta memantau dan mengevaluasi 
hasilnya., Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan 
temuan audit, entitas dapat memperbaiki sistemnya untuk  
menghindari kesalahan di masa depan, dan meningkatkan 
pengelolaan dan pelaporan yang lebih akurat, serta kinerja dan 
hasil yang lebih baik (Bychkov, et al., 2014).  Lebih jauh lagi, 
manajemen dan pihak terkait dapat lebih cermat dalam 
memantau aktivitas, mengendalikan risiko, dan mengambil 
tindakan preventif. 

Tindak lanjut dari temuan audit melibatkan langkah-
langkah yang diambil setelah temuan audit diungkapkan. 
Tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan atau masalah 
yang ditemukan, meningkatkan pengendalian internal, dan 
memperbaiki proses operasional. Adapun  beberapa tindak 
lanjut yang dapat diambil setelah temuan audit adalah : 
1. Mengidentifikasi akar masalah untuk mengetahui mengapa 

masalah atau kelemahan tersebut terjadi. Dengan 
memahami penyebab akar, entitas dapat mengambil 
tindakan yang tepat untuk mencegah terulangnya masalah 
di masa depan. Temuan audit membantu mengidentifikasi 
masalah dan risiko yang ada dalam sistem keuangan dan 
operasional entitas. Dengan mengungkapkan kelemahan 
atau pelanggaran yang mungkin terjadi, temuan audit 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang area-
area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. 

2. Menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk menangani 
temuan audit, siapa yang bertanggung jawab atas 
perbaikan. Dengan menetapkan tanggung jawab, maka 
akan ada pemilik yang bertanggung jawab atas 
implementasi tindakan perbaikan. 
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3. Merencanakan tindakan perbaikan untuk mengatasi 
temuan audit dengan merancang langkah-langkah 
oeprasional yang akan diambil untuk memperbaiki 
masalah atau kelemahan yang diidentifikasi. Perencanaan 
yang baik akan melibatkan penetapan tujuan yang jelas, 
alokasi sumber daya yang diperlukan, dan jadwal 
pelaksanaan yang memadai. 

4. Mengimplementasikan tindakan perbaikan dengan 
merancang langkah-langkah untuk mengatasi temuan 
audit. Proses implementasi harus dipantau dan diawasi 
untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan 
dengan benar. Temuan audit memberikan dorongan untuk 
meningkatkan pengendalian internal. Dengan 
mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian, 
entitas dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat. 
Hal ini membantu mencegah kesalahan, kecurangan, dan 
kerugian yang tidak perlu. 

5. Memonitor dan mengevaluasi hasil tindakan perbaikan 
yang diimplementasikan. Hal ini melibatkan memeriksa 
apakah tindakan perbaikan efektif dalam mengatasi 
masalah atau kelemahan yang ditemukan. Jika diperlukan, 
perbaikan atau penyesuaian tambahan dapat dilakukan 
untuk memastikan hasil yang diharapkan tercapai. Temuan 
audit dapat mengungkapkan proses operasional yang tidak 
efisien atau tidak efektif. Dengan mengatasi masalah-
masalah ini, entitas dapat meningkatkan efisiensi, 
produktivitas, dan kualitas dalam operasionalnya. Ini dapat 
menghasilkan penghematan biaya, peningkatan kinerja, 
dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan 

6. Melaporkan mengenai tindakan perbaikan yang telah 
diambil. Pelaporan yang baik dan transparan akan 
memberikan pemahaman yang jelas tentang langkah-
langkah yang telah diambil dan hasil yang dicapai sebagai 
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respons terhadap temuan audit. Entitas dapat 
meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam 
operasionalnya. Ini dapat menghasilkan penghematan 
biaya, peningkatan kinerja, dan pelayanan yang lebih baik 
kepada pelanggan. 

7. Melakukan peningkatan berkelanjutan. Entitas harus 
mempertahankan pengendalian internal yang kuat, 
melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin, 
mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta 
memberikan keyakinan kepada para pemangku 
kepentingan bahwa entitas memiliki kontrol yang baik atas 
operasionalnya dan mematuhi standar dan regulasi yang 
berlaku. Reputasi yang baik dan pengelolaan yang kuat 
dapat menarik minat pihak-pihak eksternal untuk bekerja 
sama dengan entitas dan memberikan dukungan yang 
diperlukan. Dengan mengungkapkan temuan secara jelas 
dan transparan, entitas menunjukkan komitmen untuk 
memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. 
Ini memperkuat kepercayaan dan keamanan bagi para 
pemangku kepentingan dalam hubungan dengan entitas. 

 

7.6 Peran Auditor Dalam Temuan Audit 
Peran auditor sangat penting dalam memastikan 

keandalan laporan keuangan dan memberikan keyakinan 
kepada pemangku kepentingan terkait dengan keuangan 
perusahaan (Joseph & Byaruhanga, 2015). Adapun peran 
auditornya dalam mengelola dan menanggapi temuan tersebut, 
antara lain: 
1. Menjalankan proses audit: Auditor bertanggung jawab 

untuk menjalankan proses audit yang melibatkan 
pengumpulan bukti, analisis data, evaluasi kebijakan dan 
prosedur, serta mengidentifikasi temuan audit. Auditor 
harus menjaga independensi dan objektivitas dalam 
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menjalankan tugasnya. Auditor bertanggung jawab untuk 
melakukan penilaian independen terhadap laporan 
keuangan suatu entitas dengan  tidak memihak, dan tidak 
terpengaruh oleh kepentingan atau tekanan dari pihak lain. 

2. Mengidentifikasi temuan audit: Auditor memiliki tugas 
untuk mengidentifikasi temuan audit yang signifikan 
selama proses audit. Temuan tersebut dapat berupa 
ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau hukum, 
kelemahan dalam pengendalian internal, atau risiko 
operasional yang teridentifikasi. Auditor memiliki 
tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan mendalam 
terhadap laporan keuangan entitas. Mereka harus 
merencanakan dan melaksanakan audit dengan cermat, 
termasuk pengumpulan bukti yang cukup dan relevan 
untuk mendukung pendapat mereka, termasuk di 
dalamnya memeriksa catatan transaksi, pengendalian 
internal, dan kebijakan akuntansi yang digunakan entitas 

3. Mengevaluasi dampak dan implikasi: Auditor bertanggung 
jawab untuk mengevaluasi dampak dan implikasi temuan 
audit terhadap entitas. Hal ini melibatkan penilaian atas 
risiko, kerugian potensial, dan konsekuensi hukum yang 
dapat timbul akibat temuan tersebut.  

4. Menyusun laporan audit: Auditor menyusun laporan audit 
yang mencakup deskripsi temuan, bukti yang mendukung, 
rekomendasi tindakan perbaikan, serta kesimpulan dan 
pendapat auditor terkait dengan kondisi entitas yang 
diaudit.  Auditor memiliki tanggung jawab untuk 
melaporkan temuan mereka secara jelas dan objektif. 
Mereka harus mengkomunikasikan temuan audit kepada 
manajemen entitas dengan jelas, termasuk 
mengidentifikasi kesalahan yang ditemukan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor bertanggung 
jawab untuk menyusun laporan audit yang mencerminkan 
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pendapat independen mereka tentang laporan keuangan. 
Auditor harus menyampaikan pendapatnya secara jelas 
dan obyektif, memberikan keyakinan tentang keandalan 
laporan keuangan, atau jika diperlukan, menyatakan 
adanya ketidakpastian atau pendapat pengecualian.  

 

7.7 Penutup 
Temuan audit mencakup identifikasi dan dokumentasi 

kesalahan, pelanggaran kebijakan, ketidakakuratan dalam 
pencatatan keuangan, atau kelemahan yang ditemukan oleh 
auditor selama proses audit. Dalam hal ini, auditor harus selalu 
mempertimbangkan faktor risiko bawaan baik dalam tahap 
perencanaan audit, perancangan prosedur audit, maupun dalam 
tahap evaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. 
Penilaian terhadap laporan keuangan tersebut merupakan suatu 
upaya perwujudan terhadap tanggung jawab auditor sebagai pihak 
eksternal yang dinilai memiliki keahlian untuk melakukan 
serangkaian prosedur audit yang bertujuan untuk memperoleh 
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak 
mengandung kecurangan yang menyebabkan terjadinya salah saji 
yang material.  

Auditor perlu mengerti dan memahami kecurangan, 
temuan-temuan audit dengan melihat tanda, sinyal, atau gejala 
suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial 
menimbulkan kecurangan.  Pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan personel yang dibebani tanggung jawab perikatan 
harus sesuai dengan penaksiran auditor terhadap tingkat risiko 
untuk perikatan tersebut. Semakin kompleks usaha klien, maka 
akan semakin sulit auditor untuk memberikan penilaian yang cepat 
dan akurat, untuk itu auditor membutuhkan identifikasi temuan 
audit berdasarkan setiap potongan-potongan bukti yang 
didapatnya, dan mengembangkan semua informasi penting dan 
relevan yang berguna untuk mempertimbangkan, mendukung 
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temuan, kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi.  Dengan kata 
lain, melalui temuan-temuan audit yang didapat, auditor memiliki 
peran kritis dalam melindungi kepentingan publik dengan menjaga 
integritas pasar keuangan dan memberikan informasi yang akurat 
dan dapat diandalkan. 
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BAB 8 
ANALISA GOING CONCERN 
 

Oleh Ruri Octari Dinata 
 

8.1 Pengertian Going Concern 
Going concern merupakan asumsi akuntansi dalam menilai 

keberlangsungan perusahaan atau entitas yang diharapkan dapat 
berjalan terus menerus tanpa batas waktu yang bisa ditentukan. 
Dalam istilah going concern, perusahaan dapat dianggap mampu 
mempertahankan keberlangsungan usahanya dan menghindari 
terjadinya kebangkrutan khususnya dalam jangka waktu yang 
pendek. 

Pada proses audit yang dilakukan oleh auditor, auditor 
diwajibkan untuk tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan 
perusahaan/entitas namun juga memastikan kelangsungan hidup 
perusahaan dan melakukan evaluasi atas kondisi tersebut. Auditor 
harus bisa menentukan bagaimana kelangsungan hidup 
perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat 
mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian yang dapat 
dilakukan auditor bisa berupa pengevaluasian atas akibat dari 
setiap transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional 
perusahaan.  
8.1.1 Konsep Dasar Analisa Going Concern 

Dalam melakukan kegiatan audit, tentu tidak asing dengan 
istilah going concern atau kelangsungan usaha. Seringkali, orang-
orang menyebut analisa ini sebagai opini padahal jika ditelusuri 
lebih jauh going concern atau kelangsungan usaha bukanlah sebuah 
opini, melainkan analisa atau asumsi sehingga, disebut sebagai 
asumsi keberlanjutan usaha (going concern assumption). 
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International Standards on Auditing (ISA) 570 memberikan 
pedoman bagi auditor untuk memiliki tanggung jawab dalam audit 
atas laporan keuangan terkait dengan upaya “keberlanjutan usaha” 
dan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk 
memperpanjang upaya tersebut sebagai upaya yang berkelanjutan. 
Dalam Triani, et.al (2017) dijelaskan bahwa suatu entitas 
umumnya dianggap berkelanjutan dalam pandangan masa depan 
tanpa niat untuk melikuidasi entitas tersebut, membubarkan 
operasi, atau meminta perlindungan kreditur sesuai dengan 
hukum dan peraturan (misalnya dari kebangkrutan). Akibatnya, 
aset dan liabilitas yang dicatat berdasarkan prinsip entitas dapat 
mengobjektifikasi aset dan menyelesaikan kewajiban dalam 
aktivitas bisnis normal. Faktor keuangan menjadi tolak ukur yang 
memberikan pengaruh terhadap status pendapatan going concern 
perusahaan yang ditunjukkan oleh aspek terkait kondisi keuangan 
berdasarkan data keuangan. Demikian pula, faktor non-keuangan 
berperan sebagai tolok ukur untuk status pendapatan 
kelangsungan usaha perusahaan, tetapi didasarkan pada masalah 
di luar faktor keuangan perusahaan. 

Secara sederhana, penilaian atas asumsi keberlanjutan 
usaha merupakan hal yang sangat penting bagi auditor, dimana 
ketika melakukan prosedur audit, auditor harus memberikan 
pertimbangan atas kesesuaian asumsi keberlanjutan usaha yang 
menjadi dasar dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan 
asumsi ini, perusahaan dapat dianggap sebagai bisnis yang 
memiliki keberlangsungan atau keberlanjutan untuk masa depan 
yang dapat diperkirakan, baik dengan maksud maupun keperluan 
likuidasi, menghentikan perdagangan, maupun mencari bantuan 
dari kreditur berdasarkan undang-undang atau regulasi. Atas 
kondisi tersebut, aset dan liabilitas dapat dicatat sebagai dasar 
bahwa perusahaan memiliki kemungkinan untuk mampu 
merealisasikan aset-asetnya dan melepaskan liabilitasnya dalam 
aktivitas bisnis yang normal (Hayes., et.al, 2017). 
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Di dalam International Financial Reporting Standard (IFRS) 
jika merujuk pada IAS 1 mengenai penyajian laporan keuangan, 
dijelaskan bahwa ketika manajemen menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan, manajemen wajib membuat suatu penilaian atas 
kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya. 
Perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan dengan dasar 
keberlanjutan usaha, kecuali jika manajemen memiliki niat untuk 
melakukan likuidasi atas perusahaan tersebut ataupun 
menghentikan proses perdagangan, serta tidak memiliki pilihan 
lain yang lebih realistis untuk melakukannya. Saat manajemen 
mengetahui bahwa terdapat ketidakpastian yang bersifat material 
mengenai sejumlah peristiwa ataupun kondisi yang menimbulkan 
cukup banyak keraguan atas kemampuan perusahaan dalam 
melanjutkan usahanya (going concern), perusahaan harus 
mengungkapkan ketidakpastian tersebut saat menyusun 
penilaiannya. Dalam hal ini, tanggung jawab auditor dimaksudkan 
untuk mempertimbangkan ketepatan penggunaan asumsi 
keberlanjutan usaha oleh manajemen saat penyajian laporan 
keuangan, dan mempertimbangkan apakah terdapat 
ketidakpastian yang bersifat material atas kemampuan perusahaan 
dalam keberlanjutan usahanya yang perlu diungkapkan dalam 
laporan keuangan. 
 

8.2 Analisa Going Concern dalam Pengertian 
Standar Audit  

Standar audit yang digunakan di Indonesia telah 
merujuk pada International Standard on Auditing (ISA), dimana 
di dalam ISA 570 dan pada SA 570 telah diatur mengenai 
asumsi atau analisa keberlangsungan usaha (going concern). 
Analisa going concern sendiri merupakan suatu pertimbangan 
auditor dalam menilai keberlangsungan usaha perusahaan, 
apakah perusahaan mampu melanjutkan usahanya atau 
sebaliknya. Artinya, pertimbangan auditor mengenai masalah 
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going concern akan dijelaskan di dalam opini yang dikeluarkan 
oleh auditor jika auditor merasa ragu akan keberlangungan 
usaha perusahaan yang diauditnya. Sehingga, meskipun suatu 
perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian tidak 
menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut mengalami 
masalah going concern. Singkatnya, asumsi going concern ini 
tidak terbatas pada laporan keuangan yang memperoleh opini 
selain wajar tanpa pengecualian saja. Namun, perusahaan yang 
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian juga dapat 
mengalami kondisi keberlangsungan usahanya diragukan oleh 
auditor.  

Hal ini disebabkan karena opini yang dikeluarkan oleh 
auditor dan asumsi going concern merupakan dua hal yang 
berbeda. Auditor mengeluarkan opini berdasarkan hasil 
pemeriksaan audit mengenai kewajaran laporan keuangan yang 
disajikan, sementara asumsi going concern dilihat dari kondisi 
kelangsungan usaha perusahaan. Kondisi ini berarti tidak semua 
perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 
terbebas dari masalah kelangsungan usaha, begitupula sebaliknya, 
tidak semua perusahaan yang terbebas dari masalah kelangsungan 
usaha selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, karena 
sangat memungkinkan bagi perusahaan yang tidak memiliki 
masalah going concern mendapatkan opini wajar dengan 
pengecualian, opini tidak wajar, dan lainnya dilihat dari kewajaran 
penyajian laporan keuangannya. 

Pada praktiknya, terdapat perusahaan yang memperoleh 
opini wajar tanpa pengecualian namun dijelaskan dalam laporan 
audit memiliki masalah pada kelangsungan usaha. Kondisi terkait 
masalah kelangsungan usaha ini kemungkinan dapat membuat 
investor berpikir ulang untuk melakukan investasi, namun kondisi 
yang diungkapkan perusahaan mengenai masalah kelangsungan 
usaha yang dialaminya menjadi salah satu wujud “fairness” dan 
kejujuran perusahaan kepada auditor mengenai kondisi yang 
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sebenarnya, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan 
penilaian atas situasi yang sedang terjadi dalam perusahaan. 

Asumsi going concern sendiri merupakan bentuk dari opini 
modifikasian yang dijelaskan oleh auditor jika auditor memiliki 
keraguan dalam kelangsungan usaha perusahaan. Jika perusahaan 
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, namun memiliki 
masalah kelangsungan usaha, biasanya opini yang dikeluarkan oleh 
auditor adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 
penjelas. Dalam bab ini akan digambarkan serta diilustrasikan 
lebih lanjut contoh laporan keuangan yang memperoleh opini WTP 
dengan penjelasan mengenai asumsi kelangsungan usaha, serta 
beberapa ilustrasi opini lainnya yang terdapat ketidakpastian 
material terkait asumsi going concern merujuk pada SA 570. 
8.2.1 Penilaian Risiko dan Aktivitas Terkait 

Sebelum auditor memutuskan untuk mengungkapkan 
ketidakpastian material dalam masalah kelangsungan usaha 
perusahaan, hal yang dilakukan pertama kali oleh auditor 
adalah melakukan penilaian risiko dan aktivitas terkait. Dalam 
melakukan prosedur penilaian risiko, auditor harus 
mempertimbangkan apakah terdapat suatu kondisi atau 
peristiwa yang menyebabkan keraguan secara signifikan atas 
kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 
kelangsungan usahanya. Di kondisi ini, auditor harus 
memastikan serta menentukan apakah manajemen perusahaan 
telah melaksanakan penilaian awal atas kemampuan 
perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. 
Saat auditor melakukan penilaian kepada manajemen 
perusahaan, terdapat 2 hal yang harus dilakukan oleh auditor: 
1. Jika penilaian telah dilakukan, maka auditor harus 

mendiskusikan penilaian yang dilakukan dengan 
manajemen serta menentukan apakah manajemen telah 
mengidentifikasi kondisi yang dapat menyebabkan 
keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan dalam 
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mempertahankan kelangsungan usahanya baik secara 
kolektif maupun individual, dan jika manajemen telah 
mengidentifikasi hal tersebut, bagaimana manajemen 
meresponnya. 

2. Jika penilaian belum dilakukan, maka auditor harus 
mendiskusikan dasar penggunaan basis akuntansi kepada 
manajemen mengenai kelangsungan usaha, serta meminta 
penjelasan kepada manajemen apakah terdapat kondisi 
yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas 
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 
kelangsungan usahanya baik secara kolektif maupun 
individual. 
 

8.2.2 Evaluasi Penilaian Manajemen 
Setelah melakukan penilaian risiko dan aktivitas terkait, 

auditor perlu melakukan evaluasi atas penilaian manajemen. 
Dalam evaluasi yang dilakukan, auditor harus memastikan 
bahwa evaluasi penilaian manajemen atas kemampuan 
perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, 
harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan 
manajemen untuk membuat penilaiannya sesuai dengan 
standar yang berlaku. Selanjutnya, auditor juga harus 
mempertimbangkan apakah penilaian manajemen telah 
mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh 
auditor berdasarkan hasil audit.   

Dalam hal memastikan kelangsungan usaha perusahaan 
atau memutuskan bahwa suatu perusahaan memiliki 
ketidakpastian material terkait kelangsungan usahanya yang 
menyebabkan keraguan signifikan terhadap kelangsungan 
usaha perusahaan tersebut, auditor harus memperoleh bukti 
yang cukup. Selain itu, auditor juga perlu melakukan prosedur 
audit tambahan termasuk pertimbangan terkait faktor risiko 
yang memitigasinya. 
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8.2.3 Kesimpulan Auditor Mengenai Going Concern 
Dalam menyimpulkan kondisi terkait kelangsungan 

usaha perusahaan, auditor harus melakukan evaluasi atas bukti 
yang diperoleh cukup dan tepat serta menyimpulkan ketepatan 
penggunaan basis akuntansi dalam pertimbangan 
kelangsungan usaha dan laporan keuangan yang disusun oleh 
manajemen. Dari bukti-bukti yang terlah diperoleh, auditor 
harus menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material 
yang dapat menyebabkan keraguan auditor secara signifikan 
atas kelangsungan usaha perusahaan. Selain itu, auditor perlu 
melakukan pertimbangan yang tepat mengenai sifat dan 
implikasi ketidakpastian tersebut jika memang ditemukan 
terdapat ketidakpastian material, hal ini diperlukan untuk 
memastikan kerangka pelaporan keuangan dan laporan 
keuangan yang disajikan wajar, serta dalam kerangka 
kepatuhan, laporan keuangan yang disajikan tidak 
menyesatkan. 

 

8.3 Keraguan Auditor atas Kemampuan 
Perusahaan dalam Melanjutkan Usaha 

Jika dalam kegiatan audit, auditor menemukan sejumlah 
kondisi, kejadian ataupun peristiwa yang membuat auditor 
merasa ragu atau memiliki keraguan signifikan atas 
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, secara 
sederhana auditor perlu melakukan beberapa prosedur untuk 
mendukung keraguan tersebut dengan mengumpulkan bukti 
yang cukup serta memadai bahwa memang terdapat 
ketidakpastian material yang dialami perusahaan. Prosedur 
yang bisa dilakukan auditor adalah sebagai berikut: 
1. Mendapatkan keterangan dari manajemen terkait penilaian 

dan kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya. 
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2. Mengevaluasi tindakan yang dapat dilakukan di masa 
depan yang diutarakan oleh manajemen untuk mengurangi 
masalah terkait keberlanjutan usaha. 

3. Menganalisis estimasi arus kas manajemen dengan 
keterkaitannya terhadap rencana manajemen di masa 
depan untuk mengurangi masalah keberlanjutan usaha 
dengan melakukan evaluasi reliabilitas data yang 
mendasari perkiraan tersebut dalam rangka menentukan 
apakah terdapat asumsi yang mendasari perkiraan 
tersebut. 

4. Mempertimbangkan tambahan fakta penting yang terjadi 
sejak tanggal penilaian keberlangsungan usaha. 

5. Meminta penyajian tertulis dari manajemen mengenai 
rencana atas tindakan masa depan dan kewajaran dari 
rencana tersebut. 

 
Dalam hal terkait dengan prosedur yang bisa dilakukan 

oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit adalah sebagai 
berikut: 
1. Menganalisis perkiraan arus kas, perkiraan laba serta 

perkiraan lain yang relevan dengan manajemen. 
2. Menganalisis dan mendiskusikan laporan keuangan 

interim terbaru dari perusahaan. 
3. Melakukan review persayaratan surat utang, perjanjian 

pinjaman serta melihat apakah terdapat perjanjian yang 
dilanggar. 

4. Melakukan pengecekan terhadap notula rapat pemegang 
saham, dewan direksi, beserta para komite penting sebagai 
referensi atas kesulitan pendanaan. 

5. Melakukan interview kepada pengacara perusahaan 
mengenai litigasi dan klaim, kewajaran penilaian 
manajemen terhadap hasilnya serta estimasi terhadap 
implikasi keuangan. 
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6. Melakukan konfirmasi atas keberadaan, legalitas serta 
kemampuan pelaksanaan perjanjian untuk memberikan 
keterangan terkait dukungan keuangan dengan pihak-
pihak berelasi atau pihak ketiga, dan menilai kemampuan 
keuangan pihak-pihak yang memberikan tambahan dana. 

7. Mempertimbangan rencana-rencana yang dimiliki 
perusahaan terkait pesanan pelanggan yang tidak dapat 
dipenuhi. 

8. Melakukan review atas kejadian atau peristiwa kemudian 
yang terjadi pada periode berakhir untuk mengidentifikasi 
apakah hal tersebut mengurangi atau mempengaruhi 
kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya. 
 

8.3.1 Ilustrasi Laporan Auditor Terkait Kelangsungan Usaha 
Ilustrasi 8.1. Laporan Auditor yang menyatakan opini 

tanpa modifikasian ketika auditor telah menyimpulkan bahwa 
terdapat suatu ketidakpastian material dan pengungkapannya 
dalam laporan keuangan sudah memadai. 
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Gambar 8.1. Ilustasi Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian 

(Sumber: Ilustrasi 1 SPAP 570) 
 
 
 
 
 



 

143 

 
Gambar 8.2. Ilustasi Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian - 

Sambungan 
(Sumber: Ilustrasi 1 SPAP 570) 

 
Ilustrasi 8.2. Laporan Auditor yang menyatakan opini 

wajar dengan pengecualian ketika auditor telah menyimpulkan 
bahwa terdapat suatu ketidakpastian material dan laporan 
keuangan mengandung kesalahan penyajian material yang 
disebabkan oleh pengungkapan yang tidak memadai. 
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Gambar 8.3. Ilustasi Opini Audit Wajar Dengan Pengecualian 
(Sumber: Ilustrasi 1 SPAP 570) 
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Gambar 8.4. Ilustasi Opini Audit Wajar Dengan Pengecualian - 

Sambungan 
(Sumber: Ilustrasi 1 SPAP 570) 
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Gambar 8.5. Ilustasi Opini Audit Tidak Wajar 

(Sumber: Ilustrasi 1 SPAP 570) 
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Ilustrasi 8.5. Suatu laporan auditor yang menyatakan 
opini tidak wajar ketika auditor telah menyimpulkan bahwa 
terdapat ketidakpastian material dan pengungkapan yang 
diharuskan terkait ketidakpastian material tersebut tidak 
dicantumkan dalam laporan keuangan. 

 

 
Gambar 8.6. Ilustasi Opini Audit Tidak Wajar - Sambungan 

(Sumber: Ilustrasi 1 SPAP 570) 
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BAB 9 
LAPORAN AUDIT 
 
Oleh Caecilia Sri Haryanti 
 
9.1 Pendahuluan 

Laporan merupakan hal yang sanngat penting dalam 
audit dan assurance. laporan tersebut merupakan komunikasi 
bagi para auditor atas temuan nya. Pengguna laporan keuangan 
sangat membutuhkan laporan auditan untuk  mendapatkan 
keyakinan atas laporan keuangan entitas. Dalam era bisnis 
yang semakin kompleks dan dinamis, laporan audit menjadi 
instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan dan 
akuntabilitas perusahaan. Laporan audit merupakan hasil dari 
proses pengujian dan evaluasi independen terhadap laporan 
keuangan suatu entitas oleh seorang auditor independen. 
Tujuan utama laporan audit adalah untuk memberikan 
keyakinan bahwa laporan keuangan entitas tersebut telah 
disusun dengan benar, akurat, dan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku(Amir Abadi Yusuf, Alvin , 2021). 

Laporan audit memiliki peranan yang sangat penting 
dalam menjamin keandalan dan kredibilitas informasi 
keuangan yang disajikan oleh perusahaan kepada pihak terkait, 
termasuk pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan 
audit juga membantu dalam menjaga integritas pasar keuangan 
dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan standar 
akuntansi yang berlaku. 

Auditor melaporkan temuan dan penilaian mereka 
terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Lingkup audit 
meliputi pemeriksaan secara menyeluruh terhadap catatan 
keuangan, pengujian kontrol internal, serta penilaian atas 
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estimasi dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas. 
Auditor juga melaksanakan prosedur audit yang relevan untuk 
mengumpulkan bukti yang memadai dan memadangkan 
pendapat profesional mereka. 

Laporan audit memberikan manfaat yang signifikan bagi 
berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam entitas yang 
diaudit. Bagi pemilik dan investor, laporan audit memberikan 
keyakinan akan keandalan informasi keuangan yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi kreditor dan 
pihak yang memberikan pinjaman, laporan audit memberikan 
kepastian bahwa entitas tersebut mampu memenuhi kewajiban 
keuangannya. Pemerintah juga menggunakan laporan audit 
dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan 
perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan peraturan 
lainnya. auditor memiliki tanggung jawab profesional untuk 
menjaga independensi dan integritas dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Auditor harus mematuhi standar audit yang 
berlaku dan menerapkan etika audit yang ketat. Mereka juga 
harus menyusun laporan audit dengan jelas dan objektif, 
menyajikan hasil audit secara tepat dan akurat.(Ikatan Akuntan 
Indonesia, 2015)   
 Profesi audit terus menghadapi tantangan dan perubahan 
yang signifikan seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan 
peraturan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi, tuntutan 
transparansi, dan perubahan standar akuntansi merupakan 
beberapa faktor yang memengaruhi praktik audit saat ini. Auditor 
harus terus mengembangkan kompetensi mereka dan mengikuti 
tren industri untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku 
kepentingan. 

Ada 5 opini yang dapat di berikan oleh auditor 
berdasarkan audit atas laporan keuangan klien nya : 
1. Unqualified Opinion (Pendapat Wajar tanpa Pengecualian) 
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2. Unqualified Opinion With Explanotary Language (Pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas) 

3. Qualified Opinion (Pendapat Wajardengan Pengecualian) 
4. Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar) 
5. Disclaimer Opinion (Tidak Memberikan Pendapat) 

 
Laporan audit merupakan hasil yang penting dalam 

audit, hal ini akan menjadi sarana komunikasi bagi auditor atas 
temuan mereka. Pengguna laporan keuangan tergantung pada 
laporan auditor untuk mendapatkan keyakinan atas  laporan 
keuangan perusahaan.(Agoes, 2017) 

 

9.2 Standar Laporan Audit Tanpa Pengecualian 
Bagian Dari Standar Laporan Audit Tanpa Pengecualian 

Standar laporan audit tanpa pengecualian terdiri atas tujuh (7)  
1. Judul Laporan, standar audit mensyaratkan bahwa laporan 

harus di beri judul dan judulnya memasukan kata 
independen, contoh  Laporan Auditor Independen“. 
Persyaratan tersebut menegaskan kepada pengguna laporan 
keuangan bahwa audit tidak bias dalam segala aspek. 

2. Alamat Laporan Audit, laporan biasanya dialamatkan kepada 
perusahaan pemegang saham nya 

3. Paragraf Pembuka, paragraf pertama laporan terdiri dari 3 
hal : (a) pernyataan sederhana bahwa KAP sudah 
menyelesaikan audit, maksudnya untuk membedakan 
laporan ini dengan kompilasi laporan telaah. Paragraf ruang 
lingkup menjelaskan tentang garis besar proses audit. (b) 
Berisi daftar laporan keuangan yang di audit, termasuk 
tanggal neraca dan periode akuntansi untuk laporan laba -
rugi dan dan laporan aliran kas. (3) Paragraf pembuka, 
menyatakan bahwa laporan ini adalah tanggung jawab 
manajemen dan tanggung jawab auditor adalah memberikan 
opini atas laporan berdasarkan audit. Tujuan pernyataan ini 
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untuk mengkomunikasikan bahwa manajemen bertanggung 
jawab untuk memilih prinsip akuntansi berterima umum, 
membuat keputusan pengukuran dan pengungkapan dalam 
penerapan prinsip tersebut, dan untuk menjelaskan peranan 
manajemen dan auditor. 

4. Paragraf ruang lingkup , paragraf ini merupakan pernyataan 
faktual mengenai apa yang dilakukan auditor dalam audt. 
Paragraf pertama menyatakan auditor mengikuti standar 
audit yang di terima umum di Indonesia yang diterbitkan 
IAPI. Karena laporan keuangan di buat sesuai dengan prinsip 
akuntansi Indonesia dan diaudit sesuai standar audit 
Indonesia serta informasinya tersedia di seluruh dunia 
melalui internet, maka prinsip yang di gunakan di negara 
asal dalam menyusun laporan keuangan dan standar audit 
yang di ikuti auditor disebutkan dalam laporan audit. 
Paragraf ruang lingkup menyatakan bahwa audit di desain 
untuk mendapatkan kepastian yang  wajar bahwa laporan 
keuangan bebas dari salah saji yang material. Dengan 
memasukan kata            
“material“ artinya auditor hanya bertanggung jawab dalam 
menemukan salah saji yang material bukan salah saji tidak 
material yang tidak mempengaruhi keputusan pengguna 
laporan  
Bagian akhir dari paragraf ruang lingkup membahas 
mengenai akumulasi bukti audit dan menyatakan bahwa 
auditor  yakin bahwa bukti tersebut sudah benar sesuai 
dengan kondisi saat opini disampaikan. Paragraf ruang 
lingkup menyatakan bahwa auditor mengevaluasi 
kebenaran dari penerapan prinsip , estimasi akuntansi, 
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang 
diberikan. 

5. Paragraf Opini, laporan ini sangat penting , sehingga seluruh 
laporan audit merujuk pada opini auditor. Paragraf opini 
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dinyatakandalam betuk opini dan bukan pernyataan atas 
fakta absolut atau jaminan. Maksudnya adalah untuk 
mengindikasikan bahwa kesimpulan di buat berdasarkan 
penlaian profesional. Istilah pendapat kami mengindikasi 
kan bahwa mungkinterdapat resiko informasisehubungan 
dengan laporan keuangan meskipun laporan sudah di audit.  
Auditor disyaratkan untuk menyatakan opini atas laporan 
keuangan secara keseluruhan, termasuk kesimpulan bahwa 
perusahaan telah mengikuti prinsip akuntansi berlaku 
umum di Indonesia.  
Ada bagian yang kontroversial dalam laporan auditor, yaitu 
makna istilah disajikan wajar . Apakah ini berarti jika prinsip 
akuntansi berterima umum di ikuti, maka laporan keuangan 
sudah di sajikan secara  wajar atau lebih dari itu ?. 
Umumnya pengadilan menyebutkan bahwa auditor 
bertanggung jawab untuk memeriksa lebih dari sekedar 
prinsip akuntansi berlaku umum untuk menentukan apakah 
informasi yang tertera menyesatkan pembacanya, meskipun 
jika prinsip tersebut telah di ikuti. 

6. Tanda tangan, nama akuntan publik, nomer lisensi akuntan 
publik dan nomer lisensi kantor akuntan publik, Nama 
tersebut mengidentifikasikan akuntan publik yang 
melakukan audit ( rekanan KAP ). Nomer lisensi dari 
akuntan publik dan KAP juga di perlukan. 

7. Tanggal laporan audit, tanggal laporan nya yang tepat 
adalah salah satu yang harus di penuhi dalam prosedur audit 
dilapangan. Tanggal ini penting bagi pengguna laporan , 
karena mengidentifikasikan tanggal terakhir pertanggung 
jawaban auditor dalam melakukan telaah atas kejadian 
penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. 
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Laporan Standar Tanpa Pengecualian atas Laporan 
Komparatif 

 
KAP Denny & Elin 
Certified Public Accountants 
Jln Mahesa 363 
Semarang 

Judul Laporan 
Alamat 

Laporan Audior Independen Laporan Audit 
Kepada pemegang Saham 
PT Sejahtera Raya 
 

 

Kami telah mengaudit neraca 
perusahaan PT Sejahtera Raya tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016, serta 
laporan laba /rugi, laporan 
perubahan ekuitas dan laporan aliran 
kas untuk tahun berakhir pada 
tanggal tersebut Laporan keuangan 
adalah tanggung jawab manajemen 
perusahaan. Tanggung jawab kami 
terletak pada pernyataan pendapat 
atas laporan keuangan berdasarkan  
audit kami. 
 

Paragraf Pembuka 
(Pernyataan Fakta ) 
 

Kami melaksanakan audit 
berdasarkan standar audit yang 
ditetapkan Institut Akuntan Publik 
Indonesia. Standar tersebut 
mengharuskan kami merencanakan 
dan melaksanakan audit agar 
memperoleh keyakinan memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari 
salah saji material. Suatu audit 

Paragraf Ruang Lingkup 
(Pernyataan Fakta) 
 



 

155 

meliputi pemeriksaan atas dasar 
pengujian, bukti- bukti yang 
mendukung jumlah- jumlah dan 
pengungkapan dalam laporang 
keuangan. Audit juga meliputi 
penilaian atas prinsip akuntansi yang 
di gunakan dan estimasi signifikan 
yang di buat oleh manajemen, serta 
penilaiann terhadap penyajian 
laporan keuangan secara 
keseluruhan. Kami yakin bahwa audit 
kami menberikan dasar memadai 
untuk menyatakan pendapat. 
 
Menurut pendapat kami laporan 
keuangan yang kami sebut diatas 
menyajikan secara wajar, dalam 
semua hal yang material, posisi 
keuangan perusahaan PT Sejahtera 
Raya tanggal 31 Desember 2017 dan 
2016, dan hasil usaha, serta aliran kas 
untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berterima 
umum di Indonesia 
 

Paragraf Opini  
(kesimpulan) 
 

KAP Denny & Elin  Tanda  tangan, nama 
CPA,Nomer Lisensi CPA 
dan KAP 

15 February 2018 
 

Tanggal Pekerjaan 
Lapangan audit 
Diselesaikan 
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Kondisi untuk Laporan Standar Audit Tanpa Pengecualian 
Laporan standar audit tanpa pengecualian di terbitkan  jika :  
1. Seluruh laporan- neraca, laporan laba- rugi, laporan saldo 

laba, dan laporan aliran kas dimasukan dalam laporan 
keuangan.  

2. Tiga standar umum di ikuti oleh seluruh penugasan. 
3. Bukti yang tepat dan memadai telah diakumulasikan dan 

auditor melakukan penugasan sesuai dengan cara yang 
membuat dia dapat memastikan bahwa ketiga standart 
pekerjaan lapangan telah terpenuhi. 

4. Laporan keuangan di nyatakan sesuai dengan prinsip 
akuntansi berterima umum di Indonesia, artinya 
pengungkapan yang dimasukan dalam penjelasan 
tambahan dan bagian lain dalam laporan keuangan sudah 
memadai. 

5. Tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan 
tambahan atau modifikasi dalam laporan keuangan.  

 

9.3 Laporan Audit Tanpa Pengecualian  Dengan 
Paragraf Penjelasan Atau Modifikasi Kata 

Lima kondisi dimana laporan tanpa pengecualian yang 
disertai paragraph penjelasan atau modifikasi kata- kata di 
benarkan. Dalam situasi tertentu laporan audit tanpa pengecualian 
pada laporan keuangan diterbitkan, namun dengan kata- kata yang 
berbeda dengan laporan standar tanpa pengecualian. Laporan 
Audit tanpa pengecualian dengan praragraf penjelasan atau 
modifikasi kata juga telah memenuhi kriteria audit hasil yang 
memadai dan laporan keuangan yang di sajikan dengan wajar, 
tetapi  auditor yakin perlunya menyediakan informasi tambahan. 
Dalam laporan dengan pengecualian, laporan tidak wajar dan 
laporan tanpa memebrikan opini, auditor tidak mendapatan 
kepuasan dalam audit, tidak memperoleh laporan keuangan yang 
disajikan dengan wajar, atau tidak independent. 
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Penyebab adanya paragraph penjelasan atau modifikasi 
kata dalam laporan standar tanpa pengecualian  
1. Kurang nya penerapan konsisten atas prinsip akuntansi 

berlaku umum 
2. Keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan 
3. Auditor menyetujui adanya perbedaan dengan prinsip yang 

wajib di terapkan 
4. Penekanan atas suatu hal 
5. Pelaporan yang melibatkan auditor lain. 

 
Laporan yang melibatkan adanya auditornlain yang 

mengunakan modifikasi kata dalam laporan auditor, laporan ini 
melibatkan tiga paragraph, dan keseluruhan nya di modifikasi. 
Penerapan GAAP  yang Kurang Konsisten 

Standar pelaporan kedua mensyaratkan auditor 
memperhatikan dimana prinsip akuntansi tidak di terapkan secara 
konsisten dalam periode berjalan bila dibandingkan dengan 
periode sebelumnya. Prinsip akuntansi berterima umum 
mensyaratkan bahwa perubahan dalam prinsip akuntansi berikut 
sifat dan dampaknya telah di ungkapkan dengan memadai, Jika 
muncul perubahan secara material, auditor harus memodifikasi 
laporan dengan menambahkan paragraph penjelasan di bawah 
paragraph opini, yang membahas sifat perubahan dan 
memberitahu pembaca mengenai penjelasan tambahan yang 
membahas perubahan. 

Materialitas perubahan di evaluasi berdasarkan dampak 
perubahan tahun berjalan. Paragraf penjelasan ini dibutuhkan, baik 
untuk perubahan sukarela mapun yang diperlukan sesuai 
ketentuan akuntansi yang baru. 

 
Konsistensi Versus Keterbandingan 

Auditor harus dapat membedakan antara perubahan yang 
mempengaruhi konsistensi dan perubahan yang dapat 
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mempengaruhi perbandingan, tetapi tidak mempengaruhi 
konsistensi.  

Contoh : Perubahan yang mempengaruhi konsistensi , oleh 
karena itu memerlukan paragraph penjelasan jika  material . 
1. Perubahan dalam prisip akuntansi, perubahan dari 

penilaian persediaan FIFO ke LIFO 
2. Perubahan entias pelaporan, dimasukan nya perusahaan 

tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi 
3. Koreksi atau kesalahan mengenai prinsip, dengan 

mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum 
menjadi berlaku umum, dengan memasukan koreksi atas 
kesalahan yang terjadi. 

 
Contoh : Perubahan yang mempengaruhi perbandingan, 

bukan konsistensi, ada hal- hal yang tidak perlu dimasukan dalam 
laporan audit : 
1. Perubahan estimasi : penurunan umur ekonomis asset 

untuk tujuan depresi 
2. Koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip : 

kesalahan matematis pada perhitungan tahun sebelumnya. 
3. Variasi format dan penyajian dalam informasi keuangan 
4. Perubahan karena perbedaan transaksi / kejadian yang 

subtansial : usaha penelitian dan pengembangan yang luar 
biasa/ penjualan anak perusahaan. 

 
Keraguan Tentang Kelangsungan Usaha 

Tujuan audit memang tidak di tujukan untuk mengevaluasi 
Kesehatan keuangan suatu bisnis, tapi auditor memiliki tanggung 
jawab berdasarkan PSA 30 ( SA 341 ) untuk mengevaluasi apakah 
perusahaan memliki kelangsungan usaha. 

Faktor penyebab keraguan akan kemampuan perusahaan 
untuk memiliki kelangsungan usaha : 
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1. Terjadi kerugian operasional cukup besar / kurangnya 
modal kerja. 

2. Ketidak mampuan perusahaan dalam membaya kewajiban 
saat jatuh tempo. 

3. Kehilangan konsumen terbesar, terjadnya bencana yang 
tidak di asuransikan 

4. Tuntutan hukum, pelanggaran undang- undang/ hal sejenis 
yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam 
beroperasi. 

 
Auditor perlu memperhatikan situasi ini karena akan 

muncul kemungkinan bahwa klien tidak dapat melanjutkan 
operasinya atau tidak dapat memenuhi  kewajiban nya dalam 
periode yang telah di tentukan. Untuk tujuan ini, di tentukan 
periode tidak loebih dari satu tahun dari tanggal saat laporan 
keuanan audit. 

Saat auditor menentukan bahwa terdapat keraguan 
subtansial mengenai kemampuan perusahaan dalam meneruskan 
usahanya, opini tanpa pengecualian dngan paragraf penjelasan 
disyaratkan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan 
keuangan. 
PSA 30 mengizikan tetapi tidak mensyaratkan di terbitkan nya 
laporan anpa opini bila terjadi keraguan subtansial dalam hal 
kelangsungan usaha. Kriteria untuk diterbitkan laporan tanpa opini 
selain penambahan paragraph penjelasan tidak disebutkan dalam 
standar, dan dalam praktek jenis opini ini jarang di terbitkan 
 
Auditor Menyetujui Adanya Perbedaan dengan Prinsip yang 
Wajib Diterapkan. 

Kode Etik IAPI menyatakan bahwa pada situasi tertentu 
tidak diterapkannya suatu prinsip akuntansi berterima umum 
tidak harus di sertai opini dengan pengecualian ataupun tanpa 
opini, namun  untuk memberikan opini tanpa pengecualian auditor 
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harus menyatakan dan menjelaskan di paragraph yang terpisah 
dalam laporan audit, dengan mematuhi prinsip akuntansi justru 
akan memberikan hasil yang menyesatkan. 
 
Penekanan atas Suatu Hal 

Dalam kondisi tertentu , akuntan public ingin menekan kan 
pada suatu hal mengenai laporan keuangan, walaupun ia 
bermaksud memberikan opini tanpa pengecualian.  Informasi 
penjelasan harus di masukan pada paragraph terpisah dalam 
laporan. Contoh informasi yang dilaporkan sebagai penekanan atas 
sesuatu hal : 
1. Adanya transaksi yang signifikan dengan pihak terkait. 
2. Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca. 
3. Penjelasan atas hal akuntansi yang mempengaruhi 

keterbandingan laporan keuangan dengan tahun 
sebelumnya. 

4. Ketidakpastian material yang di ungkapkan dalam 
penjelasan tambahan. 

 
Laporan yang Melibatkan Auditor Lain   

Akuntan Publik dalam melakukan auditnya di bagian 
tertentu dari audit dan tergantung pada KAP lain , maka KAP utama 
memliki 3  alternatif : 
1. Tidak membuat Referensi dalam Laporan Audit. 

Jika tidak diberikan referensi kepada auditor alin, opini 
standar tanpa pengecualian di berikan kecuali jika ada kondisi 
lain yang memerlukan perubahan. Auditor lain di supervise 
dengan ketat oleh auditor utama , auditor lain masih 
bertanggung jawab atas laporan dan pekerjaan nya sendiri 
saat terjadi tuntutan hukum atau di tindak oleh Bapepam 

2. Membuat Referensi dalam Laporan (Laporan dengan 
Modifikasi Kata) 
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Jenis laporan ini di sebut laporan Bersama, laporan 
Bersama tanpa pengecualian boleh dilakukan jika hasil 
kerja auditor lain tidak dapat di telaah atau jika bagian dari 
laporan keuangan yang di audit oleh KAP lain merupakan 
bagian material dari keseluruhan nya. Laporan ini tidak 
dimasukan dalam paragraph pembuka . Porsi laporan 
keuangan yang di audit dapat dinyatakan dalam prosentase 
atau jumlah absolut. 

3. Memberikan Opini dengan Pengecualian. 
Opini dengan pengecualian dan tidak memebrikan opini, 
tergantung pada materialitas yang di syaratkan jika auditor 
utama tidak mau mengasumsikan bahwa terdapat 
tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan auditor lain. 
Auditor utama juga memutuskan bahwa kualifikasi di 
butuhkan untuk laporan keseluruhan jika auditor lain 
memberikan opini dengan pengecualian dalam bagian 
auditnnya. 

 

9.4 Laporan Audit Yang Berbeda Dengan Laporan 
Audit Tanpa Pengecualian 

Auditor dan pembaca laporan keuangan perlu memahami 
kondisi saat laporan tanpa pengecualian tidak tepat untuk 
diterbitkan. Dalam materi mengenai laporan audit yang berbeda 
dari laporan audit tanpa pengecualian, ada tiga hal yang berkaitan : 
kondisi yang mensyaratkan tidak diterbitkan nya opini tanpa 
pengecualian, jenis opini tanpa pengecualian, dan 
materialitas.(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) 

Jenis laporan audit yang dapat diterbitkan saat opini tanpa 
pengecualian tidak dapat di terbitkan :  
1. Ruang Lingkup Audit Dibatasi (Pembatasan Ruang 

Lingkup). 
Pada saat auditor tidak dapat mengakumulasi bukti yang 
memadai untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan 
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dinyatakan sesuai GAAP, pembatasan ruang lingkup akan 
muncul. Ada dua penyebab pembatasan ruang lingkup : 
pembatasan yang di sebabkan dari klien dan yang 
disebabkan karena kondisi diluar kendali klien atau 
auditor. Contoh : jika penugasan tidak di setujui sampai 
akhir tahun pembukuan klien , pegamatan fisik atas 
persediaan, konfirmasi piutang setelah tanggal neraca 
tidak mungkin dilakukan. 

2. Laporan Keuangan Tidak Dibuat Sesuai Prinsip 
Akuntansi Berlaku Umum ( Berbeda dengan GAAP ) 
Pada kasus ini klien memaksa menggunakan biaya 
penggantian asset tetap/ pembelian penilaian pada harga 
jual, padahal seharusnya menggunakan harga historis, 
maka auditor tidak dapat memberikan opini tanpa 
pengecualian. 

3. Auditor Tidak Independen. 
Independensi telah ditentukan pada peraturan Kode Etik. 
Jika salah satu dari tiga hal tersebut terjadi dan material, 
maka laporan selain laporan tanpa pengecualian harus 
diterbutkan. Tiga jenis laporan audit di terbitkan dibawah 
kondisi sebagai berikut : opini dengan pengecualian, opini 
tidak wajar, atau tidak memberikan opini. 
a. Opini dengan Pengecualian 

Laporan  ini adalah laporan yang dapat dihasilkan dari 
pembatasan ruang lingkup auditor / tidak diterapkan 
nya prinsip akuntansi berterima umum. Laporan opini 
dengan pengecualian dapat di gunakan hanya saat 
auditor menyimpulkan bahwa keseluruhn laporan 
keuangan dinyatakan dengan wajar. Laporan dengan 
tidak memberikan opini atau menolak opini harus 
digunakan jika auditor yakin bahwa kondisi yang 
dilaporkan sangat material. Laporan dengan 
pengecualian dapat berbentuk pengecualian atas ruang 
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lingkup, saat auditor menerbitkan laporan dengan 
pengecualian, ia harus menggunakan istilah kecuali 
untuk paragraph opini. 

b. Opini Tidak Wajar 
Opini ini digunakan hanya jika auditor yakin bahwa 
keseluruhan laporan keuangan secara material telah 
salah saji atau menyesatkan karena tidak dinyatakan 
dengan wajar sesuai posisi keuangan. Laporan audit 
dengan opini tidak wajar dapat muncul bila auditor 
mengetahui setelah melakukan investigasi memadai, 
ketidaksesuaian dengan GAAP. 

c. Tidak memberikan Opini. 
Laporan ini diterbitkan bila auditor tidak dapat 
menyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan 
keseluruhan dinyatakan dengan wajar. Perlunya 
menolak memberikan opini muncul bila terdapat 
pembatasan ruang lingkup luar biasa kepada 
auditor, atau terdapat hubungan yang tidak 
independent sesuai Kode Etik antara auditor dengan 
klien. Auditor harus  memiliki cukup pengetahuan 
bahwa laporan keuangan tidak dinyatakan dengan 
wajar untuk dapat di terbitkan opini tidak wajar. 
Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam 
menentukan jenis laporan yang tepat untuk kondisi 
tertentu. 

d. Tingkat Materialitas 
Materialitas : suatu salah saji dalam laporan keuangan 
dapat dianggap material bila diketahuinya salah saji ini 
akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari 
pengguna laporan yang rasional. 
Ada tiga tingkatan materialitas yang digunakan untuk 
menentukan jenis opini yang diterbitkan . 
1) Jumlah nya tidak material 
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2) Jumlah nya material tetapi tidak menutupi laporan 
keuangan secara keseluruhan 

3) Jumlah nya sangat material sehingga kewajaran 
penyaji laporan keuangan diragukan. 
 

9.5 Kondisi Yang Tidak Memenuhi Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

 Setelah kita pahami hubungan antara kondisi yang yidak 
sesuai untuk laporan tanpa pengecualian, laporan selain laporan 
tanpa pengecualian dengan tiga tingkat materialitas, maka kita 
perlu membahas kondisi yang tidak sesuai untuk laporan tanpa 
pengecualian secara lebih terperinci .(Hinarno, E & Maria S, 2016) 
Pembatasan Ruang Lingkup Auditor 
Ada 2 kategori dalam pembatasan ruang lingkup  :  
1. Yang disebabkan oleh Klien. 

Pembatasan dari klien, untuk itu auditor harus 
memperhatikan kemungkinan bahwa manajemen 
menghalangi penemuan atas informasi salah saji. Dalam hal 
ini standart audit mendorong untuk tidak mengeluarkan 
opini karena materialitas di pertanyakan, Ketika 
materialitas di luar kendali klien, pengecualian pada ruang 
lingkup dan opini lebih di perhitungkan. Alasan atas 
dilakukan nya pembatasan oleh klien karena mereka akan 
menghemat biaya jasa audit, dan dalam hal konfirmasi 
piutang dagang mereka ingin menghindari kemungkinan 
konflik antara klien dan konsumen jika terdapat perbedaan 
jumlah. 

2. Yang disebabkan oleh kondisi di luar klien dan auditor. 
Kondisi di luar kendali klien yang dapat menyebabkan 
pembatasan ruang lingkup adalah penugasan yang di 
berikan setelah tanggal neraca klien. Konfirmasi piutang 
dagang, pengamatan fisik atas persediaan dan prosedur 
penting lainnya tidak mungkin dilakukan pada kondisi 
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tersebut.Bila auditor tidak dapat melakukan prosedur ini, 
tapi mereka dapat diyakinkan dengan prosedur alternatif 
dan informasi yang telah di verifikasi disajikan dengan 
wajar, maka auditor dapat mengeluarkan laporan tanpa 
pengecualian. 
Pembatasan pada ruang lingkup pemeriksaan auditor 
mensyaratkan adanya paragrfa pengecualian sebelum 
opini yang menjelaskan pembatasan. 
 

Jika auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat  
meyesatkan pembaca karena tidak di buat sesuai GAAP dan klien 
tidak mampu / tidak mau melakukan pembetulan atas salah saji, 
maka auditor harus menerbitkan opini dengan pengecualian / 
opini tidak wajar. Opini harus dengan jelas menyebutkan 
perbedaan dengan prinsip akuntansi yang ada dan jumlah salah 
saji jika diketahui. Jika jumlah nya sangat material/ sangat luas, 
disyaratkan untuk mengeluarkan opini tidak wajar 
 

Laporan yang Tidak Sesuai dengan GAAP Dengan 
Pengecualian 

Laporan Auditor Independen 
(Paragraf pembuka sama dengan  laporan 
standar) 
 

Ruang Lingkup dan Opini 
karena Pembatasan 
Ruang Lingkup 

Kecuali seperti yang di uraikan dalam 
paragraph berikut ini , kami melaksanakan 
audit berdasarkan standar audit yang 
ditetapkanInstitut Akuntan Indonesia, 
Standar tersebut menghasurkan kami 
merencanakan dan melaksanakan audit 
agar kami memperoleh keyakinan 
memadai bahwa laporan keuangan bebas 
dari salah saji material. Audit meliputi 
pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti- 

 
Paragraf Ruang Lingkup –  
Dengan Pengecualian 
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Laporan Auditor Independen 
(Paragraf pembuka sama dengan  laporan 
standar) 
 

Ruang Lingkup dan Opini 
karena Pembatasan 
Ruang Lingkup 

bukti yang mendukung jumlah- jumlah 
dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan.  Audit juga meliputi penilaian 
atas prinsip akuntansi yang digunakan dan 
estimasi signifikan yang di buat oleh 
manajemen, serta penilaian terhadap 
penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan. Kami yakin bahwa audit 
kami memberikan  dasar memadai untuk 
menyatakan pendapat 
Kami tidak dapat memperoleh laporan 
keuangan auditan oleh auditor indepen 
lain yang mendukung investasi 
perusahaan dalam anak perusahaan di 
luar negeri masing masing sebesar 
Rp.475.000.000, atau ha katas laba anak 
perusahaan sebesar Rp. 365.000.000,- 
yang dicantumkan dalam laba bersih 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal- 
tanggal tersebut di atas, seperti yang 
dijelaskanpada catatan X dalam catatan 
atas dasar laporan keuangan. Kami juga 
tidak dapat memperoleh keyakinan atas 
nilai investasi dalam anak perusahaan di 
luar negri tersebut beserta ha katas 
labanya dengan prosedur audit kami. 
 

Paragraf Ketiga - 
Tambahan 
 

Menurut pendapat kami, kecuali untuk 
dampak penyesuaian tersebut, jika ada, 
yang mungkin perlu dilakukan jika kami 
memeriksa bukti tentang investasi di luar 
negeri dan labanya tersebut, laporan 

 
Paragraf Opini – Dengan 
Pengecualian. 
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Laporan Auditor Independen 
(Paragraf pembuka sama dengan  laporan 
standar) 
 

Ruang Lingkup dan Opini 
karena Pembatasan 
Ruang Lingkup 

keuangan yang kami sebutdalam 
paragraph pertama diatas menyajikan 
secara wajar dalam semua hal yang 
material, posisi keuangan PT  Lestari 
tanggal 31 Desember 2017, dan hasil 
usaha serta aliran kas untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut sesuai 
dengan prinsip akuntansi berterima 
umum di Indonesia 

 

9.6 Proses Keputusan Auditor Untuk Laporan 
Audit  

Auditor menggunakan proses yang baik untk menentukan 
laporan audit yang tepat pada situasi tertentu. Auditor pertama kali 
harus menilai kondisi yang ada dan mensyaratkan berbedaan dari 
lapoian karena Pengungkapanran standar tanpa pengecualian, jika 
kondisi lain muncul maka auditor harus menilai materialitas 
kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan yang tepat. 
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Opini dengan Pengecualian karena Pengungkapan Yang Tidak 
Memadai

 
 
Paragraf Ketiga  - Tambahan 
 

 
 
Paragraf Opini  - Dengan Pengecualian 
Tidak Memberikan  Opini karena Kurangnya Independensi 
Menentukan Kondisi yang Mensyaratkan Perbedaan dengan 
Laporan Standar Tanpa Pengecualian 

Auditor mengidentifikasi kondisi ini saat mereka 
melakukan audit dan memasukan informasi mengenai kondisi 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
( Paragraf opini dan ruang lingkup sama dengan laporan 
standar) 
Laporan keuangan perusahaan tidak mengungkapkan bahwa 
pada tanggal 15 Januari 2007, perusahaan melakukan pinjaman 
sebesar Rp.3.600.000.000,- untuk keperluan perluasan pabrik. 
Perjanjian pinjaman membatasi pembayaran deviden tunai atas 
laba di masa depan setelah tanggal 31 Desember 2017. Menurut 
pendapat kami, pengungkapan informasi ini diwajibkan oleh 
prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. 
Menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikan nya informasi 
yang di uraikan dalam paragraph di atas, alaporan keuangan 
yang kami sebut di atas ……… (selanjut nya sama dengan 
paragraph opini pada laporan standar ) 
 

Kami tidak independent sehubungan dengan PT Maju Terus, dan 
neraca yang menyertai pada tanggal 31 Desember 2007, serta 
laporan laba/ rugi, Saldo laba dan laporan aliran kas untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit oleh kami. Oleh 
karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas mereka 
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dalam berkas audit yang di bahas dalam laporan audit.  Jika 
kondisi- kondisi tsb tidak muncul, maka auditor menerbitkan 
laporan audit standar tanpa pengecualian. 
 
Menentukan Materialitas untuk Setiap Kondisi 

Jika terdapat situasi yang mensyaratkan perbedaan opini 
standar tanpa pengecualian, auditor harus mengevaluasi potensi 
dampak nya atas laporan keuangan. Pada perbedaan GAAP atau 
pembattasan ruang lingkup, auditor harus memutuskan antara 
tidak material, material, sangat material. Keputusan materialitas 
merupakan hal yang sangat sulit, mensyaratkan adanya penilaian 
dan pertimbangan. 

 
Menetukan Jenis Laporan yang Tepat untuk kondisi Tertentu, 
Pada Tingkat Materialitas Tertentu. 

Setelah membat dua keputusan diatas, auditor akan mudah 
menentukan jenis opini yang tepat dengan menggunakan bantuan 
pengambilan keputusan. Paragraf pembuka dan ruang lingkup 
akan dimasukan dengan menggunakan kata- kata baku. 
 
Menulis Laporan Audit 

KAP sudah memiliki bentuk baku terkomputerisasi yang 
memasukan kata- kata tepat untuk kondisi yang berbeda- beda 
agar dapat membantu auditor dalam menulis laporan audit. 
 
Terdapat Lebih dari Satu Kondisi yang Mensyaratkan 
Perbedaan atau Modifikasi. 

Auditor kerapkali menemukan keadaan yang melibatkan 
lebih dari satu kondisi yang mensyaratkan perbedaan dari laporan 
tanpa pengecualian atau modifikasi laporan standar, hal ini 
mengharus kan auditor memodifikasi opini nya untuk setiap 
kondisi. 
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Dibawah ini contoh jika terjadi lebih dari satu modifikasi 
yang dimasukan dalam laporan  : 
1. Auditor tidak indendendan auditor tahu bahwa perusahaan 

tidak mengikuti prinsip akuntansi berterima umum 
2. Terdapat pembatasan ruang lingkup dan keraguan 

subtansial mengenai kemampuan perusahaan atas 
kelangsungan usahanya. 

3. Terdapat keraguan subtansial mengenai kemampuan 
perusahaan dalam kealnsungan usahanya dan informasi 
mengenai penyebab ketidakpastian yang di ungkapkan 
secara memadai dalam penjelasan tambahan. 

4. Terdapat selisih antara pembuatan laporan sesuai dengan 
GAAP dan prinsip akuntansi lainnya yang diaplikasikan 
dengan basis yang tidak konsisten dengan tahun 
sebelumnya. 
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